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Pembangunan selalu mengandung masalah yang sebagiannya kompleks, luas, dan seolah tak selesai pembahasannya.  
Upaya untuk memahami pembangunan sering tidak mudah, namun perlu terus didorong. 

Perencanaan Pembangunan edisi ini menghadirkan berbagai permasalahan pembangunan. Topik yang disajikan 
berkisar pada  Sumber Daya Manusia dan Desentralisasi. 

Tulisan “Education survival in Indonesia: estimation of levels, trends, and equality” melihat kemajuan dalam pendidikan 
Indonesia dan mempertanyakan apakah ada perbedaannya untuk berbagai kalangan masyarakat (berdasarkan jenis 
kelamin, kota-desa, dan pendapatan rumah tangga)? 

“Inequity access to high quality outpatient health care in Indonesia” menganalisis  akses untuk perawatan kesehatan 
rawat-jalan, menunjukkan bahwa pasien dari kelompok berpenghasilan rendah menggunakan pelayanan kesehatan 
lebih sedikit; di samping itu asuransi kesehatan terbukti dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, namun tidak 
mengurangi ketidakadilan.  

Pola fertilitas di Indonesia dianalisis berdasarkan perbedaan sosial-ekonomi (kemiskinan, tingkat pendidikan, status 
pekerjaan). Uraiannya disajikan dalam tulisan “Fertility pattern among women in different socioeconomic groups in 
Indonesia”.

Tulisan “Improving capacity building of the local planning and budgetting to support decentralization policy” menganalisis 
pengaruh rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, 
serta menunjukkan urgensi perlunya peningkatan kapasitas Pemda dalam hal perencanaan dan penganggaran.

Artikel “Efektivitas kebijakan fiskal daerah terhadap perekonomian kabupaten dan kota di propinsi Sulawesi Selatan” 
melakukan analisis yang lebih spesifik mengenai efektivitas kebijakan fiskal terutama pengeluaran Pemerintah 
Daerah terhadap perekonomian kabupaten dan kota, dengan data dari 23 kabupaten di Sulawesi Selatan.

“Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan pengaruhnya terhadap harga-harga pangan di Indonesia” menyimpulkan 
bahwa harga beberapa komoditas pangan sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, 
sementara beberapa yang lain tidak terpengaruh.  Sementara itu, “Contract alliances and the strategic infrastructures 
and regional development of Sunda Strait”membahas model kontrak untuk suatu rencana pembangunan proyek skala 
besar. 

Pertanyaan penting mengenai keberlanjutan pembangunan di Indonesia diajukan dalam “Are we really making 
progress? The sustainability of Indonesia for the last twenty years”

Semoga tulisan-tulisan dalam majalah ini membawa manfaat, dan dapat memberikan pencerahan bagi upaya kita 
terus melakukan pembangunan sebaik-baiknya di Tanah Air tercinta Indonesia. 

Selamat membaca!

Dewan Redaksi



dengan karakter kuat yang berani mengambil resiko 
sebagai kesiapan dalam menghadapi dan menjawab 
tantangan pada Era Kebangkitan Nasional Kedua.

Kebangkitan Nasional Kedua 

Apa yang dimaksud dengan Kebangkitan Nasional 
Kedua kita temukan pada Garis-garis Besar Haluan 
Negara 1993 yang menyatakan: Pembangunan Jangka 
Panjang 25 Tahun Kedua merupakan masa kebangkitan 
nasional kedua bagi Bangsa Indonesia yang tumbuh dan 
berkembang dengan makin mengandalkan kemampuan 
dan kekuatan sendiri, serta makin menggeloranya 
semangat kebangsaan untuk membangun bangsa 
Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang 
sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. 

Di dalam masa reformasi sekarang ini, visi pembangunan 
Nasional Tahun 2005-2025 itu ditegaskan kembali, yakni 
mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 
makmur”. 

Kemandirian

Bukannya tidak sengaja kata “mandiri” ditempatkan 
sebelum “maju, adil dan makmur”. Memang kemajuan, 
keadilan dan kemakmuran harus dibangun di atas 
kemandirian bukan di atas ketergantungan. Oleh karena 
itu tidaklah salah kalau kita katakan apabila tujuan 
Kebangkitan Nasional Pertama adalah menuju gerbang 
kemerdekaan, maka Kebangkitan Nasional Kedua 
adalah membangun kemandirian, membuat bangsa ini 
menjadi bangsa yang mandiri, dan dengan tekad dan 
semangat kemandirian kita membangun bangsa yang 
maju, adil dan makmur. 

Marilah kita dalami sedikit makna kemandirian dalam 
konteks Kebangkitan Nasional Kedua.

Kemandirian tidak lain adalah hakikat dari kemerdekaan, 
yakni kemampuan setiap individu atau setiap bangsa 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan 
apa yang terbaik bagi dirinya. Tujuh puluh tahun 
yang lalu Bung Hatta telah menunjukkan kepada kita 
makna dasar dari kemandirian “...tak ada bangsa yang 
terhormat di atas dunia yang menyerahkan nasibnya 
sama sekali kepada bangsa lain...”. Oleh karena itu dalam 
konteks kebangsaan, pembangunan sebagai usaha 

untuk mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh 
para pendiri Republik, haruslah pula merupakan upaya 
membangun kemandirian.

Perkembangan dunia yang  cepat menuju ke arah 
kehidupan global telah membangkitkan perhatian lebih 
besar kepada masalah kemandirian, yaitu akan perlunya 
ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam 
meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan 
dengan peningkatan kemandirian. Satu sama lain saling 
berkaitan dan tidak saling mengecualikan (not mutually 
exclusive). 

Konsep kemandirian bukanlah keterisolasian. Konsep 
kemandirian tidak didasarkan pada paradigma  
ketergantungan (dependency theory) yang banyak 
dibicarakan terutama di Amerika Latin pada tahun 
50-60an, atau dipraktekkan di kawasan Asia seperti di 
Myanmar sampai beberapa waktu belakangan ini, dan 
juga di Indonesia yang menerapkan sikap berdikari 
sebagai ketertutupan dan anti-asing pada periode 
itu. Yang terbentuk dengan sistem serupa itu adalah 
masyarakat tertindas yang terkekang peradabannya.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling 
ketergantungan (interdependency) yang tidak dapat 
dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik 
masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat 
bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian 
itu timbul oleh karena adanya kondisi saling 
ketergantungan ini. Kemandirian dengan demikian 
adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau 
defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis 
karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling 
ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, 
perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari 
dan mempengaruhinya. Dari interaksi antarnilai 
dibangun peradaban dan dari interaksi antarperadaban 
dibangun peradaban baru yang lebih maju.

Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju, karena 
kemandirian bukan berarti berbagi kemiskinan. Suatu 
bangsa dikatakan maju apabila makin tinggi tingkat 
pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan 
penduduknya, serta merata pendistribusiannya. Suatu 
bangsa tidak dapat dikatakan mandiri manakala 
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KEMANDIRIAN DAN KEPEMIMPINAN

Abstract

Indonesia is now embracing its second Nation Rising 
era, a turning point to be a developed and prosperous 
country. To be able to win the competition in this vast 
growing world and globalization, also to solve domestic 
issues, Indonesia’s government is forced to a more difficult 
decision making, which must consider independence and 
leadership (kemandirian dan kepemimpinan).

Pendahuluan

Setiap negara di dunia pasti menghadapi tantangan 
yang besar dalam setiap aspek, baik politik, hukum, 
ekonomi maupun sosial. Terlebih lagi dengan 
perkembangan dunia yang cepat dan menuju ke 
arah kehidupan global, dimana batasan antar negara 
semakin menghilang, memaksa setiap pemerintahan 
untuk membuat keputusan-keputusan penting yang 
semakin rumit dengan cepat dan tepat. 

Perlu diketahui sampai pertengahan dasawarsa 1990-
an Indonesia sempat menjadi salah satu contoh 
pembangunan yang berhasil, sebelum terserang krisis 
finansial atau yang dikenal sebagai krisis Asia pada 
tahun 1997-1998.  Di sisi lain, keberhasilan Indonesia 
bangkit dari krisis ini merupakan suatu capaian 
yang harus diapresiasi sebagai bentuk kebangkitan. 
Perkembangan perekonomian pada tahun terakhir 
cukup menggembirakan dengan capaian di atas rata-

rata 6 persen, namun tantangan di balik semua itu 
adalah apakah capaian pertumbuhan dan kebangkitan 
perekonomian Indonesia telah sampai pada tujuan 
yang diharapkan, yaitu pemerataan pembangunan.

Pembangunan di segala bidang yang dicita-citakan 
di dalam konstitusi harus segera dipenuhi. Untuk itu 
perlu diperhatikan strategi dan lebih penting dari pada 
itu adalah orientasi (vision) pemimpin yang sangat 
menentukan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan 
pembangunan tersebut ditentukan oleh ketepatan 
keputusan yang diambil oleh pemimpin melihat kondisi 
sekarang semakin rumitnya konstelasi di berbagai 
aspek, baik dalam skala nasional maupun global. 

Pelajaran di masa lalu memberi signal agar upaya 
pembangunan yang dilakukan harus menghindari 
terjadinya kekeliruan yang sama. Pertumbuhan yang 
tinggi saja tidak membuat ekonomi menjadi kokoh, 
karena terdapat unsur lain yang harus bisa menjadi 
pedoman dalam membangun perekonomian Indonesia 
untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, 
yaitu kemandirian dan keadilan. Masa transisi kedua 
ini harus segera dimanfaatkan sebagai titik tolak dalam 
mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil dan 
makmur. Untuk dapat memenangkan persaingan dunia 
dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam 
negeri maka pengambilan keputusan tidak hanya 
sekedar mencari solusi terbaik, melainkan kepimpinan 
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kehilangan jati diri dan kepribadian. Dalam bidang 
ekonomi, bagaimana kita memanfaatkan sumber 
daya (resources) dari luar untuk membangun ekonomi 
kita tanpa terbelenggu atau menjadi hamba dari 
mereka yang lebih kuat pemilikan atas sumber daya 
ekonomi yang paling utama yaitu kapital dan teknologi. 
Mengelola interaksi global atau seperti dikatakan 
oleh Samuel Huntington “clash of civilizations” adalah 
tugas negara. Secara khusus lagi tugas kepemimpinan 
nasional yang dipercaya untuk menyelenggarakan 
negara dan memimpin bangsa.

Kepemimpinan

Di Indonesia setelah memiliki enam pimpinan nasional 
dengan karakter yang berbeda-beda kita rasakan 
betapa tidak mudahnya memperoleh kepemimpinan 
nasional yang mampu menakhodai bahtera bangsa 
dengan memanfaatkan ketrampilan awak kapal dalam 
mendayagunakan dan mengatasi elemen-elemen alam 
untuk mencapai tujuan pelayarannya.

Bangsa Indonesia tidak dapat mengharapkan selalu 
dapat memperoleh pemimpin yang besar seperti Bung 
Karno atau Bung Hatta yang mempunyai kapasitas 
individu dan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, 
dan tampil bersama dengan peran historis dan teramat 
menentukan dalam perjalanan bangsa. Namun, dari 
kedua beliau itu, kita dapat belajar mengenai sosok 
pemimpin bangsa yang tepat untuk masanya. Kita juga 
dapat belajar dari pengalaman kepemimpinan bangsa-
bangsa lain yang jatuh dan bangun atau maju dan 
mundurnya dipengaruhi oleh kepemimpinan. 

Kita juga dapat belajar dari berbagai literatur yang 
membahas model-model kepemimpinan masa depan. 
James MacGregor Burns seorang yang dianggap 
pelopor pendekatan-pendekatan baru dalam diskursus 
kepemimpinan, dalam karya besar (seminal) yang 
berjudul “Leadership”, yang terbit ditahun 1978 dan 
menjadi rujukan para peneliti dan penulis sesudahnya, 
membagi kepemimpinan dalam dua kelompok, 
transactional dan transforming leadership. “Transactional 
leadership focuses mainly on reward or even punishment 
in exchange for performance”, sedangkan transforming 

leaders berbicara mengenai vision, culture, development, 
network dan services. Dikatakannya “transforming leaders 
not only inform people’s values, purposes, needs and wants 
but also bring the people closer to achieving them”. Yang 
dibutuhkan oleh bangsa kita masa kini dan ke depan 
adalah kurang lebih model transforming leadership 
seperti diungkapkan oleh Burns.

Para pemimpin sekarang memimpin rakyat yang makin 
luas dan dalam pengetahuannya terutama setelah 
berkembangnya media online dan social network,  
paham akan hak-haknya dan menjaga martabat, 
dan kepentingannya. Maka pemimpin tidak lagi bisa 
mengandalkan kepada kekuatan fisik, tetapi harus 
lebih kepada kekuatan moral dan intelektual. Seperti 
dikatakan oleh Burns, “Power wielding is not leadership, 
though it certainly can induce change in others. That 
change is likely to be temporary, forced, and superficial”.

Lebih lanjut, pemimpin masa kini dan depan tidak 
mungkin bersandar semata-mata kepada kharisma, 
baik dari pembawaan, karena peran sejarah atau dibuat 
secara sintetis. Kelebihan seorang pemimpin akan 
diukur dari prestasi nyata dan kualitas pemikirannya oleh 
masyarakat dan orang-orang yang setara atau “peers”-
nya. Kapasitas para pemimpin nantinya mungkin tidak 
berbeda terlalu lebih dari yang dipimpinnya.

Masyarakat akan makin canggih, dan tuntutan kepada 
pemimpinnya akan semakin canggih pula. Masyarakat 
memerlukan pemimpin yang punya wawasan ke masa 
depan, tapi juga jelas rekam jejaknya (track record), 
prestasi dan keteladanan yang telah ditunjukkannya. 
Bukan rekam jejak yang instan atau digelembungkan, 
tapi yang tandas dan apa adanya. 

Pemimpin masyarakat modern harus siap memimpin 
secara demokratis, karena kehidupan demokrasi adalah 
senafas dengan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. 
Dengan demikian pemimpin yang diperlukan, dan yang 
paling akan berhasil memimpin, adalah pemimpin 
yang berjiwa demokrat. Pemimpin yang demokratis 
tidak harus pemimpin yang lemah, dalam mengambil 
sikap dan bertindak.  Sebaliknya pemimpin yang tegas 
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sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar aset 
atau kegiatan ekonomi.

Kemandirian tercermin dalam kemampuan bangsa untuk 
menjadi tuan di rumah sendiri, yang harus diupayakan 
melalui berbagai kebijakan publik. Sepanjang masih 
dimungkinkan, karena adanya berbagai kesepakatan 
dalam perdagangan internasional, berbagai upaya perlu 
dijalankan untuk memanfaatkan pasar dalam negeri 
kita yang besar dan terus tumbuh agar dapat menjadi 
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 
Bukan hanya barang-barang hasil industri manufaktur, 
melainkan juga pelbagai hasil pertanian dan jasa harus 
menjadi sasaran. Negara-negara industri Barat yang 
maju, pada awalnya juga melindungi produksi dalam 
negeri. Para pemikir awal ekonomi pasar, seperti John 
Stuart Mill di abad ke 19 membenarkan perlindungan 
yang diberikan kepada infant industry. Bahkan sampai 
saat ini konflik WTO terjadi karena masing-masing ingin 
melindungi produksi dalam negerinya, terutama yang 
sarat dengan kepentingan politik domestik. Dengan 
dalih anti-dumping mereka menghalangi impor dari 
negara-negara seperti kita. Sementara kita tidak dapat 
mencegah masuknya produk dari luar, khususnya China, 
yang masuk ke pasar kita dengan dumping.

Meskipun instrumen-instrumen perlindungan di pasar 
domestik itu penting, namun yang pertama-tama perlu 
dilakukan adalah mendahulukan pengunaan produksi 
dalam negeri oleh instansi-instansi pemerintah 
termasuk badan-badan usahanya, yang sebagai 
konsumen berhak menentukan pilihan barang atau jasa 
yang dikehendakinya. Karena peran pemerintah masih 
sangat besar dalam perekonomian seperti tercermin 
dalam besarnya pengeluaran pemerintah sebagai 
bagian dari permintaan dalam negeri, belum lagi 
termasuk BUMN, maka strategi itu sangat efektif dalam 
mengembangkan kemampuan nasional menghasilkan 
berbagai barang dan jasa, dan bersamaan dengan 
itu membangun pula lapisan pengusaha-pengusaha 
nasional yang handal dan mampu bersaing. 

Instrumen-instrumen fiskal dan proteksi bersifat 
sementara sampai ekonomi kita menjadi tangguh; 
yang justru amat penting dan memiliki sasaran 
berjangka panjang adalah membangun budaya untuk 

menggunakan produk dalam negeri sebagai ungkapan 
rasa cinta kepada bangsa dan negara, sebagai manifestasi 
idealisme dan patriotisme dan elan perjuangan dalam 
masa damai. Marilah kita kobarkan semboyan “cinta 
bangsa, cinta karyanya” seperti semboyan “merdeka 
atau mati” para pendahulu kita. Sebenarnya semangat 
masyarakat seperti  ini, yaitu memilih dengan kesadaran, 
akan lebih langgeng dan efektif dibandingkan dengan 
pembatasan pilihan kepada konsumen. Karena apapun 
juga, industri kita tidak mungkin infant (balita) terus, 
suatu saat harus menjadi dewasa.

Berbicara mengenai semangat, maka meskipun 
kemajuan dan kemandirian mencerminkan 
perkembangan ekonomi suatu bangsa, ia tidak semata-
mata konsep ekonomi. Kemajuan dan kemandirian 
juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, 
kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang 
mendasari kehidupan masyarakat. Tidak mungkin suatu 
bangsa mandiri dan maju apabila institusi-institusi 
politik, hukum, ekonomi dan sosialnya tidak berfungsi 
dengan baik.

Budaya

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya 
mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa 
mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya 
dalam menghadapi tantangan-tantangan. Maka 
masalah kemandirian utamanya adalah masalah 
sikap mental, dan karena menyangkut sikap mental, 
kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. 

Budaya tidak pernah berkembang dalam masyarakat 
tertutup. Peradaban berkembang karena terjadi saling-
serap nilai-nilai antarkomunitas, antarmasyarakat, 
antarbangsa dan antarperadaban. Perkembangan ilmu 
pengetahuan sebagai “roh” peradaban adalah karena 
proses pengayaan silang (cross fertilization) ini, yang 
terjadi pada setiap mahluk hidup. 

Persoalan kemandirian adalah bagaimana mengelola 
pengayaan silang, interaksi dan kadang-kadang konflik 
budaya yang berlangsung terus menerus, agar di satu 
pihak kita tidak menutup diri karena takut kesurupan 
budaya asing, tetapi di sisi lain juga tidak memudarkan 
budaya kita sendiri yang akhirnya membuat kita 
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kehilangan jati diri dan kepribadian. Dalam bidang 
ekonomi, bagaimana kita memanfaatkan sumber 
daya (resources) dari luar untuk membangun ekonomi 
kita tanpa terbelenggu atau menjadi hamba dari 
mereka yang lebih kuat pemilikan atas sumber daya 
ekonomi yang paling utama yaitu kapital dan teknologi. 
Mengelola interaksi global atau seperti dikatakan 
oleh Samuel Huntington “clash of civilizations” adalah 
tugas negara. Secara khusus lagi tugas kepemimpinan 
nasional yang dipercaya untuk menyelenggarakan 
negara dan memimpin bangsa.

Kepemimpinan

Di Indonesia setelah memiliki enam pimpinan nasional 
dengan karakter yang berbeda-beda kita rasakan 
betapa tidak mudahnya memperoleh kepemimpinan 
nasional yang mampu menakhodai bahtera bangsa 
dengan memanfaatkan ketrampilan awak kapal dalam 
mendayagunakan dan mengatasi elemen-elemen alam 
untuk mencapai tujuan pelayarannya.

Bangsa Indonesia tidak dapat mengharapkan selalu 
dapat memperoleh pemimpin yang besar seperti Bung 
Karno atau Bung Hatta yang mempunyai kapasitas 
individu dan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, 
dan tampil bersama dengan peran historis dan teramat 
menentukan dalam perjalanan bangsa. Namun, dari 
kedua beliau itu, kita dapat belajar mengenai sosok 
pemimpin bangsa yang tepat untuk masanya. Kita juga 
dapat belajar dari pengalaman kepemimpinan bangsa-
bangsa lain yang jatuh dan bangun atau maju dan 
mundurnya dipengaruhi oleh kepemimpinan. 

Kita juga dapat belajar dari berbagai literatur yang 
membahas model-model kepemimpinan masa depan. 
James MacGregor Burns seorang yang dianggap 
pelopor pendekatan-pendekatan baru dalam diskursus 
kepemimpinan, dalam karya besar (seminal) yang 
berjudul “Leadership”, yang terbit ditahun 1978 dan 
menjadi rujukan para peneliti dan penulis sesudahnya, 
membagi kepemimpinan dalam dua kelompok, 
transactional dan transforming leadership. “Transactional 
leadership focuses mainly on reward or even punishment 
in exchange for performance”, sedangkan transforming 

leaders berbicara mengenai vision, culture, development, 
network dan services. Dikatakannya “transforming leaders 
not only inform people’s values, purposes, needs and wants 
but also bring the people closer to achieving them”. Yang 
dibutuhkan oleh bangsa kita masa kini dan ke depan 
adalah kurang lebih model transforming leadership 
seperti diungkapkan oleh Burns.

Para pemimpin sekarang memimpin rakyat yang makin 
luas dan dalam pengetahuannya terutama setelah 
berkembangnya media online dan social network,  
paham akan hak-haknya dan menjaga martabat, 
dan kepentingannya. Maka pemimpin tidak lagi bisa 
mengandalkan kepada kekuatan fisik, tetapi harus 
lebih kepada kekuatan moral dan intelektual. Seperti 
dikatakan oleh Burns, “Power wielding is not leadership, 
though it certainly can induce change in others. That 
change is likely to be temporary, forced, and superficial”.

Lebih lanjut, pemimpin masa kini dan depan tidak 
mungkin bersandar semata-mata kepada kharisma, 
baik dari pembawaan, karena peran sejarah atau dibuat 
secara sintetis. Kelebihan seorang pemimpin akan 
diukur dari prestasi nyata dan kualitas pemikirannya oleh 
masyarakat dan orang-orang yang setara atau “peers”-
nya. Kapasitas para pemimpin nantinya mungkin tidak 
berbeda terlalu lebih dari yang dipimpinnya.

Masyarakat akan makin canggih, dan tuntutan kepada 
pemimpinnya akan semakin canggih pula. Masyarakat 
memerlukan pemimpin yang punya wawasan ke masa 
depan, tapi juga jelas rekam jejaknya (track record), 
prestasi dan keteladanan yang telah ditunjukkannya. 
Bukan rekam jejak yang instan atau digelembungkan, 
tapi yang tandas dan apa adanya. 

Pemimpin masyarakat modern harus siap memimpin 
secara demokratis, karena kehidupan demokrasi adalah 
senafas dengan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. 
Dengan demikian pemimpin yang diperlukan, dan yang 
paling akan berhasil memimpin, adalah pemimpin 
yang berjiwa demokrat. Pemimpin yang demokratis 
tidak harus pemimpin yang lemah, dalam mengambil 
sikap dan bertindak.  Sebaliknya pemimpin yang tegas 

5Edisi 02/Tahun XIX/2013

sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar aset 
atau kegiatan ekonomi.

Kemandirian tercermin dalam kemampuan bangsa untuk 
menjadi tuan di rumah sendiri, yang harus diupayakan 
melalui berbagai kebijakan publik. Sepanjang masih 
dimungkinkan, karena adanya berbagai kesepakatan 
dalam perdagangan internasional, berbagai upaya perlu 
dijalankan untuk memanfaatkan pasar dalam negeri 
kita yang besar dan terus tumbuh agar dapat menjadi 
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 
Bukan hanya barang-barang hasil industri manufaktur, 
melainkan juga pelbagai hasil pertanian dan jasa harus 
menjadi sasaran. Negara-negara industri Barat yang 
maju, pada awalnya juga melindungi produksi dalam 
negeri. Para pemikir awal ekonomi pasar, seperti John 
Stuart Mill di abad ke 19 membenarkan perlindungan 
yang diberikan kepada infant industry. Bahkan sampai 
saat ini konflik WTO terjadi karena masing-masing ingin 
melindungi produksi dalam negerinya, terutama yang 
sarat dengan kepentingan politik domestik. Dengan 
dalih anti-dumping mereka menghalangi impor dari 
negara-negara seperti kita. Sementara kita tidak dapat 
mencegah masuknya produk dari luar, khususnya China, 
yang masuk ke pasar kita dengan dumping.

Meskipun instrumen-instrumen perlindungan di pasar 
domestik itu penting, namun yang pertama-tama perlu 
dilakukan adalah mendahulukan pengunaan produksi 
dalam negeri oleh instansi-instansi pemerintah 
termasuk badan-badan usahanya, yang sebagai 
konsumen berhak menentukan pilihan barang atau jasa 
yang dikehendakinya. Karena peran pemerintah masih 
sangat besar dalam perekonomian seperti tercermin 
dalam besarnya pengeluaran pemerintah sebagai 
bagian dari permintaan dalam negeri, belum lagi 
termasuk BUMN, maka strategi itu sangat efektif dalam 
mengembangkan kemampuan nasional menghasilkan 
berbagai barang dan jasa, dan bersamaan dengan 
itu membangun pula lapisan pengusaha-pengusaha 
nasional yang handal dan mampu bersaing. 

Instrumen-instrumen fiskal dan proteksi bersifat 
sementara sampai ekonomi kita menjadi tangguh; 
yang justru amat penting dan memiliki sasaran 
berjangka panjang adalah membangun budaya untuk 

menggunakan produk dalam negeri sebagai ungkapan 
rasa cinta kepada bangsa dan negara, sebagai manifestasi 
idealisme dan patriotisme dan elan perjuangan dalam 
masa damai. Marilah kita kobarkan semboyan “cinta 
bangsa, cinta karyanya” seperti semboyan “merdeka 
atau mati” para pendahulu kita. Sebenarnya semangat 
masyarakat seperti  ini, yaitu memilih dengan kesadaran, 
akan lebih langgeng dan efektif dibandingkan dengan 
pembatasan pilihan kepada konsumen. Karena apapun 
juga, industri kita tidak mungkin infant (balita) terus, 
suatu saat harus menjadi dewasa.

Berbicara mengenai semangat, maka meskipun 
kemajuan dan kemandirian mencerminkan 
perkembangan ekonomi suatu bangsa, ia tidak semata-
mata konsep ekonomi. Kemajuan dan kemandirian 
juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, 
kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang 
mendasari kehidupan masyarakat. Tidak mungkin suatu 
bangsa mandiri dan maju apabila institusi-institusi 
politik, hukum, ekonomi dan sosialnya tidak berfungsi 
dengan baik.

Budaya

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya 
mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa 
mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya 
dalam menghadapi tantangan-tantangan. Maka 
masalah kemandirian utamanya adalah masalah 
sikap mental, dan karena menyangkut sikap mental, 
kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya. 

Budaya tidak pernah berkembang dalam masyarakat 
tertutup. Peradaban berkembang karena terjadi saling-
serap nilai-nilai antarkomunitas, antarmasyarakat, 
antarbangsa dan antarperadaban. Perkembangan ilmu 
pengetahuan sebagai “roh” peradaban adalah karena 
proses pengayaan silang (cross fertilization) ini, yang 
terjadi pada setiap mahluk hidup. 

Persoalan kemandirian adalah bagaimana mengelola 
pengayaan silang, interaksi dan kadang-kadang konflik 
budaya yang berlangsung terus menerus, agar di satu 
pihak kita tidak menutup diri karena takut kesurupan 
budaya asing, tetapi di sisi lain juga tidak memudarkan 
budaya kita sendiri yang akhirnya membuat kita 
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perencanaan untuk mencapai sasaran-sasaran 
sosial-ekonomi masyarakatnya seperti mengurangi 
ketimpangan dan kemiskinan atau mengembangkan 
teknologi untuk membuka atau mengakses rahasia-
rahasia alam untuk kepentingan kehidupan manusia. 

Perencanaan diperlukan karena keterbatasan sumber 
daya dibanding sasaran yang ingin dicapai, memilih 
yang tepat dari berbagai alternatif, mengurangi 
ketidakpastian, mengutamakan metode rasional dalam 
proses pengambilan keputusan, mengatasi kegagalan 
atau kelemahan pasar. Perencanaan juga merupakan 
alat kendali atau kontrol masyarakat terhadap jalannya 
pembangunan, serta menjaga agar pembangunan 
dihasilkan dan dinikmati bukan hanya oleh orang, 
kelompok atau wilayah tertentu, tetapi terbuka seluas-
luasnya termasuk bagi mereka yang tidak memiliki 
kelebihan kompetitif. 

Perlu pemahaman atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam usaha mengolah potensi 
menjadi kenyataan dan tantangan (challenges) menjadi  
kesempatan (opportunities). Perlu perencanaan 
untuk mentransformasi penduduk menjadi sumber 
daya manusia. Tanpa perencanaan, dengan hanya 
mengandalkan pada pasar, pembangunan hanya akan 
menghasilkan kehidupan sosial-ekonomi yang timpang, 
yang kuat makin kuat dan yang lemah makin lemah, 
yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. 

Tanpa perencanaan kondisi ketergantungan akan 
makin besar, karena pasar berpihak kepada mereka 
yang menguasai modal atau teknologi atau sumber 
daya ekonomi lainnya. Kemandirian hanya akan sekedar 
angan-angan, dan apa yang diingatkan Bung Hatta  
seperti dikutip di atas hanyalah tinggal kata-kata. 

Sekarang ini fungsi dan institusi perencanaan sangat 
tidak memadai dibanding tantangan-tantangan yang 
dihadapi dalam pembangunan bangsa ini. Dibanding 
masa pra-reformasi, justru dalam masa reformasi fungsi 
dan institusi perencanaan menjadi makin lemah, karena 
dominannya pemikiran-pemikiran neoliberal. Sebagai 
kesimpulan, fungsi dan institusi perencanaan harus 
diperkuat.

Pustaka Pendukung:

Burns, James MacGregor. 1979. Leadership.  Harper & 
Row Publishers Inc., New York.

Hesselbein, Frances; Marshall Goldsmith, Richard 
Beckhard. 1996. The Leader of the Future: New 
Visions, Strategies and Practices for the Next 
Era. The Drucker Foundation Series, published 
by Jossey-Bass A Wiley company, San Francisco-
California.

Kartasasmita, Ginandjar. 2012. Perencanaan 
Pembangunan: Tinjauan Singkat Teori, Praktek 
dan Permasalahannya. Kuliah Umum Program 
Studi Perencanaan Pembangunan,  Jurusan Ilmu 
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya, Malang.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pembangunan Untuk 
Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 
Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta

Morse, Ricardo S.; Buss, Terry F. and Kinghorn, C. Morgan. 
2007. Transforming Public Leadership for 
the 21st Century. National Academy of Public 
Administration, published by M.E. Sharpe Inc, 
USA.

7Edisi 02/Tahun XIX/2013

bukan harus pemimpin yang otoriter, tetapi justru yang 
mampu meyakinkan yang dipimpinnya akan kebenaran 
arah yang akan ditempuh. Seperti dikatakan oleh 
Ricardo Morse dan Terry Buss “leadership...as a process of 
influence where a person or group influences other to work 
toward a common goal”  atau sederhananya ”bringing 
people together to make something different”. 

Karena masyarakat akan lebih terbuka, dan kebebasan 
telah menjadi ciri masyarakat demokrasi dan kebebasan 
diperlukan untuk mengembangkan kreativitas, maka 
untuk mencapai konsensus akan makin pelik. Pemimpin 
harus siap dan berani mengambil keputusan yang 
dipandangnya tepat yang tidak selalu mendapat 
dukungan orang banyak. 

Memang dalam suasana kehidupan yang makin 
rumit, bagi pemimpin untuk menentukan pilihan 
yang selalu baik menjadi makin sulit. Maka kearifan 
sangat diperlukan, lebih dari pada di masa lalu, untuk 
menentukan mana yang terbaik, atau mana yang paling 
kurang buruk di antara alternatif-alternatif yang buruk. 
Di samping kearifan, diperlukan pula suatu tingkat 
pemahaman teknis, agar keputusan yang menyangkut 
implikasi yang kompleks tidak diambil semata-mata 
atas dasar intuisi, tetapi dengan dasar pengetahuan dan 
perhitungan yang matang.

Perkembangan ekonomi dunia serta persaingan yang 
makin tajam, membuat pemimpin bangsa di masa 
depan  harus memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai tata hubungan internasional dan mekanisme 
ekonomi dunia. Para pemimpin bangsa nanti harus 
memiliki pengetahuan untuk membawa bangsa ini 
memenangi persaingan yang sangat diperlukan untuk 
kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Tidak ada bangsa 
yang dapat mengisolasi diri dan yang tidak tergantung 
kepada hubungan internasional. Pemimpin modern 
dengan demikian tidak boleh “inward looking” tetapi 
harus mempunyai minat dan pengetahuan yang 
cukup mengenai hal ikhwal yang terjadi di luar batas 
kepentingan bangsanya sendiri. Ia harus memiliki 
jiwa kemanusiaan dan perhatian (concern) terhadap 
masalah-masalah kemanusiaan.

Para pemimpin harus mampu memelihara kedaulatan 
dan kehormatan bangsa di antara masyarakat bangsa-
bangsa di dunia. Selain kekuatan yang dimiliki 
suatu negara baik dalam bidang politik, ekonomi 
atau militer, kualitas kepemimpinan suatu bangsa 
juga mempengaruhi martabatnya dalam pergaulan 
internasional. Seperti dapat kita pelajari dari sejarah kita 
sendiri dan sejarah bangsa-bangsa lain, baik yang lama 
maupun yang kontemporer. 

Bagi kita Bangsa Indonesia jelas karena ada amanat 
konstitusi, pemimpin yang dituntut adalah yang 
berjiwa kerakyatan, bukan hanya retorika dan iklannya 
tetapi dalam kiprah nyata. Pemimpin sekarang 
haruslah sadar bahwa kepemimpinannya adalah 
kepercayaan yang diberikan oleh yang dipimpin dan 
harus dipertanggungjawabkannya. Tidak mungkin lagi 
seseorang pemimpin pada masa kini dan mendatang 
merasa kepemimpinannya itu sebagai haknya, karena 
keturunan, kata lain dari dinasti, atau kekayaannya, 
yang sekarang menjadi ciri kepemimpinan bangsa kita 
dewasa ini baik di pusat maupun daerah.

Sebagai kesimpulan, pemimpin masa kini dan depan 
adalah pemimpin yang harus mampu memimpin 
bangsanya menjadi bangsa yang maju dan mandiri. 
Kemajuan dan kemandirian ini harus menjadi landasan 
serta modal untuk membangun bangsa yang adil dan 
makmur, yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia.

Penutup: Peran Perencanaan

Kemandirian, kemajuan, keadilan, kemakmuran tidak 
akan terwujud dengan sendirinya. Perlu upaya yang 
terarah dan terencana untuk menuju kearah tujuan-
tujuan besar tersebut, tahap demi tahap. Disinilah 
perlunya peran perencanaan.

Banyak pandangan bahwa perencanaan sudah tidak 
relevan dalam ekonomi pasar, karena pasar merupakan 
mekanisme yang paling efektif yang akan mengatur 
penggunaan sumber daya secara paling efisien. Sejarah 
menunjukkan pandangan itu tidak benar. Di negara 
yang paling liberal sistem ekonominya pun diperlukan 

6 Edisi 01/Tahun XIX/2013



perencanaan untuk mencapai sasaran-sasaran 
sosial-ekonomi masyarakatnya seperti mengurangi 
ketimpangan dan kemiskinan atau mengembangkan 
teknologi untuk membuka atau mengakses rahasia-
rahasia alam untuk kepentingan kehidupan manusia. 

Perencanaan diperlukan karena keterbatasan sumber 
daya dibanding sasaran yang ingin dicapai, memilih 
yang tepat dari berbagai alternatif, mengurangi 
ketidakpastian, mengutamakan metode rasional dalam 
proses pengambilan keputusan, mengatasi kegagalan 
atau kelemahan pasar. Perencanaan juga merupakan 
alat kendali atau kontrol masyarakat terhadap jalannya 
pembangunan, serta menjaga agar pembangunan 
dihasilkan dan dinikmati bukan hanya oleh orang, 
kelompok atau wilayah tertentu, tetapi terbuka seluas-
luasnya termasuk bagi mereka yang tidak memiliki 
kelebihan kompetitif. 

Perlu pemahaman atas faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam usaha mengolah potensi 
menjadi kenyataan dan tantangan (challenges) menjadi  
kesempatan (opportunities). Perlu perencanaan 
untuk mentransformasi penduduk menjadi sumber 
daya manusia. Tanpa perencanaan, dengan hanya 
mengandalkan pada pasar, pembangunan hanya akan 
menghasilkan kehidupan sosial-ekonomi yang timpang, 
yang kuat makin kuat dan yang lemah makin lemah, 
yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. 

Tanpa perencanaan kondisi ketergantungan akan 
makin besar, karena pasar berpihak kepada mereka 
yang menguasai modal atau teknologi atau sumber 
daya ekonomi lainnya. Kemandirian hanya akan sekedar 
angan-angan, dan apa yang diingatkan Bung Hatta  
seperti dikutip di atas hanyalah tinggal kata-kata. 

Sekarang ini fungsi dan institusi perencanaan sangat 
tidak memadai dibanding tantangan-tantangan yang 
dihadapi dalam pembangunan bangsa ini. Dibanding 
masa pra-reformasi, justru dalam masa reformasi fungsi 
dan institusi perencanaan menjadi makin lemah, karena 
dominannya pemikiran-pemikiran neoliberal. Sebagai 
kesimpulan, fungsi dan institusi perencanaan harus 
diperkuat.
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bukan harus pemimpin yang otoriter, tetapi justru yang 
mampu meyakinkan yang dipimpinnya akan kebenaran 
arah yang akan ditempuh. Seperti dikatakan oleh 
Ricardo Morse dan Terry Buss “leadership...as a process of 
influence where a person or group influences other to work 
toward a common goal”  atau sederhananya ”bringing 
people together to make something different”. 

Karena masyarakat akan lebih terbuka, dan kebebasan 
telah menjadi ciri masyarakat demokrasi dan kebebasan 
diperlukan untuk mengembangkan kreativitas, maka 
untuk mencapai konsensus akan makin pelik. Pemimpin 
harus siap dan berani mengambil keputusan yang 
dipandangnya tepat yang tidak selalu mendapat 
dukungan orang banyak. 

Memang dalam suasana kehidupan yang makin 
rumit, bagi pemimpin untuk menentukan pilihan 
yang selalu baik menjadi makin sulit. Maka kearifan 
sangat diperlukan, lebih dari pada di masa lalu, untuk 
menentukan mana yang terbaik, atau mana yang paling 
kurang buruk di antara alternatif-alternatif yang buruk. 
Di samping kearifan, diperlukan pula suatu tingkat 
pemahaman teknis, agar keputusan yang menyangkut 
implikasi yang kompleks tidak diambil semata-mata 
atas dasar intuisi, tetapi dengan dasar pengetahuan dan 
perhitungan yang matang.

Perkembangan ekonomi dunia serta persaingan yang 
makin tajam, membuat pemimpin bangsa di masa 
depan  harus memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai tata hubungan internasional dan mekanisme 
ekonomi dunia. Para pemimpin bangsa nanti harus 
memiliki pengetahuan untuk membawa bangsa ini 
memenangi persaingan yang sangat diperlukan untuk 
kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Tidak ada bangsa 
yang dapat mengisolasi diri dan yang tidak tergantung 
kepada hubungan internasional. Pemimpin modern 
dengan demikian tidak boleh “inward looking” tetapi 
harus mempunyai minat dan pengetahuan yang 
cukup mengenai hal ikhwal yang terjadi di luar batas 
kepentingan bangsanya sendiri. Ia harus memiliki 
jiwa kemanusiaan dan perhatian (concern) terhadap 
masalah-masalah kemanusiaan.

Para pemimpin harus mampu memelihara kedaulatan 
dan kehormatan bangsa di antara masyarakat bangsa-
bangsa di dunia. Selain kekuatan yang dimiliki 
suatu negara baik dalam bidang politik, ekonomi 
atau militer, kualitas kepemimpinan suatu bangsa 
juga mempengaruhi martabatnya dalam pergaulan 
internasional. Seperti dapat kita pelajari dari sejarah kita 
sendiri dan sejarah bangsa-bangsa lain, baik yang lama 
maupun yang kontemporer. 

Bagi kita Bangsa Indonesia jelas karena ada amanat 
konstitusi, pemimpin yang dituntut adalah yang 
berjiwa kerakyatan, bukan hanya retorika dan iklannya 
tetapi dalam kiprah nyata. Pemimpin sekarang 
haruslah sadar bahwa kepemimpinannya adalah 
kepercayaan yang diberikan oleh yang dipimpin dan 
harus dipertanggungjawabkannya. Tidak mungkin lagi 
seseorang pemimpin pada masa kini dan mendatang 
merasa kepemimpinannya itu sebagai haknya, karena 
keturunan, kata lain dari dinasti, atau kekayaannya, 
yang sekarang menjadi ciri kepemimpinan bangsa kita 
dewasa ini baik di pusat maupun daerah.

Sebagai kesimpulan, pemimpin masa kini dan depan 
adalah pemimpin yang harus mampu memimpin 
bangsanya menjadi bangsa yang maju dan mandiri. 
Kemajuan dan kemandirian ini harus menjadi landasan 
serta modal untuk membangun bangsa yang adil dan 
makmur, yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia.

Penutup: Peran Perencanaan

Kemandirian, kemajuan, keadilan, kemakmuran tidak 
akan terwujud dengan sendirinya. Perlu upaya yang 
terarah dan terencana untuk menuju kearah tujuan-
tujuan besar tersebut, tahap demi tahap. Disinilah 
perlunya peran perencanaan.

Banyak pandangan bahwa perencanaan sudah tidak 
relevan dalam ekonomi pasar, karena pasar merupakan 
mekanisme yang paling efektif yang akan mengatur 
penggunaan sumber daya secara paling efisien. Sejarah 
menunjukkan pandangan itu tidak benar. Di negara 
yang paling liberal sistem ekonominya pun diperlukan 
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on school progression over all levels of education. 
Considering that Indonesia has a long history of social 
and economic discrimination against women (Levine & 
Ames 2003) and that education for girls is considered less 
important than that for boys (Cameron & Worswick 2001), 
it is important to compare school progression between 
male and female populations. In addition, different 
levels of education service availability explained in the 
previous chapter and different opportunity costs may 
lead to different levels of education survival between 
males and females.

Since the level of development between urban and rural 
areas varies, this may lead to the different abilities of 
people to send their children to school. Further, people 
living in urban and rural areas may also have different 
aspirations for education. These may lead to different 
levels of education attainment between the two areas 
and so it will be worthwhile contrasting to what extent 
education survival varies between urban and rural 
populations. Since there is no information on migration 
in this survey, urban and rural areas in this chapter are 
defined as the areas where the respondents lived at the 
time of the survey.

It is also equally important to examine education 
survival across household expenditure quintiles with an 
assumption that the poor would have more obstacles 
to progress their education compared to the rich. The 
analysis could to some extent assess the effectiveness 
of the pro-poor programs implemented by the 
government, such as the Social Security Net programs, 
the school operational subsidy and Conditional Cash 
Transfer in improving school progression among the 
poor.

Data Sources and Methods of Analysis

This paper uses data from National Socio-economic 
Survey (SUSENAS) conducted in 1993, 1996, 2000, 
2003, 2006 and 2009. The data consist of household 
and individual information, which are important in 
estimating differences in education survival, such as 
between males and females and between urban and 
rural. Regional comparison is also worthwhile and 
relevant with the issue of regional gaps on education 
outcomes. The data are selected to cover the period 
from the implementation of the nine-year compulsory 
basic education program launched in 1994 to the period 
after the implementation of BOS, launched in 2005.

The school progression in this section will be analysed 
using survival analysis methods. There are few studies 
assessing school progression that cover all education 

levels that have applied these methods. Studies 
commonly assess completion of one level of education, 
for example Willis and Rosen (1980), to understand the 
demand of college education among senior secondary 
school graduates. Lillard and Willis (1994) and Sawada 
and Lokshin(2009) started to examine the sequential 
schooling decision from entering primary school to 
entering tertiary education using survival analysis and 
this approach will be applied in this section.

The life-table method is able to predict what grade 
in every level of education that people have a higher 
probability to quit from school. It is possible to answer 
whether it is at the beginning of each level during the 
adjustment period when they are unable to adjust 
with new environment or new method of teaching and 
learning or it occurs more in the middle of schooling 
period or at the end of the level of education. 

The years of schooling is used as the survival time and 
the period is defined as a one year period.The event in 
this analysis is school discontinuation of a sample from 
schooling. School discontinuation can occur either 
because they dropped-out before completing a cycle of 
education level or did not continue their education to 
the next level after graduating from the preceding level. 
The data unfortunately do not provide information 
on whether the samples have experienced of leaving 
school and returned to continue their schooling. For 
that reason only a single spell or one terminating event 
is considered with enrolling in primary school as the 
beginning of the spell and the last years of schooling is 
the end of the spell or the year of survey for those who 
still enrol at school during the survey.

There is a limitation in these data that no information 
on whether the respondents have ever experienced 
school disruption, such as repeating class or withdraw 
from school but reenrol, neither the frequencies of 
class repetition, nor the length of being away from 
school, are available. Repeating grades might have a 
negative association with length of years of schooling, 
but the absence of this information would not affect the 
calculation of years of schooling defined for this chapter. 
Therefore, it is assumed that each individual survives 
through each succeeding period until they experience 
the event or quit schooling by the end of enumeration 
date at each survey. There is a positive side of this 
assumption that people would never have had years of 
schooling beyond the period of the education cycle.

Considering that this section assess the school 
progression or how long people would stay enrolling 

Education Survival Indonesia:
Estimation of Levels, Trends and Equality

Suharti

Abstract

Using data from various year of National Socio-economic 
Survey from 1993 to 2009 that are analized using a 
survival analysis method, this paper analyzes the trends 
of school progression in Indonesia. The results show an 
over time improvement in education progression. The 
equality of education survival across communities, for 
example, between urban and rural areas, between males 
and females, and across socio-economic statuses of the 
community, has also been improving. However, the results 
also reveal that Indonesia still faces serious problems in 
school discontinuation. Many children do not complete 
nine-year compulsory basic eduation. Some even drop out 
during their primary schooling. 

Introduction

Education survival as measured by school completion 
and transition is an important indicator of educational 
performance. The school completion rate has been 
applied to assess the internal efficiency and retention 
capacity of the education system and to measure the 
magnitude of drop-out. Meanwhile, transition rates 
measure education performance from two different 
perspectives. From the lower level of education 
perspective, it is considered an output indicator, 
indicating the magnitude of students who progress to 
the next level of education, while from the higher level 

of education perspective, it represents an indicator 
of access that might be used in assessing the relative 
selectivity of an education system (UNESCO 2009).

In Indonesia, education survival estimates have been 
primarily carried out using school-based data by level 
of education. There are limited estimates of education 
survival using household based surveys. Only the 
indicator of survival up to the fifth grade of primary 
school is available as an indicator of achievement of the 
Millennium Development Goals analysed by UNESCO. 
Not many researchers have estimated education 
attainment using this indicator.

This paper primarily addresses the research question of 
what are the trends of school progression over time and 
if there are any differences in school progression across 
communities. The socio-demographic differential in 
education survival is examined through three particular 
dimensions: sex differences, urban-rural differences and 
differences across household expenditure quintiles.

Gender inequality in education has been thoroughly 
examined in many countries, not only in developed 
but also in developing and less-developed countries. 
However, there is inadequate research conducted in 
Indonesia to assess the gender gap in education survival. 
Even though data on gender inequalities in access to 
education are available, there is a lack of information 
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on school progression over all levels of education. 
Considering that Indonesia has a long history of social 
and economic discrimination against women (Levine & 
Ames 2003) and that education for girls is considered less 
important than that for boys (Cameron & Worswick 2001), 
it is important to compare school progression between 
male and female populations. In addition, different 
levels of education service availability explained in the 
previous chapter and different opportunity costs may 
lead to different levels of education survival between 
males and females.

Since the level of development between urban and rural 
areas varies, this may lead to the different abilities of 
people to send their children to school. Further, people 
living in urban and rural areas may also have different 
aspirations for education. These may lead to different 
levels of education attainment between the two areas 
and so it will be worthwhile contrasting to what extent 
education survival varies between urban and rural 
populations. Since there is no information on migration 
in this survey, urban and rural areas in this chapter are 
defined as the areas where the respondents lived at the 
time of the survey.

It is also equally important to examine education 
survival across household expenditure quintiles with an 
assumption that the poor would have more obstacles 
to progress their education compared to the rich. The 
analysis could to some extent assess the effectiveness 
of the pro-poor programs implemented by the 
government, such as the Social Security Net programs, 
the school operational subsidy and Conditional Cash 
Transfer in improving school progression among the 
poor.

Data Sources and Methods of Analysis

This paper uses data from National Socio-economic 
Survey (SUSENAS) conducted in 1993, 1996, 2000, 
2003, 2006 and 2009. The data consist of household 
and individual information, which are important in 
estimating differences in education survival, such as 
between males and females and between urban and 
rural. Regional comparison is also worthwhile and 
relevant with the issue of regional gaps on education 
outcomes. The data are selected to cover the period 
from the implementation of the nine-year compulsory 
basic education program launched in 1994 to the period 
after the implementation of BOS, launched in 2005.

The school progression in this section will be analysed 
using survival analysis methods. There are few studies 
assessing school progression that cover all education 

levels that have applied these methods. Studies 
commonly assess completion of one level of education, 
for example Willis and Rosen (1980), to understand the 
demand of college education among senior secondary 
school graduates. Lillard and Willis (1994) and Sawada 
and Lokshin(2009) started to examine the sequential 
schooling decision from entering primary school to 
entering tertiary education using survival analysis and 
this approach will be applied in this section.

The life-table method is able to predict what grade 
in every level of education that people have a higher 
probability to quit from school. It is possible to answer 
whether it is at the beginning of each level during the 
adjustment period when they are unable to adjust 
with new environment or new method of teaching and 
learning or it occurs more in the middle of schooling 
period or at the end of the level of education. 

The years of schooling is used as the survival time and 
the period is defined as a one year period.The event in 
this analysis is school discontinuation of a sample from 
schooling. School discontinuation can occur either 
because they dropped-out before completing a cycle of 
education level or did not continue their education to 
the next level after graduating from the preceding level. 
The data unfortunately do not provide information 
on whether the samples have experienced of leaving 
school and returned to continue their schooling. For 
that reason only a single spell or one terminating event 
is considered with enrolling in primary school as the 
beginning of the spell and the last years of schooling is 
the end of the spell or the year of survey for those who 
still enrol at school during the survey.

There is a limitation in these data that no information 
on whether the respondents have ever experienced 
school disruption, such as repeating class or withdraw 
from school but reenrol, neither the frequencies of 
class repetition, nor the length of being away from 
school, are available. Repeating grades might have a 
negative association with length of years of schooling, 
but the absence of this information would not affect the 
calculation of years of schooling defined for this chapter. 
Therefore, it is assumed that each individual survives 
through each succeeding period until they experience 
the event or quit schooling by the end of enumeration 
date at each survey. There is a positive side of this 
assumption that people would never have had years of 
schooling beyond the period of the education cycle.

Considering that this section assess the school 
progression or how long people would stay enrolling 
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Estimation of Levels, Trends and Equality
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Abstract

Using data from various year of National Socio-economic 
Survey from 1993 to 2009 that are analized using a 
survival analysis method, this paper analyzes the trends 
of school progression in Indonesia. The results show an 
over time improvement in education progression. The 
equality of education survival across communities, for 
example, between urban and rural areas, between males 
and females, and across socio-economic statuses of the 
community, has also been improving. However, the results 
also reveal that Indonesia still faces serious problems in 
school discontinuation. Many children do not complete 
nine-year compulsory basic eduation. Some even drop out 
during their primary schooling. 

Introduction

Education survival as measured by school completion 
and transition is an important indicator of educational 
performance. The school completion rate has been 
applied to assess the internal efficiency and retention 
capacity of the education system and to measure the 
magnitude of drop-out. Meanwhile, transition rates 
measure education performance from two different 
perspectives. From the lower level of education 
perspective, it is considered an output indicator, 
indicating the magnitude of students who progress to 
the next level of education, while from the higher level 

of education perspective, it represents an indicator 
of access that might be used in assessing the relative 
selectivity of an education system (UNESCO 2009).

In Indonesia, education survival estimates have been 
primarily carried out using school-based data by level 
of education. There are limited estimates of education 
survival using household based surveys. Only the 
indicator of survival up to the fifth grade of primary 
school is available as an indicator of achievement of the 
Millennium Development Goals analysed by UNESCO. 
Not many researchers have estimated education 
attainment using this indicator.

This paper primarily addresses the research question of 
what are the trends of school progression over time and 
if there are any differences in school progression across 
communities. The socio-demographic differential in 
education survival is examined through three particular 
dimensions: sex differences, urban-rural differences and 
differences across household expenditure quintiles.

Gender inequality in education has been thoroughly 
examined in many countries, not only in developed 
but also in developing and less-developed countries. 
However, there is inadequate research conducted in 
Indonesia to assess the gender gap in education survival. 
Even though data on gender inequalities in access to 
education are available, there is a lack of information 
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Figure1.  Estimates of education survival of population aged 25 years or over by year of survey
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 Source: analysed using SUSENAS data, various years

The analysis for age group 13 to 15 shows better 
improvement compared to the age group 25 or over 
as presented inFigure 2. In 1993, about 90 per cent 
students completed grade six but only about 66.6 per 
cent could continue to grade seven. The figures keep 
improving until 2009 when more than 96 per cent of 

students completed six years of schooling and about 89 
per cent continued to grade seven. What is unexpected 
in the findings is that the discontinuation from grade 
four to grade six increased from 2006 to 2009 from 1.37 
per cent to 1.57 per cent. 

Figure 2. Estimates of education survival of population aged 13–15 by year of survey
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at school, only those who have ever enrolled in the first 
grade of primary school are selected. The analysis is 
focused on three age groups, 25 or over, 13 to 15 and 
16 to 18. The first age group is analysed to estimate their 
school progression towards tertiary education as at 25 
they should have completed university level or at least 
have enrolled in tertiary level. The 13 to 15 age groups 
are examined to estimate their progression towards 
junior secondary school, so that the maximum survival 
time is set at eight years. Meanwhile, the 16 to 18 age 
groups are examined to estimate their progression 
towards senior secondary school with the maximum 
survival time of 11 years. In number of samples total of 
each group are about 2.25 million, 321,600 and 306,300, 
respectively. The number of samples by age group, year 
of survey and gender is presented in Table 1. 

Table 1. Number of samples by age group, gender and 
years of survey

Male Female Male Female Male Female
1993 56,422       48,532       10,281       9,864         9,695         9,438         
1996 179,824     159,537     32,884       31,406       28,259       27,015       
2000 173,816     160,525     25,644       24,326       25,854       24,753       
2003 207,272     192,574     28,081       25,701       27,804       26,329       
2006 264,018     250,905     34,336       31,720       34,020       31,635       
2009 284,093     271,847     34,744       32,657       31,529       29,971       
Total 1,165,445   1,083,920   165,970     155,674     157,161     149,141     

Year of 
survey

25+ 13-15 16-18

The survival probability of the school discontinuation is 
the probability that those who are in the risk set defined 
as the proportion of samples at risk of discontinuing 
their schooling during a given period survive the inter-
val without stopping their schooling. The survivorship 
function is defined with the following formula:

where:

 estimated survivorship function at time ti

qj conditional probability of event

People who had not experienced the event are right 
censored. The method takes into account the drop-out 
since the likelihood formula comprises of a probability 
factor that has an exponent of one when the event of 
drop-out occurred and zero when it was censored. All 
surveys fortunately provide data on school enrolment 

( )= 1  

( )

status that divides into three categories, whether the 
respondents have never/not yet enrolled in school, 
were enrolling at school during the enumeration date 
or were no longer enrolled at school. This information 
provides important measure in calculating the survival 
probability.

Levels and Trends of Education Progression

The analysis of observations aged 25 year or older that 
have ever enrolled in the first grade of primary school 
lead to survival functions presented inFigure1. The 
figure provides an effective way to explain the estimates 
of education survival functions. The graph clearly 
demonstrates how survival functions change over time 
and shows the magnitude of school discontinuation 
among the age group. 

The finding confirms that in the first interval, in all 
survey, about 2 per cent left the school, meaning that 
about 98 per cent of people who enrol in the first grade 
of primary school survive to the next grade. However, 
the table shows that school discontinuation is seen to 
be higher during the second year. In 1993, the attrition 
rate in this period was about six percentage points, while 
the attrition at the same period in 2009 was about four 
percentage points. The next higher attrition occurred in 
grades three and four. Altogether, in 1993 about 66 per 
cent and in 2009 about 79 per cent completed grade six.

Issues in the low transition rate to junior secondary 
school in 1993 can be seen clearly from this table, in 
that the probability of people who have ever enrolled in 
school surviving to grade seven is only 35 per cent. The 
school discontinuations in grade seven and grade eight 
were relatively low at less than 2.0 percentage points. 
Nevertheless, another 10 per cent did not survive to 
grade 10, so that only 22 per cent survived. As predicted, 
the survival rate to grade 13 or continuing to tertiary 
education was very low at about 5 per cent.

The education survival rate of people involved in 
2009 survey showed better figures. About 50 per cent 
survived to grade seven with two percentage points 
of attrition from grade seven to grade eight and from 
grade eight to grade nine. The survival rate up to grade 
10 in 2009 was 32 per cent. The survival rate up to grade 
13 in 2009 was 9 per cent, almost doubled compared to 
the situation in 1993.
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Figure1.  Estimates of education survival of population aged 25 years or over by year of survey
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The analysis for age group 13 to 15 shows better 
improvement compared to the age group 25 or over 
as presented inFigure 2. In 1993, about 90 per cent 
students completed grade six but only about 66.6 per 
cent could continue to grade seven. The figures keep 
improving until 2009 when more than 96 per cent of 

students completed six years of schooling and about 89 
per cent continued to grade seven. What is unexpected 
in the findings is that the discontinuation from grade 
four to grade six increased from 2006 to 2009 from 1.37 
per cent to 1.57 per cent. 

Figure 2. Estimates of education survival of population aged 13–15 by year of survey

0

.2

.4

.6

.8

1

E
st

im
at

ed
 S

ur
vi

va
l P

ro
ba

bi
lit

y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Survival Time (Years of Schooling)

1993 1996 2000 2003 2006 2009

 Source: analysed using SUSENAS data, various years

10 Edisi 02/Tahun XIX/2013

at school, only those who have ever enrolled in the first 
grade of primary school are selected. The analysis is 
focused on three age groups, 25 or over, 13 to 15 and 
16 to 18. The first age group is analysed to estimate their 
school progression towards tertiary education as at 25 
they should have completed university level or at least 
have enrolled in tertiary level. The 13 to 15 age groups 
are examined to estimate their progression towards 
junior secondary school, so that the maximum survival 
time is set at eight years. Meanwhile, the 16 to 18 age 
groups are examined to estimate their progression 
towards senior secondary school with the maximum 
survival time of 11 years. In number of samples total of 
each group are about 2.25 million, 321,600 and 306,300, 
respectively. The number of samples by age group, year 
of survey and gender is presented in Table 1. 

Table 1. Number of samples by age group, gender and 
years of survey

Male Female Male Female Male Female
1993 56,422       48,532       10,281       9,864         9,695         9,438         
1996 179,824     159,537     32,884       31,406       28,259       27,015       
2000 173,816     160,525     25,644       24,326       25,854       24,753       
2003 207,272     192,574     28,081       25,701       27,804       26,329       
2006 264,018     250,905     34,336       31,720       34,020       31,635       
2009 284,093     271,847     34,744       32,657       31,529       29,971       
Total 1,165,445   1,083,920   165,970     155,674     157,161     149,141     

Year of 
survey

25+ 13-15 16-18

The survival probability of the school discontinuation is 
the probability that those who are in the risk set defined 
as the proportion of samples at risk of discontinuing 
their schooling during a given period survive the inter-
val without stopping their schooling. The survivorship 
function is defined with the following formula:

where:

 estimated survivorship function at time ti

qj conditional probability of event

People who had not experienced the event are right 
censored. The method takes into account the drop-out 
since the likelihood formula comprises of a probability 
factor that has an exponent of one when the event of 
drop-out occurred and zero when it was censored. All 
surveys fortunately provide data on school enrolment 

( )= 1  

( )

status that divides into three categories, whether the 
respondents have never/not yet enrolled in school, 
were enrolling at school during the enumeration date 
or were no longer enrolled at school. This information 
provides important measure in calculating the survival 
probability.

Levels and Trends of Education Progression

The analysis of observations aged 25 year or older that 
have ever enrolled in the first grade of primary school 
lead to survival functions presented inFigure1. The 
figure provides an effective way to explain the estimates 
of education survival functions. The graph clearly 
demonstrates how survival functions change over time 
and shows the magnitude of school discontinuation 
among the age group. 

The finding confirms that in the first interval, in all 
survey, about 2 per cent left the school, meaning that 
about 98 per cent of people who enrol in the first grade 
of primary school survive to the next grade. However, 
the table shows that school discontinuation is seen to 
be higher during the second year. In 1993, the attrition 
rate in this period was about six percentage points, while 
the attrition at the same period in 2009 was about four 
percentage points. The next higher attrition occurred in 
grades three and four. Altogether, in 1993 about 66 per 
cent and in 2009 about 79 per cent completed grade six.

Issues in the low transition rate to junior secondary 
school in 1993 can be seen clearly from this table, in 
that the probability of people who have ever enrolled in 
school surviving to grade seven is only 35 per cent. The 
school discontinuations in grade seven and grade eight 
were relatively low at less than 2.0 percentage points. 
Nevertheless, another 10 per cent did not survive to 
grade 10, so that only 22 per cent survived. As predicted, 
the survival rate to grade 13 or continuing to tertiary 
education was very low at about 5 per cent.

The education survival rate of people involved in 
2009 survey showed better figures. About 50 per cent 
survived to grade seven with two percentage points 
of attrition from grade seven to grade eight and from 
grade eight to grade nine. The survival rate up to grade 
10 in 2009 was 32 per cent. The survival rate up to grade 
13 in 2009 was 9 per cent, almost doubled compared to 
the situation in 1993.
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many people from this age group could not advance 
their education after completing primary, junior and 
senior secondary school. There is also a sharp fall of 
the survival probability from grade one to grade six for 
both males and females, indicating that both sexes had 
a big problem of school drop-out during their primary 
schooling.

Data in 1993, for example, indicated that of those 
entering primary school about 70 per cent survived 
from grade six but only about 40 per cent continue to 
junior secondary school. The situation in 2009 is much 
better where 81 per cent observation completed grade 
six compared to only 70 per cent in 1993. The proportion 
that continued to grade seven in 2009 data is also 
larger, 53 per cent compared to 40 per cent in 1993. The 
proportion of those completed grade 12 also increased 
from 25 per cent in 1993 to 33 per cent in 2009. However, 
the survival to year 13 or school continuation to tertiary 

level among this group only slightly increased from 7 
per cent in 1993 to 10 per cent in 2009. 

Among this group, school progression of females 
is lower than that of males, although females also 
experience a significant improvement. For example, 
when in 1993 about 61 per cent of those enrolling in 
primary school completed grade six, in 2009 the figure 
increased by 16 percentage points to reach 77 per cent. 
The probability of females from this age group reaching 
grade seven was 30 per cent in 1993 and increased to 46 
per cent in 2009. However, the drop-out rate between 
grade seven and nine had not changed at a level of 3 
per cent, although this figure is better than that among 
male population. Nevertheless, 2009 data show that 
many of those completed grade nine did not continue 
to grade 10. Only about 28 per cent survived to grade 
10. Finally, only about 9 per cent survived to grade 13 or 
continued to tertiary level.

Figure4. Survival functions of population aged 25 or over who have ever enrolled at school by sex, 1993–2009
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From the analyses covering the age group 16 to 18, a 
significant improvement of education survival towards 
senior secondary school is found. Overall, respectively, 
about 45.3 per cent and 65.8 per cent children in 1993 
and 2009 survived to grade 10 (see Figure3). The school 
discontinuation from grade seven to grade nine that 
decreased from 3.6 per cent in 1993 to 2.3 per cent 
in 2006 increased again to 3.2 per cent in 2009. This 
provides evidence that efforts to address drop-out 
problem in junior secondary school are still needed.

The issue of school discontinuation after completing 
grade nine is still problematic in recent year. It is shown 
from a steep negative slope in Figure3for 2009 line with 
survival probability decreased from 79.4 per cent to 65.8 
per cent. This suggests that out of 100 children aged 16 
to 18 who have enrolled in grade one, only about 79 
completed grade nine and only about 66 continued to 
grade 10. It means about 17 per cent of children who 
completed grade nine discontinued their schooling to 
grade 10. 

Figure3.Estimates of education survival of population aged 16–18 by year of survey

0

.2

.4

.6

.8

1

E
st

im
at

ed
 S

ur
vi

va
l P

ro
ba

bi
lit

y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Survival Time (Years of Schooling)

1993 1996 2000 2003 2006 2009

      Source: analysed using SUSENAS data, various years

Inequality in Education Survival

This section presents the analyses that examine to 
what extent inequality in education survival occurs 
in Indonesia. The data for this analysis are from six 
SUSENAS from 1993 to 2009 analysed with the life-table 
method. Three types of inequality are taken into account. 
The first is an examination of gender differences. The 
second is an examination of education survival between 
people living in urban and rural areas and the last is 
an examination of differences across wealth status 
measured by five wealth quintiles. The first quintile 
represents the poorest group, while the fifth quintile 
represents the richest group. There is a possibility that 
samples have experiences of migration and/or have had 
different wealth status throughout their life, but since 

the data are cross-sectional the location of residence 
and the wealth status of the samples are defined during 
the time of survey.

Education Survival by Gender

The education survival rates among male and female 
population aged 25 years or over in all years of survey 
are significantly different as indicated by Logrank and 
Wilcoxon tests. The survival rates from life-tables of 
males and females of this age group are presented 
inFigure4. The figure reveals that the survival functions 
both males’ and females’ lifted up over time with a 
reduction of the gender gap. It is also clear that both 
males and females have similar problems in surviving 
from grade six to grade seven, from grade nine to grade 
10 and from grade 12 to grade 13. This indicates that 
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many people from this age group could not advance 
their education after completing primary, junior and 
senior secondary school. There is also a sharp fall of 
the survival probability from grade one to grade six for 
both males and females, indicating that both sexes had 
a big problem of school drop-out during their primary 
schooling.

Data in 1993, for example, indicated that of those 
entering primary school about 70 per cent survived 
from grade six but only about 40 per cent continue to 
junior secondary school. The situation in 2009 is much 
better where 81 per cent observation completed grade 
six compared to only 70 per cent in 1993. The proportion 
that continued to grade seven in 2009 data is also 
larger, 53 per cent compared to 40 per cent in 1993. The 
proportion of those completed grade 12 also increased 
from 25 per cent in 1993 to 33 per cent in 2009. However, 
the survival to year 13 or school continuation to tertiary 

level among this group only slightly increased from 7 
per cent in 1993 to 10 per cent in 2009. 

Among this group, school progression of females 
is lower than that of males, although females also 
experience a significant improvement. For example, 
when in 1993 about 61 per cent of those enrolling in 
primary school completed grade six, in 2009 the figure 
increased by 16 percentage points to reach 77 per cent. 
The probability of females from this age group reaching 
grade seven was 30 per cent in 1993 and increased to 46 
per cent in 2009. However, the drop-out rate between 
grade seven and nine had not changed at a level of 3 
per cent, although this figure is better than that among 
male population. Nevertheless, 2009 data show that 
many of those completed grade nine did not continue 
to grade 10. Only about 28 per cent survived to grade 
10. Finally, only about 9 per cent survived to grade 13 or 
continued to tertiary level.

Figure4. Survival functions of population aged 25 or over who have ever enrolled at school by sex, 1993–2009
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Source: analysed using SUSENAS data, various years
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From the analyses covering the age group 16 to 18, a 
significant improvement of education survival towards 
senior secondary school is found. Overall, respectively, 
about 45.3 per cent and 65.8 per cent children in 1993 
and 2009 survived to grade 10 (see Figure3). The school 
discontinuation from grade seven to grade nine that 
decreased from 3.6 per cent in 1993 to 2.3 per cent 
in 2006 increased again to 3.2 per cent in 2009. This 
provides evidence that efforts to address drop-out 
problem in junior secondary school are still needed.

The issue of school discontinuation after completing 
grade nine is still problematic in recent year. It is shown 
from a steep negative slope in Figure3for 2009 line with 
survival probability decreased from 79.4 per cent to 65.8 
per cent. This suggests that out of 100 children aged 16 
to 18 who have enrolled in grade one, only about 79 
completed grade nine and only about 66 continued to 
grade 10. It means about 17 per cent of children who 
completed grade nine discontinued their schooling to 
grade 10. 

Figure3.Estimates of education survival of population aged 16–18 by year of survey
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Inequality in Education Survival

This section presents the analyses that examine to 
what extent inequality in education survival occurs 
in Indonesia. The data for this analysis are from six 
SUSENAS from 1993 to 2009 analysed with the life-table 
method. Three types of inequality are taken into account. 
The first is an examination of gender differences. The 
second is an examination of education survival between 
people living in urban and rural areas and the last is 
an examination of differences across wealth status 
measured by five wealth quintiles. The first quintile 
represents the poorest group, while the fifth quintile 
represents the richest group. There is a possibility that 
samples have experiences of migration and/or have had 
different wealth status throughout their life, but since 

the data are cross-sectional the location of residence 
and the wealth status of the samples are defined during 
the time of survey.

Education Survival by Gender

The education survival rates among male and female 
population aged 25 years or over in all years of survey 
are significantly different as indicated by Logrank and 
Wilcoxon tests. The survival rates from life-tables of 
males and females of this age group are presented 
inFigure4. The figure reveals that the survival functions 
both males’ and females’ lifted up over time with a 
reduction of the gender gap. It is also clear that both 
males and females have similar problems in surviving 
from grade six to grade seven, from grade nine to grade 
10 and from grade 12 to grade 13. This indicates that 
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Education Survival by Type of Region

Education survival rates among the population 
aged 25 years and more by urban and rural areas, are 
significantly different as proven by the Logrank and 
Wilcoxon tests on all years of surveys. Education survival 
analysis of this age group by region shows that in 1993 
the rural population faced more burdens to progress 
their education from the beginning of their enrolment 
to primary school. About 10 per cent did not survive to 
the second year, 25 per cent to the third and 34 per cent 
to the fourth. Meanwhile, respectively, only about 5 per 
cent, 11 per cent and 15 per cent urban population did 
not survive at the same period (Figure 7).

Both areas experienced a significant increase in the 
education survival to grade seven, but rural areas had a 
much lower rate than urban areas. Although rural areas 
encountered an increase in survival to grade seven from 
20 per cent in 1993 to 39 per cent 2009, the level in 2009 
was still lower than that in urban areas in 1993 (53 per 
cent). In urban areas, the survival rate to grade seven 
reached 66 per cent in 2009. In 1993, there were similar 
attrition rates within grade seven to grade nine in both 
areas where only three percentage points of those enter 
grade seven discontinue their schooling. However, in 
2009, the attrition in rural areas is higher than that in 
urban areas with two percentage points in rural areas 
and one percentage point in urban areas to both year 
eight and grade nine.

Survival rate to grade 10 in rural areas has always been 
much lower compared to that in urban areas. In 1993, 
it was only 10 per cent in rural areas, while it already 
reached 36 per cent in urban areas. The improvement to 
21 per cent to 2009 kept the survival rate in rural areas 
far below the survival rate in urban areas, which had 
already reached 48 per cent.

With about a 10 per cent survival rate to grade 13 at 
national level in 2009, the survival rate up to this level 
among the rural population was only 6 per cent in 
rural areas, while it was 15 per cent in urban areas. An 
improvement of only about four percentage points in 

rural areas and five percentage points in urban areas 
from 1993 to 2009, respectively, in urban and rural areas 
may indicate a low demand for tertiary education. The 
graph of the changes of education survival of population 
aged 25 or over from 1993 to 2009 is presented in Figure 
7.

The analyses for age group 13 to 15 show significant 
improvement in education survival both in urban and 
rural areas (see Figure 7and Figure8). In rural areas, when 
in 1993 there were only 53 per cent of first graders who 
progressed to grade seven, in 2009 the figure reached 
86 per cent. The largest improvement (11 per cent) 
occurred between 1993 and 1996, when the nine-year 
compulsory basic education had just started. In urban 
areas, survival probability to grade seven also increased 
from about 84 per cent in 1993 to 94 per cent in 2009. 
The increase in survival probability to reach grade seven 
increased only about 4.4 per cent from 1993 to 1996. Both 
urban and rural areas experienced slow improvement in 
education survival from grade six to grade seven since 
2000. It is a challenge to find out and to address the low 
education survival, particularly in rural areas, although 
there is still such issue in urban areas.

As expected, education survival among children aged 
16 to 18 in rural areas is much lower than that in urban 
areas, as shown in Figure9. In 1993, about 48.2 per cent 
children this age group in rural areas could reach grade 
seven and only 26.4 per cent reached grade 10. In 2009 
the figures, respectively, were 78.0 per cent and 58.3 per 
cent. The improvement from 1993 to 2009 in rural areas 
failed to keep up of their peers in urban areas. In 2009, 
in the urban areas, 89.4 per cent children this age group 
reach grade seven and 78.2 per cent reached grade 
10. Figure9 shows that although education survival in 
urban areas has been increasing, the improvement has 
been very small since 2006. Increase in cost of schooling, 
particularly in urban areas might to some extent 
explain this issue. With the plan to expand compulsory 
education to 12 years, issues on education survival in 
both urban and rural areas need to be addressed.

14 Edisi 02/Tahun XIX/2013

A gender gap analysis among population age 13 to 15 
year old shows different patterns as seen inFigure 5. In 
1993, the probabilities of females and males to survive 
up to grade six were similar. Only the survival to grade 
seven was different, in which about 68 per cent boys 
and only 65 per cent girls survived. Since 2000, however, 
the pattern altered. The education survival among girls 

keeps improving so that in 2009 the survival probability 
of girls aged 13 to 15 to survive to grade seven is 91 per 
cent, while the probability of boys to survive to the same 
level is 87 per cent. The changing trend urges further 
analyses in order to equalise the education survival. Girls 
should not be left behind, but boys should not be either.

Figure 5. Survival functions of population aged 13–15 who have ever enrolled at school by sex, 1993–2009
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Source: analysed using SUSENAS data, various years

Figure6. Survival functions of population aged 16–18 who have ever enrolled at school by sex, 1993–2009
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Education Survival by Type of Region

Education survival rates among the population 
aged 25 years and more by urban and rural areas, are 
significantly different as proven by the Logrank and 
Wilcoxon tests on all years of surveys. Education survival 
analysis of this age group by region shows that in 1993 
the rural population faced more burdens to progress 
their education from the beginning of their enrolment 
to primary school. About 10 per cent did not survive to 
the second year, 25 per cent to the third and 34 per cent 
to the fourth. Meanwhile, respectively, only about 5 per 
cent, 11 per cent and 15 per cent urban population did 
not survive at the same period (Figure 7).

Both areas experienced a significant increase in the 
education survival to grade seven, but rural areas had a 
much lower rate than urban areas. Although rural areas 
encountered an increase in survival to grade seven from 
20 per cent in 1993 to 39 per cent 2009, the level in 2009 
was still lower than that in urban areas in 1993 (53 per 
cent). In urban areas, the survival rate to grade seven 
reached 66 per cent in 2009. In 1993, there were similar 
attrition rates within grade seven to grade nine in both 
areas where only three percentage points of those enter 
grade seven discontinue their schooling. However, in 
2009, the attrition in rural areas is higher than that in 
urban areas with two percentage points in rural areas 
and one percentage point in urban areas to both year 
eight and grade nine.

Survival rate to grade 10 in rural areas has always been 
much lower compared to that in urban areas. In 1993, 
it was only 10 per cent in rural areas, while it already 
reached 36 per cent in urban areas. The improvement to 
21 per cent to 2009 kept the survival rate in rural areas 
far below the survival rate in urban areas, which had 
already reached 48 per cent.

With about a 10 per cent survival rate to grade 13 at 
national level in 2009, the survival rate up to this level 
among the rural population was only 6 per cent in 
rural areas, while it was 15 per cent in urban areas. An 
improvement of only about four percentage points in 

rural areas and five percentage points in urban areas 
from 1993 to 2009, respectively, in urban and rural areas 
may indicate a low demand for tertiary education. The 
graph of the changes of education survival of population 
aged 25 or over from 1993 to 2009 is presented in Figure 
7.

The analyses for age group 13 to 15 show significant 
improvement in education survival both in urban and 
rural areas (see Figure 7and Figure8). In rural areas, when 
in 1993 there were only 53 per cent of first graders who 
progressed to grade seven, in 2009 the figure reached 
86 per cent. The largest improvement (11 per cent) 
occurred between 1993 and 1996, when the nine-year 
compulsory basic education had just started. In urban 
areas, survival probability to grade seven also increased 
from about 84 per cent in 1993 to 94 per cent in 2009. 
The increase in survival probability to reach grade seven 
increased only about 4.4 per cent from 1993 to 1996. Both 
urban and rural areas experienced slow improvement in 
education survival from grade six to grade seven since 
2000. It is a challenge to find out and to address the low 
education survival, particularly in rural areas, although 
there is still such issue in urban areas.

As expected, education survival among children aged 
16 to 18 in rural areas is much lower than that in urban 
areas, as shown in Figure9. In 1993, about 48.2 per cent 
children this age group in rural areas could reach grade 
seven and only 26.4 per cent reached grade 10. In 2009 
the figures, respectively, were 78.0 per cent and 58.3 per 
cent. The improvement from 1993 to 2009 in rural areas 
failed to keep up of their peers in urban areas. In 2009, 
in the urban areas, 89.4 per cent children this age group 
reach grade seven and 78.2 per cent reached grade 
10. Figure9 shows that although education survival in 
urban areas has been increasing, the improvement has 
been very small since 2006. Increase in cost of schooling, 
particularly in urban areas might to some extent 
explain this issue. With the plan to expand compulsory 
education to 12 years, issues on education survival in 
both urban and rural areas need to be addressed.
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A gender gap analysis among population age 13 to 15 
year old shows different patterns as seen inFigure 5. In 
1993, the probabilities of females and males to survive 
up to grade six were similar. Only the survival to grade 
seven was different, in which about 68 per cent boys 
and only 65 per cent girls survived. Since 2000, however, 
the pattern altered. The education survival among girls 

keeps improving so that in 2009 the survival probability 
of girls aged 13 to 15 to survive to grade seven is 91 per 
cent, while the probability of boys to survive to the same 
level is 87 per cent. The changing trend urges further 
analyses in order to equalise the education survival. Girls 
should not be left behind, but boys should not be either.

Figure 5. Survival functions of population aged 13–15 who have ever enrolled at school by sex, 1993–2009
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Source: analysed using SUSENAS data, various years

Figure6. Survival functions of population aged 16–18 who have ever enrolled at school by sex, 1993–2009

0

.2

.4

.6

.8

1

Es
tim

ate
d S

urv
iva

l P
ro

ba
bil

ity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Survival Time (Years of Schooling)

Male Female

1993

0

.2

.4

.6

.8

1

Es
tim

ate
d S

urv
iva

l P
ro

ba
bil

ity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Survival Time (Years of Schooling)

Male Female

1996

0

.2

.4

.6

.8

1

Es
tim

ate
d S

urv
iva

l P
ro

ba
bil

ity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Survival Time (Years of Schooling)

Male Female

2000

0

.2

.4

.6

.8

1

Es
tim

ate
d S

urv
iva

l P
ro

ba
bil

ity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Survival Time (Years of Schooling)

Male Female

2003

0

.2

.4

.6

.8

1

Es
tim

ate
d S

urv
iva

l P
ro

ba
bil

ity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Survival Time (Years of Schooling)

Male Female

2006

0

.2

.4

.6

.8

1

Es
tim

ate
d S

urv
iva

l P
ro

ba
bil

ity

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Survival Time (Years of Schooling)

Male Female

2009

Source: analysed using SUSENAS data, various years



17Edisi 02/Tahun XIX/2013

Figure9. Estimates of the survival functions of population aged 16–18 who have ever enrolled at school by type of region, 
1993–2009
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Education Survival by Economic Status

Household economic status measured by household 
per capita expenditure has been one of the most 
important determinants of demand for education 
(Alisjahbana 1999). Pro-poor programs have also been 
implemented and have reduced drop-outs (Cameron 
2009; Cameron 2002). The analyses in this section show 
the improvement of education survival, particularly 
among the poor. The analysis by economic status is only 
conducted to the age groups 13 to 15 and 16 to 18 and 
not to the age group 25 years and over. The reason is 
that populations aged 25 are likely to have experienced 
changes in levels of economic status during their lives, 
while the analysis in this section estimates the economic 
status at the time of survey.

Data which is presented graphically in Figure 10, 
clearly show the improvement of education survival 
among children aged 13 to 15 from five wealth groups. 
The graph also provides evidence that the biggest 
improvement occur among those from the poorest 
group. For example, in 1993, about 10.0 per cent children 
from poorest group discontinued their education before 
reaching grade four. Another 7.8 per cent dropped out 
during the last two years of primary schooling, leaving 
only 82.2 per cent of children completing grade six. The 

survival of their education to grade seven was very low, 
in that only 35 per cent could survive to grade seven. In 
2009, among the poorest group, only 3.8 failed to survive 
to grade four. About 93.2 per cent could complete grade 
six and about 77.6 per cent survived to grade seven. 

The improvement of education survival for the second 
and the third poorest groups has also been meaningful. 
The problem of school discontinuation among children 
from the richest group has, nevertheless, remained. 
In 1993 about 3.2 per cent of children from this group 
did not survive to grade six and about 10.3 per cent 
did not survive to grade seven. In 2009, there were still 
1.6 per cent children that did not complete grade six 
and 4.4 per cent of children did not survive to grade 
seven. Although it is a relatively small issue compared 
to other groups, the finding may suggest that it is not 
only money that matters in the demand for education. 
Perhaps some children have learning difficulties and/or 
disabilities that are not catered to by schools or there is a 
lack of schools that provide special services for children 
with special needs. Children might also experience 
long-term sickness that makes it impossible for them to 
continue their schooling. Further analyses of the issue of 
school discontinuation among wealthier families would, 
therefore, be valuable.
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Figure 7. Estimates of the survival functions of population aged 25+ who have ever enrolled at school by type of region, 
1993–2009
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Figure8. Estimates of the survival functions of population aged 13–15 who have ever enrolled at school by type of region, 
1993–2009
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Figure9. Estimates of the survival functions of population aged 16–18 who have ever enrolled at school by type of region, 
1993–2009
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Education Survival by Economic Status

Household economic status measured by household 
per capita expenditure has been one of the most 
important determinants of demand for education 
(Alisjahbana 1999). Pro-poor programs have also been 
implemented and have reduced drop-outs (Cameron 
2009; Cameron 2002). The analyses in this section show 
the improvement of education survival, particularly 
among the poor. The analysis by economic status is only 
conducted to the age groups 13 to 15 and 16 to 18 and 
not to the age group 25 years and over. The reason is 
that populations aged 25 are likely to have experienced 
changes in levels of economic status during their lives, 
while the analysis in this section estimates the economic 
status at the time of survey.

Data which is presented graphically in Figure 10, 
clearly show the improvement of education survival 
among children aged 13 to 15 from five wealth groups. 
The graph also provides evidence that the biggest 
improvement occur among those from the poorest 
group. For example, in 1993, about 10.0 per cent children 
from poorest group discontinued their education before 
reaching grade four. Another 7.8 per cent dropped out 
during the last two years of primary schooling, leaving 
only 82.2 per cent of children completing grade six. The 

survival of their education to grade seven was very low, 
in that only 35 per cent could survive to grade seven. In 
2009, among the poorest group, only 3.8 failed to survive 
to grade four. About 93.2 per cent could complete grade 
six and about 77.6 per cent survived to grade seven. 

The improvement of education survival for the second 
and the third poorest groups has also been meaningful. 
The problem of school discontinuation among children 
from the richest group has, nevertheless, remained. 
In 1993 about 3.2 per cent of children from this group 
did not survive to grade six and about 10.3 per cent 
did not survive to grade seven. In 2009, there were still 
1.6 per cent children that did not complete grade six 
and 4.4 per cent of children did not survive to grade 
seven. Although it is a relatively small issue compared 
to other groups, the finding may suggest that it is not 
only money that matters in the demand for education. 
Perhaps some children have learning difficulties and/or 
disabilities that are not catered to by schools or there is a 
lack of schools that provide special services for children 
with special needs. Children might also experience 
long-term sickness that makes it impossible for them to 
continue their schooling. Further analyses of the issue of 
school discontinuation among wealthier families would, 
therefore, be valuable.
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Figure 7. Estimates of the survival functions of population aged 25+ who have ever enrolled at school by type of region, 
1993–2009
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Source: analysed using SUSENAS data, various years

Figure8. Estimates of the survival functions of population aged 13–15 who have ever enrolled at school by type of region, 
1993–2009
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Figure 11. Estimates of the survival functions of population aged 16–18 who have ever enrolled at school by wealth group, 
1993–2009
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Source: analysed using SUSENAS data, various years

Summary

The findings from the analyses show an improvement 
in education survival in Indonesia over the past 16 
years with smaller gaps across communities. However, 
the findings also reveal selectivity in schooling; that is, 
school retention and completion rates improve with 
levels of education and most drop-outs tend to occur at 
primary schooling. This might link with the performance 
of students at school and the socio-economic status of 
the parents. Better performing students with a better 
socio-economic status would have a higher probability 
of advancing their schooling. Conversely, children 
who perform less and are from disadvantaged families 
would be more likely to repeat grades and/or drop-out 
from school. They might also have difficulties in being 
admitted to a higher level of schooling as academic 
performance has been used in Indonesia as a main 
criterion of school admission.

The analyses using life-table methods provided 
clearer evidence of education survival for every year 
of education survival time. It is found that among 
those aged 25 or over, there were problems since early 
grades. Although the situation has improved overtime, 
problems in school discontinuation in early grades 

among younger age groups remain. There is another 
issue that school discontinuation from grade five to 
grade six among children aged 13 to 15 and from grade 
eight to grade nine among children aged 16 to 18 
increased from 2006 to 2009. This might be linked with 
the implementation of a national exam at the end of 
junior and senior secondary school; some students did 
not pass this and so did not complete grade six or grade 
nine.

Inequalities in education survival continue to exist. The 
first is inequality between males and females. The gap 
is very large among the population aged 25 or over, but 
gets smaller among children in the age group 13 to 15 
and 16 to 18. However, it was also found from 2009 data 
that the survival rates beyond grade 12 between males 
and females aged 25 or over were very close, implying 
that there was a small gender gap in tertiary education. 
The remaining gender issue is that there is a tendency 
of a reversed gender gap in education survival, moving 
from favouring boys to favouring girls. In addition, 
compared to girls, boys are more likely to enrol in a 
school year lower than they should and they seem to 
obtain more advantage in the provision of equivalency 
programs in non-formal education.
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Figure 10. Estimates of education survival of population aged 13–15 years or over by economic status and year of survey, 
1993–2009
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The cost of schooling increases as the level of education 
increases. Therefore, it is unsurprising if the analyses 
in this section find a larger gap across different wealth 
groups in education survival towards senior secondary 
school compared to that up to junior secondary school. 
Figure 11 show how the gaps on education survival 
across wealth groups within years of survey diverged as 
education survival time increases.

Nonetheless, although poor children’s survival to senior 
secondary school has been increasing, the gaps remain 
very large. The survival rate of children from the poorest 
groups towards grade 10 increased from 15.9 per cent in 
1993 to 37.3 per cent in 2009. The survival rate of those 
from the second poorest increased from 23.3 per cent 
to 53.1 per cent. In the same period, the survival rate of 

the richest group increased from 74.4 per cent to 83.1 
per cent. These figures imply that the gap between the 
poorest and the richest in 1993 was 58.5 percentage 
points, while in 2009 it stayed at 45.8 percentage points.

It is also important to note that school discontinuation 
from grade eight to grade nine among the poorest 
group increased from 1.7 per cent in 1993 to 2.5 per cent 
in 2009. The increase also occurred among children from 
the second and the third poorest. Perhaps it is associated 
with the fees that students have to pay to do the national 
exam at the end of grade nine (Kantor Berita 2011; Pelita 
2010), although the Minister of National Education has 
stated that all the exam related cost was borne by the 
government (Amarullah & Mahaputra 2010).
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Figure 11. Estimates of the survival functions of population aged 16–18 who have ever enrolled at school by wealth group, 
1993–2009
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Summary

The findings from the analyses show an improvement 
in education survival in Indonesia over the past 16 
years with smaller gaps across communities. However, 
the findings also reveal selectivity in schooling; that is, 
school retention and completion rates improve with 
levels of education and most drop-outs tend to occur at 
primary schooling. This might link with the performance 
of students at school and the socio-economic status of 
the parents. Better performing students with a better 
socio-economic status would have a higher probability 
of advancing their schooling. Conversely, children 
who perform less and are from disadvantaged families 
would be more likely to repeat grades and/or drop-out 
from school. They might also have difficulties in being 
admitted to a higher level of schooling as academic 
performance has been used in Indonesia as a main 
criterion of school admission.

The analyses using life-table methods provided 
clearer evidence of education survival for every year 
of education survival time. It is found that among 
those aged 25 or over, there were problems since early 
grades. Although the situation has improved overtime, 
problems in school discontinuation in early grades 

among younger age groups remain. There is another 
issue that school discontinuation from grade five to 
grade six among children aged 13 to 15 and from grade 
eight to grade nine among children aged 16 to 18 
increased from 2006 to 2009. This might be linked with 
the implementation of a national exam at the end of 
junior and senior secondary school; some students did 
not pass this and so did not complete grade six or grade 
nine.

Inequalities in education survival continue to exist. The 
first is inequality between males and females. The gap 
is very large among the population aged 25 or over, but 
gets smaller among children in the age group 13 to 15 
and 16 to 18. However, it was also found from 2009 data 
that the survival rates beyond grade 12 between males 
and females aged 25 or over were very close, implying 
that there was a small gender gap in tertiary education. 
The remaining gender issue is that there is a tendency 
of a reversed gender gap in education survival, moving 
from favouring boys to favouring girls. In addition, 
compared to girls, boys are more likely to enrol in a 
school year lower than they should and they seem to 
obtain more advantage in the provision of equivalency 
programs in non-formal education.
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Figure 10. Estimates of education survival of population aged 13–15 years or over by economic status and year of survey, 
1993–2009
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The cost of schooling increases as the level of education 
increases. Therefore, it is unsurprising if the analyses 
in this section find a larger gap across different wealth 
groups in education survival towards senior secondary 
school compared to that up to junior secondary school. 
Figure 11 show how the gaps on education survival 
across wealth groups within years of survey diverged as 
education survival time increases.

Nonetheless, although poor children’s survival to senior 
secondary school has been increasing, the gaps remain 
very large. The survival rate of children from the poorest 
groups towards grade 10 increased from 15.9 per cent in 
1993 to 37.3 per cent in 2009. The survival rate of those 
from the second poorest increased from 23.3 per cent 
to 53.1 per cent. In the same period, the survival rate of 

the richest group increased from 74.4 per cent to 83.1 
per cent. These figures imply that the gap between the 
poorest and the richest in 1993 was 58.5 percentage 
points, while in 2009 it stayed at 45.8 percentage points.

It is also important to note that school discontinuation 
from grade eight to grade nine among the poorest 
group increased from 1.7 per cent in 1993 to 2.5 per cent 
in 2009. The increase also occurred among children from 
the second and the third poorest. Perhaps it is associated 
with the fees that students have to pay to do the national 
exam at the end of grade nine (Kantor Berita 2011; Pelita 
2010), although the Minister of National Education has 
stated that all the exam related cost was borne by the 
government (Amarullah & Mahaputra 2010).
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Improving Capacity Building of the Local Planning 
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A. Introduction

The decentralization process in Indonesia was started 
by stipulating two main laws which are law 22/1999 on 
local governance and law 25/ 1999 on fiscal balance. 
Both regulations have been revised and replaced by 
law 32/2004 and law 33/2004. Decentralization policy 
is also called ‘big bang policy’ because it has devolved 
substantial administrative, political and financial power 
and authority to local government in provinces and 
districts (regencies and municipalities) (Aspinall & Feally 
2003). Because of this policy, all powers and authorities 
are transferred to the local government except 6 (six) 
functions or authority in defence, security, foreign affairs, 
fiscal, monetary and religion which are still controlled by 
the central government. 

Planning and budgeting is one such authority transferred 
to local governments. This transfer has a significant 
influence in the success or failure of development 
processes in the region. Nevertheless the changes in 
policy environment through decentralization have not 

produced optimal results, especially in public service 
delivery. There is insignificant improvement in basic 
public services in local regions, particularly in health, 
education and investment (DSRP 2009). 

This paper seeks to argue that the main reason for this 
is the low capacity of local governments to respond 
changes appropriately, especially in planning and 
budgeting. There is a discrepancy between the central 
and local government capacity in providing public 
services. More authorities given into local government 
is not followed well by the comprehensive capacity 
building. This lack of capacity has become the forgotten 
element of Indonesia’s decentralization process (Turner 
et al. 2009). This paper analyses the effect of low capacity 
in local government in supporting decentralization, 
specifically in planning and budgeting and argues the 
importance of the integrated capacity building in the 
system and the organizational level as well as in the 
individual level to increase the overall organization 
performance. 

The paper begins by discussing the concept of capacity. 
It goes on to discuss the importance of sufficient capacity 
in planning and budgeting to support development 
and to achieve decentralization policy goals. Later, this 
paper analyses low capacity conditions and problems 
faced by local government in Indonesia looking at three 
different levels (system, organization and individual). 
Lastly, it will explain the importance and the challenges 
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The second is the gap between the rural and urban 
population. The survival analysis using life-table method 
found that people in rural areas faced big problems 
in school attendance since their enrolment at the first 
grades of primary school. Although both the rural 
and urban population experienced better education 
survival, the gap remained large in 2009. The school 
progression among children in rural areas in 2009 was 
still worse than the situation in urban areas in 1993. 
There was also an indication that rural areas had more 
over-age students than urban areas. This might indicate 
that there are more grade repeaters in rural areas and 
there are more children starting their schooling at an 
older age.

The third is gap between the poor and the rich. Compared 
to gender and regional gaps, the education survival 
gap between the poor and the rich is much larger. 
However, it was found that the largest improvement 
in school progression from 1993 to 2009 occurred 
among the poorest quintile. This may have been the 
effects of the significant improvement in the number 
of junior and senior secondary schools and the pro-
poor programs implemented in Indonesia. Even though 
the school progression among the richest quintile has 
always been much better compared to those from the 
lower quintiles, there has been a small improvement 
in school progression among children from this group, 
particularly from grade nine to grade 10. Wealthier 
students might have no financial difficulties in meeting 
the spending for their education, but they might have 
learning difficulties and/or disabilities that are not well 
supported by the provision of special schools.

The findings in this chapter provide more evidence that 
there are problems in education survival in Indonesia. 

Many people are unable to complete nine years of 
compulsory basic education, not only because they do 
not continue their education to junior secondary school, 
but because some do not even complete their primary 
schooling. Education survival towards senior secondary 
school is also problematic. There has been a small 
improvement in education progression from junior to 
senior secondary school since 2006. 
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The second is the gap between the rural and urban 
population. The survival analysis using life-table method 
found that people in rural areas faced big problems 
in school attendance since their enrolment at the first 
grades of primary school. Although both the rural 
and urban population experienced better education 
survival, the gap remained large in 2009. The school 
progression among children in rural areas in 2009 was 
still worse than the situation in urban areas in 1993. 
There was also an indication that rural areas had more 
over-age students than urban areas. This might indicate 
that there are more grade repeaters in rural areas and 
there are more children starting their schooling at an 
older age.

The third is gap between the poor and the rich. Compared 
to gender and regional gaps, the education survival 
gap between the poor and the rich is much larger. 
However, it was found that the largest improvement 
in school progression from 1993 to 2009 occurred 
among the poorest quintile. This may have been the 
effects of the significant improvement in the number 
of junior and senior secondary schools and the pro-
poor programs implemented in Indonesia. Even though 
the school progression among the richest quintile has 
always been much better compared to those from the 
lower quintiles, there has been a small improvement 
in school progression among children from this group, 
particularly from grade nine to grade 10. Wealthier 
students might have no financial difficulties in meeting 
the spending for their education, but they might have 
learning difficulties and/or disabilities that are not well 
supported by the provision of special schools.

The findings in this chapter provide more evidence that 
there are problems in education survival in Indonesia. 

Many people are unable to complete nine years of 
compulsory basic education, not only because they do 
not continue their education to junior secondary school, 
but because some do not even complete their primary 
schooling. Education survival towards senior secondary 
school is also problematic. There has been a small 
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Figure1

The Lack of Local Government Capacity 

 Local Government 
Capacity 

System Organization Individual 

D.1. System

At the system level, the capacity itself works at regulatory 
or policy framework.  This level is addressed on the 
support of national policy and regulation in ensuring the 
development of human resources (individual aspect) 
and organizational performance to formulate a good 
plan and rational budget. Inconducive situation in the 
system level will impede the ability of bureaucracy to 
perform well (Hildebrand & Grindle 1997). In Indonesia, 
laws and regulation in planning and budgeting 
especially in the operational level (President or minister 
instruction) are changing too fast. This change needs 
time for local personnel to understand and to adapt 
new concepts. 

The low capacity in the system  level causes a lack 
capacity in local personnels to understand rules, 
regulations, norms and schemes in creation of good 
local development plans and in budgets as well as the 
readiness in the implementation of regulations. The most 
dramatic and controversial change is in managing local 
budget. Indonesia Ministry of Home Affairs Instruction 
number 13 years 2006 on mechanism on managing 
local budget has revised and changed into new Minister 
instruction number 59 years 2007 after one year. The 
changing on this technical aspect of budgeting shifts 
significantly on how local government administrating 
and managing their budget.

Another issue in the system level is the disharmony 
and unsynchronized regulations between the Law 
on National Development Plan System (Law 25/2004) 
and Law on decentralization and regional autonomy 
(Law 32/2004 and Law 33/2004) which contribute to 
the doubtness and confusion of local government’s 
personnel in creating planning and budgeting 
document. For instance, the laws which arrange aspects 
of planning contain differences in regulating particular 

aspects. Two different laws, law 25/ 2004 on national 
development planning system and law 32/ 2004 on local 
governance regulated ‘legal aspects’ of local region plan, 
differently. The conflict between these two laws creates 
confusion and unconducive situation in all regions. 
This gives negative effects to planning and budgeting 
process in local regions.

D.2. Organization

The capacity in organizational level is concentrated on 
the organization’s performance and culture determining 
the development of human resources. Hildebrand 
and Grindle argue that clear job descriptions, 
good organizational culture, effective rewards and 
punishment systems will support the development of 
human resources capacity (1997). 

In Indonesia, since organizational performance in local 
development planning and local finance agencies 
is in low levels, there is a lack of commitment of local 
personnel.  In most local development and local finance 
agencies, there is no proper performance measurement 
as well as no low incentives and remuneration that 
could discourage local personnel to perform better in 
local planning and budgeting institution. Basic salaries 
are inadequate and only in a few rich regions give an 
additional benefit to their personnel. The increase of 
the salary in each level is not too significant and not 
equal to the risk that they have to be taken. Only few 
regions such as Province of Gorontalo, Provinces of West 
Java as well as Jembrana Municipalities, give certain 
kinds of incentives to their personnel. This scheme is 
not provided in most local governments in Indonesia. 
Increased incentives are only given based on seniority 
and length of service and not on performance (Turner, 
et al. 2009).
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of integrated capacity building in three different levels 
(system, organizational and individual level) as well as 
the recommendation to overcome this challenge.

B. Concept of Capacity 

Good capacity of government leading to improved 
performance of government is required to establish 
a strong state. The importance of a strong state is 
to efficiently respond to the changes in the policy 
environment in order to promote social and economic 
development. Fukuyama (1997) notices the ideal 
country such as USA and most developed countries 
have a strong state institution. Moreover, Hildebrand 
and Grindle (1997) argue that the failure in some 
developing countries to promote economic and social 
development because the state is weak. Thus the 
capacity of government especially local governments is 
critical to strengthen the state. 

Scholars define capacity differently. Brown (et al. 
2001), for instance, looks at capacity as the required 
ability of state to achieve their objectives. Hildebrand 
and Grindle (1997) define capacity as the ability of 
public organizations to do particular mandated tasks. 
However both of them agree that this capacity should 
be identified by the lack between current and targeted 
capacity to achieve state objectives.

The identification and assessment of capacity in 
organization and states becomes significant. Grindle 
(1997) shows three dimensions to be considered 
to assess and evaluate the capacity of public sector 
organizations. Firstly, the institutional reform which 
links with systems, environmental policies and macro 
conditions. Secondly, an organizational strength leads 
to the division of tasks and functions. Thirdly, human 
resources related to professionalism and capacity of 
personnel. This model has been successfully used by 
Brown (et al. 2001) in assessing capacity levels in health 
sector. 

C. The importance Capacity in Planning and 
Budgeting to Support Decentralization 

Prior to Indonesia’s decentralization, now, all regions 
have an autonomy to develop their own revenues, create 
plans and allocate budgets based on their interests and 
needs. This was to result in public sector reforms where 
each local government would be more responsible 

for their region’s development. Nevertheless, the 
low capacity of local governments especially in 
planning and budgeting has hampered change. The 
lack of experience and ongoing dependence of local 
governments to central ministries continue to cause 
issues in planning and budgeting such as delayed 
budgeting disbursements, inefficient planning and 
budgeting and poor budget estimates. These problems 
have resulted in the degradation in the quality of public 
service (DSF et al. 2006).

In contrast, capacity building has been neglected in the 
implementation of decentralization policy in Indonesia 
(Turner et al. 2009). Increasing capacity level has not 
been a priority. Most local governments are not ready to 
formulate good plans and budgets for their regions. As 
a result, they seemed unable to respond effectively with 
the opening of decentralization opportunities as well as 
to handle great responsibilities transferred to the local 
level. Most local governments are lack of experience 
and have great dependency to the central ministries for 
more than three decades particularly in planning and 
budgeting (Brodjonegoro & Asanuma 2000). 

The decentralization process requires responsive and 
effective local agencies to support decentralization 
policy and to ensure a continuation of public goods 
provision. The continuation of these public goods 
provision has been determined by the capacity of the 
agencies. The significance of this capacity is considered 
by some scholars. Usui and Alisjahbana (2003) notice 
that the transfer of authorities from the central to the 
local government should be followed by particular 
capacities and competencies. Reflecting on France’s 
success story, the implementation of decentralization 
policy should be followed by several agendas to 
increase the capacity of local and regional bureaucrats 
(Cole 2006). Experiences in Thailand also show that the 
implementation of decentralization should be followed 
by some activities to increase the capacity of the local 
government (Ta’I 2000). Thus capacity building to local 
agencies is necessary

D. Current Problem/Issues: Lack of Capacity in 
System, Organization and Individual

The capacity of local governments in terms of planning 
and budgeting can be identified and explained in three 
levels: system, organization and individual, as illustrated 
in figure below
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Figure1

The Lack of Local Government Capacity 
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D.1. System

At the system level, the capacity itself works at regulatory 
or policy framework.  This level is addressed on the 
support of national policy and regulation in ensuring the 
development of human resources (individual aspect) 
and organizational performance to formulate a good 
plan and rational budget. Inconducive situation in the 
system level will impede the ability of bureaucracy to 
perform well (Hildebrand & Grindle 1997). In Indonesia, 
laws and regulation in planning and budgeting 
especially in the operational level (President or minister 
instruction) are changing too fast. This change needs 
time for local personnel to understand and to adapt 
new concepts. 

The low capacity in the system  level causes a lack 
capacity in local personnels to understand rules, 
regulations, norms and schemes in creation of good 
local development plans and in budgets as well as the 
readiness in the implementation of regulations. The most 
dramatic and controversial change is in managing local 
budget. Indonesia Ministry of Home Affairs Instruction 
number 13 years 2006 on mechanism on managing 
local budget has revised and changed into new Minister 
instruction number 59 years 2007 after one year. The 
changing on this technical aspect of budgeting shifts 
significantly on how local government administrating 
and managing their budget.

Another issue in the system level is the disharmony 
and unsynchronized regulations between the Law 
on National Development Plan System (Law 25/2004) 
and Law on decentralization and regional autonomy 
(Law 32/2004 and Law 33/2004) which contribute to 
the doubtness and confusion of local government’s 
personnel in creating planning and budgeting 
document. For instance, the laws which arrange aspects 
of planning contain differences in regulating particular 

aspects. Two different laws, law 25/ 2004 on national 
development planning system and law 32/ 2004 on local 
governance regulated ‘legal aspects’ of local region plan, 
differently. The conflict between these two laws creates 
confusion and unconducive situation in all regions. 
This gives negative effects to planning and budgeting 
process in local regions.

D.2. Organization

The capacity in organizational level is concentrated on 
the organization’s performance and culture determining 
the development of human resources. Hildebrand 
and Grindle argue that clear job descriptions, 
good organizational culture, effective rewards and 
punishment systems will support the development of 
human resources capacity (1997). 

In Indonesia, since organizational performance in local 
development planning and local finance agencies 
is in low levels, there is a lack of commitment of local 
personnel.  In most local development and local finance 
agencies, there is no proper performance measurement 
as well as no low incentives and remuneration that 
could discourage local personnel to perform better in 
local planning and budgeting institution. Basic salaries 
are inadequate and only in a few rich regions give an 
additional benefit to their personnel. The increase of 
the salary in each level is not too significant and not 
equal to the risk that they have to be taken. Only few 
regions such as Province of Gorontalo, Provinces of West 
Java as well as Jembrana Municipalities, give certain 
kinds of incentives to their personnel. This scheme is 
not provided in most local governments in Indonesia. 
Increased incentives are only given based on seniority 
and length of service and not on performance (Turner, 
et al. 2009).
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of integrated capacity building in three different levels 
(system, organizational and individual level) as well as 
the recommendation to overcome this challenge.

B. Concept of Capacity 

Good capacity of government leading to improved 
performance of government is required to establish 
a strong state. The importance of a strong state is 
to efficiently respond to the changes in the policy 
environment in order to promote social and economic 
development. Fukuyama (1997) notices the ideal 
country such as USA and most developed countries 
have a strong state institution. Moreover, Hildebrand 
and Grindle (1997) argue that the failure in some 
developing countries to promote economic and social 
development because the state is weak. Thus the 
capacity of government especially local governments is 
critical to strengthen the state. 

Scholars define capacity differently. Brown (et al. 
2001), for instance, looks at capacity as the required 
ability of state to achieve their objectives. Hildebrand 
and Grindle (1997) define capacity as the ability of 
public organizations to do particular mandated tasks. 
However both of them agree that this capacity should 
be identified by the lack between current and targeted 
capacity to achieve state objectives.

The identification and assessment of capacity in 
organization and states becomes significant. Grindle 
(1997) shows three dimensions to be considered 
to assess and evaluate the capacity of public sector 
organizations. Firstly, the institutional reform which 
links with systems, environmental policies and macro 
conditions. Secondly, an organizational strength leads 
to the division of tasks and functions. Thirdly, human 
resources related to professionalism and capacity of 
personnel. This model has been successfully used by 
Brown (et al. 2001) in assessing capacity levels in health 
sector. 

C. The importance Capacity in Planning and 
Budgeting to Support Decentralization 

Prior to Indonesia’s decentralization, now, all regions 
have an autonomy to develop their own revenues, create 
plans and allocate budgets based on their interests and 
needs. This was to result in public sector reforms where 
each local government would be more responsible 

for their region’s development. Nevertheless, the 
low capacity of local governments especially in 
planning and budgeting has hampered change. The 
lack of experience and ongoing dependence of local 
governments to central ministries continue to cause 
issues in planning and budgeting such as delayed 
budgeting disbursements, inefficient planning and 
budgeting and poor budget estimates. These problems 
have resulted in the degradation in the quality of public 
service (DSF et al. 2006).

In contrast, capacity building has been neglected in the 
implementation of decentralization policy in Indonesia 
(Turner et al. 2009). Increasing capacity level has not 
been a priority. Most local governments are not ready to 
formulate good plans and budgets for their regions. As 
a result, they seemed unable to respond effectively with 
the opening of decentralization opportunities as well as 
to handle great responsibilities transferred to the local 
level. Most local governments are lack of experience 
and have great dependency to the central ministries for 
more than three decades particularly in planning and 
budgeting (Brodjonegoro & Asanuma 2000). 

The decentralization process requires responsive and 
effective local agencies to support decentralization 
policy and to ensure a continuation of public goods 
provision. The continuation of these public goods 
provision has been determined by the capacity of the 
agencies. The significance of this capacity is considered 
by some scholars. Usui and Alisjahbana (2003) notice 
that the transfer of authorities from the central to the 
local government should be followed by particular 
capacities and competencies. Reflecting on France’s 
success story, the implementation of decentralization 
policy should be followed by several agendas to 
increase the capacity of local and regional bureaucrats 
(Cole 2006). Experiences in Thailand also show that the 
implementation of decentralization should be followed 
by some activities to increase the capacity of the local 
government (Ta’I 2000). Thus capacity building to local 
agencies is necessary

D. Current Problem/Issues: Lack of Capacity in 
System, Organization and Individual

The capacity of local governments in terms of planning 
and budgeting can be identified and explained in three 
levels: system, organization and individual, as illustrated 
in figure below
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for organizations to conduct training and develop 
skilled personnel (Turner, et al 2009: ibid). With the lack 
of capacity and training, it is difficult to expect local 
governments to be able to capture ideas and interests 
of citizens through consultative and participative 
mechanisms. This idea is related to the concept of 
governance as a self-organization network (Rhodes 
1997). Although decentralization policies allow for 
self-organization, the lack of capacity hinders this from 
occurring. 

E. How to Solve The Problems 

Based on the literature review and identification of the 
problems in three level of capacity, as explained above, 
it can not be denied that capacity building in local 
planning and local budgeting agencies is a necessary 
to improve capacity of local planning and budgeting 
agencies. This also considers that the single approach, 
either in system, organizational or individual level is not 
effective. 

Therefore, we suggest three integrated and inter-
related dimensions of capacity building. Firstly, in the 
system level, the capacity building requires an overall 
institutional reform by stipulating regulations to 
change the architecture of the system and to ensure 
that the capacity building in the organizational level 
is linked into one stable system. Secondly, in the 
organizational level, the capacity building attempts 
to improve performance of the organization by 
providing instruments of performance measurement, 
the creation stable organizational culture and clear job 
desk including system of promotion and rewards and 
punishment. This capacity building is closely related to 
the last focus of capacity building in the individual level. 
In the individual level, capacity building focuses on 
improving personnel’s capacity through knowledge and 
skills enhancing activities (e.g. education and training) 
to achieve organization’s goals. 

E.1 System

Capacity building in the systemic dimension will focus to 
improve the regulations and disharmony between the 
regulation on decentralization and sectors. For example 
in terms of laws and regulations, local planning itself is 
mostly based  on regulations that are referring to Law 
No. 32/2004 on “local governance”, which is not referred 

to laws/regulations on the National Development 
Planning System. The arrangement of local planning and 
budgeting is mostly referred to Government Regulation 
(GR) No. 8/2008 on Stages, Arrangement Procedures, 
Control, and Evaluation of Local Development Planning 
Implementation, and Minister of Home Affairs Decree 
(Moha/Permendagri) No. 54/2010 as its technical/
implementing regulation. Disharmony often occurs 
between these sets of laws and regulations, which 
leads to difficulties in achieving synergy of central and 
local development. An example of this overlapping 
among rules and regulations is the un-synchronous 
content between MoHa Decree No. 13/2006 and Law 
on State Budget (APBN) or with sectoral (ministries) 
work-plan, which often differs in programs and 
activities nomenclature arrangement. This difference of 
nomenclature becomes a particular/typical constraint in 
the process of aligning the ministries’ work-plan and the 
local governments’ funding proposals (UKPPD) every 
year.

To improve this disharmony, the effective way is done 
through coordination among the main stakeholders 
such as Bappenas, Moha and MOF in the creation of 
law and regulation related planning and budgeting. 
Coordination is the simple word, but it is often difficult 
to do since each agency has its own interests. Principal-
Agent theory shows that each party tends to fight for 
their own interest in order to gain maximum profit 
(Mankiw, 2004). However, the harmonization in laws 
and regulations is prerequisite to improve capacity 
in the system level. Coordination from these three 
main stakeholders, should be done with a good 
intention and great efforts from these three agencies. 
This coordination should be shown by harmony in 
formulating and implementing laws and regulations 
related to planning and budgeting issues. Thus, the 
conflict or disharmony between law on decentralization 
and regional autonomy, and law on planning and 
budgeting should be avoided. 

The importance of the capacity in the system level is 
shown in study done by UNDP in 3 provinces (Central 
Java, Lampung, and Southeast Sulawesi) (2011). 
This study concludes that laws and regulations is an 
important factor to improve the quality of planning 
and budgeting, besides other aspects such as capacity 
of apparatus, and institutional affairs (UNDP 2011). In 
this study, diagrammatically, the concept of capacity 
development is described as follows
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In addition, organizational culture which makes 
local public servants proud of their institution and 
encouraged to perform professionally is not established. 
The organizational culture includes how the local 
personnel in local development agency and local 
finance agency can share their professional experiences 
with communities (national and international) that 
have same interest with them. Many public servants 
think that organization just the place where they can 
gain salary and positions. It is very rarely that this work 
circumstance is designed to create innovation based on 
the information and knowledge that have been shared.

Another issue is unclear job descriptions also lead to 
overlapping responsibilities amongst several local 
governments in planning and budgeting.  It causes low 
performance of local development and finance agencies 
in dealing with planning and budgeting process in local 
regions. There is often disharmonized coordination 
amongst Local Development Planning Agency (Badan 
Perencana Pembangunan Daerah), Regional Secretariat 
(Sekretariat Daerah), Local Finance Management 
Agency (Badan Pengelola Keuangan Daerah), Local 
Revenue Agency (Dinas Pendapatan Daerah) in creation 
of document plan and distribution money to other 
local agencies. Moreover, the political intervention from 
Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah/DPRD) makes process planning and 
budgeting becomes complicated and takes a long time. 
As the result, the document plan and local budget are 
often late to disbursed and distributed to other local 
agencies and to people.

D.3. Individual

At the individual level, identification of capacity focuses 
on the local human resource management such as 
recruitment system, effectiveness of training to increase 
knowledge of personnel, skills and competencies of 
local public servants in creating good plans and rational 
budgets. Recruitment and training becomes the most 
crucial aspect of human resource development in 
supporting decentralization in Indonesia (Turner et al. 
2009). In Indonesia, these specific issues in individual 
capacity can be highlighted.

 Firstly, the issue of recruitment is related to the concept 
of traditional models of public administration. Hughes 
(2003) shows that personnel in bureaucracy should be 

professional and have good technical skills to support 
politicians in achieving development goals. In local 
planning and budgeting agencies, there are less specific 
criteria required by local development plan agencies 
and local finance agencies in recruiting their personnel. 
The test applied only measures general knowledge, but 
this is not specific to the needs of job (Turner et al. 2009: 
ibid). As a result, only few people have enough skills and 
knowledge in planning and budgeting processes. 

Most of local public servants have no good skills and 
knowledge that are supported by sufficient education 
background in specific major. They depend on their 
experiences involved in this process for a long time. 
Since the mutation occurs frequently, so there is only 
few people know and understand exactly planning and 
budgeting process.

 The mutation is also caused some external factors which 
impede  the acceleration of the capacity building in the 
individual level. For instance, the direct local elections, 
we found some regions which have new politicians or 
local leaders causes the policy changes in recruitment 
and placement system. Some local governments still 
practice the red-tape or bad management in recruitment 
system whereby the local personnel is recruited based 
on like and dislike principle and the closeness to the 
local leaders, yet this measurement is not based on 
particular performance measurements or merit system. 
As the results, particular capacity which is needed in 
particular position is not provided. People are not put 
based on their capacity and professionalism. 

Recruitment often does not even ensure appropriate 
educational background with many local personnel 
only graduates of Senior High School. For instance, In 
Jembrana, one local region in Bali province, more than 
50 % of their local public servants just only graduated 
from senior high school and only few of them graduated 
from bachelor, master and doctoral degree (US AID 
2003). 

Secondly, the capacity in individual level is related to 
the quality of training and education to strengthen 
capacity of personnel. Programs often are not oriented 
towards actual functions of the local development plan 
and budget agency. Based on the experience in several 
countries, Hildebrand and Grindle (1997) conclude that 
training and education is only effective if it is arranged 
to support career development. Limited funds (as often 
suffered by local governments) clearly make it difficult 
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for organizations to conduct training and develop 
skilled personnel (Turner, et al 2009: ibid). With the lack 
of capacity and training, it is difficult to expect local 
governments to be able to capture ideas and interests 
of citizens through consultative and participative 
mechanisms. This idea is related to the concept of 
governance as a self-organization network (Rhodes 
1997). Although decentralization policies allow for 
self-organization, the lack of capacity hinders this from 
occurring. 

E. How to Solve The Problems 

Based on the literature review and identification of the 
problems in three level of capacity, as explained above, 
it can not be denied that capacity building in local 
planning and local budgeting agencies is a necessary 
to improve capacity of local planning and budgeting 
agencies. This also considers that the single approach, 
either in system, organizational or individual level is not 
effective. 

Therefore, we suggest three integrated and inter-
related dimensions of capacity building. Firstly, in the 
system level, the capacity building requires an overall 
institutional reform by stipulating regulations to 
change the architecture of the system and to ensure 
that the capacity building in the organizational level 
is linked into one stable system. Secondly, in the 
organizational level, the capacity building attempts 
to improve performance of the organization by 
providing instruments of performance measurement, 
the creation stable organizational culture and clear job 
desk including system of promotion and rewards and 
punishment. This capacity building is closely related to 
the last focus of capacity building in the individual level. 
In the individual level, capacity building focuses on 
improving personnel’s capacity through knowledge and 
skills enhancing activities (e.g. education and training) 
to achieve organization’s goals. 

E.1 System

Capacity building in the systemic dimension will focus to 
improve the regulations and disharmony between the 
regulation on decentralization and sectors. For example 
in terms of laws and regulations, local planning itself is 
mostly based  on regulations that are referring to Law 
No. 32/2004 on “local governance”, which is not referred 

to laws/regulations on the National Development 
Planning System. The arrangement of local planning and 
budgeting is mostly referred to Government Regulation 
(GR) No. 8/2008 on Stages, Arrangement Procedures, 
Control, and Evaluation of Local Development Planning 
Implementation, and Minister of Home Affairs Decree 
(Moha/Permendagri) No. 54/2010 as its technical/
implementing regulation. Disharmony often occurs 
between these sets of laws and regulations, which 
leads to difficulties in achieving synergy of central and 
local development. An example of this overlapping 
among rules and regulations is the un-synchronous 
content between MoHa Decree No. 13/2006 and Law 
on State Budget (APBN) or with sectoral (ministries) 
work-plan, which often differs in programs and 
activities nomenclature arrangement. This difference of 
nomenclature becomes a particular/typical constraint in 
the process of aligning the ministries’ work-plan and the 
local governments’ funding proposals (UKPPD) every 
year.

To improve this disharmony, the effective way is done 
through coordination among the main stakeholders 
such as Bappenas, Moha and MOF in the creation of 
law and regulation related planning and budgeting. 
Coordination is the simple word, but it is often difficult 
to do since each agency has its own interests. Principal-
Agent theory shows that each party tends to fight for 
their own interest in order to gain maximum profit 
(Mankiw, 2004). However, the harmonization in laws 
and regulations is prerequisite to improve capacity 
in the system level. Coordination from these three 
main stakeholders, should be done with a good 
intention and great efforts from these three agencies. 
This coordination should be shown by harmony in 
formulating and implementing laws and regulations 
related to planning and budgeting issues. Thus, the 
conflict or disharmony between law on decentralization 
and regional autonomy, and law on planning and 
budgeting should be avoided. 

The importance of the capacity in the system level is 
shown in study done by UNDP in 3 provinces (Central 
Java, Lampung, and Southeast Sulawesi) (2011). 
This study concludes that laws and regulations is an 
important factor to improve the quality of planning 
and budgeting, besides other aspects such as capacity 
of apparatus, and institutional affairs (UNDP 2011). In 
this study, diagrammatically, the concept of capacity 
development is described as follows
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In addition, organizational culture which makes 
local public servants proud of their institution and 
encouraged to perform professionally is not established. 
The organizational culture includes how the local 
personnel in local development agency and local 
finance agency can share their professional experiences 
with communities (national and international) that 
have same interest with them. Many public servants 
think that organization just the place where they can 
gain salary and positions. It is very rarely that this work 
circumstance is designed to create innovation based on 
the information and knowledge that have been shared.

Another issue is unclear job descriptions also lead to 
overlapping responsibilities amongst several local 
governments in planning and budgeting.  It causes low 
performance of local development and finance agencies 
in dealing with planning and budgeting process in local 
regions. There is often disharmonized coordination 
amongst Local Development Planning Agency (Badan 
Perencana Pembangunan Daerah), Regional Secretariat 
(Sekretariat Daerah), Local Finance Management 
Agency (Badan Pengelola Keuangan Daerah), Local 
Revenue Agency (Dinas Pendapatan Daerah) in creation 
of document plan and distribution money to other 
local agencies. Moreover, the political intervention from 
Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah/DPRD) makes process planning and 
budgeting becomes complicated and takes a long time. 
As the result, the document plan and local budget are 
often late to disbursed and distributed to other local 
agencies and to people.

D.3. Individual

At the individual level, identification of capacity focuses 
on the local human resource management such as 
recruitment system, effectiveness of training to increase 
knowledge of personnel, skills and competencies of 
local public servants in creating good plans and rational 
budgets. Recruitment and training becomes the most 
crucial aspect of human resource development in 
supporting decentralization in Indonesia (Turner et al. 
2009). In Indonesia, these specific issues in individual 
capacity can be highlighted.

 Firstly, the issue of recruitment is related to the concept 
of traditional models of public administration. Hughes 
(2003) shows that personnel in bureaucracy should be 

professional and have good technical skills to support 
politicians in achieving development goals. In local 
planning and budgeting agencies, there are less specific 
criteria required by local development plan agencies 
and local finance agencies in recruiting their personnel. 
The test applied only measures general knowledge, but 
this is not specific to the needs of job (Turner et al. 2009: 
ibid). As a result, only few people have enough skills and 
knowledge in planning and budgeting processes. 

Most of local public servants have no good skills and 
knowledge that are supported by sufficient education 
background in specific major. They depend on their 
experiences involved in this process for a long time. 
Since the mutation occurs frequently, so there is only 
few people know and understand exactly planning and 
budgeting process.

 The mutation is also caused some external factors which 
impede  the acceleration of the capacity building in the 
individual level. For instance, the direct local elections, 
we found some regions which have new politicians or 
local leaders causes the policy changes in recruitment 
and placement system. Some local governments still 
practice the red-tape or bad management in recruitment 
system whereby the local personnel is recruited based 
on like and dislike principle and the closeness to the 
local leaders, yet this measurement is not based on 
particular performance measurements or merit system. 
As the results, particular capacity which is needed in 
particular position is not provided. People are not put 
based on their capacity and professionalism. 

Recruitment often does not even ensure appropriate 
educational background with many local personnel 
only graduates of Senior High School. For instance, In 
Jembrana, one local region in Bali province, more than 
50 % of their local public servants just only graduated 
from senior high school and only few of them graduated 
from bachelor, master and doctoral degree (US AID 
2003). 

Secondly, the capacity in individual level is related to 
the quality of training and education to strengthen 
capacity of personnel. Programs often are not oriented 
towards actual functions of the local development plan 
and budget agency. Based on the experience in several 
countries, Hildebrand and Grindle (1997) conclude that 
training and education is only effective if it is arranged 
to support career development. Limited funds (as often 
suffered by local governments) clearly make it difficult 
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conditions to ensure capacity building in the public 
organization. Experiences in Uganda show that political 
support from parliament and leaders play significant 
roles to support the implementation of performance 
approach in public sector (UN 2005). 

E.3 Individual

Currently, most capacity building to support the 
decentralization policy is done at the individual level. 
This capacity building is done through scholarships and 
trainings, either in Indonesia or overseas. For instance, 
170 scholarships were awarded to personnel in Local 
Planning and Budgeting Agency and more than 1,300 
personnel in Local Planning and Budgeting Agency 
participated in training courses in 2003 (Rasyid et al. 
2003,). The Local Planning and Budgeting Agency 
focuses on improving capacity in individual level could 
be indicated by the large number of skilled personnel 
who have bachelor, master or doctoral degree 
compared to other local agencies. For instance, more 
than 50 percent of personnel have higher education 
background in the local regions of Sleman and Bukit 
Tinggi while higher education graduates only less than 
10 percent in other local regencies (USAID 2003). 

Some evidence suggests that increasing professional 
and technical skills of individual could assist organization 
to achieve its goals. Individual capacity building through 
education and training program creates responsive and 
skilled personnel to overcome organizational problems. 
In South Africa, for example, training and education 
have been successful in increasing knowledge and 
skills of its personnel which improve the organization’s 
performance (Ready et al. 2000). 

However, the availability of many skilled people 
does not necessarily create sufficient condition to 
enhance the organizational performance since there 
are no motivational enhancement mechanisms to 
provide employees incentive to perform better for the 
organization, both in the short-term (day-to-day) or 
long-term (career). The current system and mechanism 
ignore the virtue of merit system and employs a 
traditional model of public administration, in which 
bureaucratic staffs are a relatively permanent and secure 
job (Hughes 2003). For instance, people who have just 
finished their education have to wait four years for a 
promotion. Research on several developing countries 
by Hildebrand & Grindle (1997) also points out that an 
increase in individual capacity will be useless if there 
is no process of utilization. There should be another 
approach which provide place to the people who do not 
gain position in bureaucracy and accelerate the level 
of local government bureaucracy without the needs 
to wait until four years. The possibility of functional 
position is one way to answer that problem.

Furthermore, the condition of the spread of local 
civil servants human resources still varies and tends 
to show disparities between regions. There is lack of 
capacity of local government apparatus in the process 
of development planning, implementation, monitoring 
and evaluation, particularly in aspects of knowledge, 
information, and skills. This rating is supported by the 
data of local civil servant education level in Indonesia 
based on provinces, as shown below. Aside from quality, 
the quantity of distribution is also a problem, due to 
inequality of number of planners among regions in 
Indonesia. 

Figure 3.

Distribution of Local Government Officials in Province Based on Level of Education

Sources: Database of Directorate of Regional Autonomy
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Figure 2

The capacity Building in Local Planning and Budgeting

Sources: UNDP 2011

E.2 Organizational

The most important in capacity building in 
organizational level is to provide and to enforce each 
level personnel by the performance approach. This 
regulation will ensure that performance will be taken 
as the basis to decide career path and incentives of 
personnel. This is done by connecting performance 
measurement and performance contract to personnel 
career path and “rewards and punishment” mechanism. 
The performance measurement will be used as the basis 
to determine the process of placement (utilization) and 
promotion of personnel, particularly in local planning 
and budgeting unit. This performance measurement 
will also be used as a basis in giving rewards and 
punishment. A cross country data in 35 countries have 
indicated that the placement of a good reward and 
punish system based on performance could enhance 
public servant’s commitment to increase their services 
(UN 2005). 

 The challenges of implementing capacity building in 
organizational level are reluctance from people in senior 
position who are secured with the current performance 
system as well as the personnel who cannot achieve 
the targeted since it will impede their career, reduce 
their incentives and increase job insecurity. However, 
it can not be done radically, but there should be a 
grand starategy to design and run this performance 
measurements including determining appropriate key 
performance indicators. Turner (et al. 2009) implies 

that a radical bureaucratic change would be difficult 
to implement in Indonesia since this system has been 
established for a long time and embedded in the 
national and local organizations. 

In facing these challenges, a transition process and 
incremental approach should be conducted to 
make adjustment in implementing this policy. Three 
measurements should be implemented to cushion the 
adverse impacts of change. Firstly, good socialization 
process on the new approach is instrumental for 
bureaucratic personnel acknowledge that this new 
system requires them to improve their performance. 
Secondly, make improvement of indicators in 
performance measurement as well as the enforcement 
of implementing this performance measurement. 
Thirdly, establish clear linkage between individual 
approach to organizational and systemic approaches 
that are built. For those who are not able to show 
significant progress in achieving performance should 
be provided opportunity to enhance their individual 
capacity. It is worth to note that the increase capacity 
building in individual level should be in line with the 
task they have been assigned.

Furthermore, these organization changes will take time 
and generate cost in putting this system into regulation. 
Once the organization is in place, it will also take time 
to achieve effective change in the organizational 
behaviour. In confronting this challenges, political 
commitment and support from leaders are necessary 
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conditions to ensure capacity building in the public 
organization. Experiences in Uganda show that political 
support from parliament and leaders play significant 
roles to support the implementation of performance 
approach in public sector (UN 2005). 

E.3 Individual

Currently, most capacity building to support the 
decentralization policy is done at the individual level. 
This capacity building is done through scholarships and 
trainings, either in Indonesia or overseas. For instance, 
170 scholarships were awarded to personnel in Local 
Planning and Budgeting Agency and more than 1,300 
personnel in Local Planning and Budgeting Agency 
participated in training courses in 2003 (Rasyid et al. 
2003,). The Local Planning and Budgeting Agency 
focuses on improving capacity in individual level could 
be indicated by the large number of skilled personnel 
who have bachelor, master or doctoral degree 
compared to other local agencies. For instance, more 
than 50 percent of personnel have higher education 
background in the local regions of Sleman and Bukit 
Tinggi while higher education graduates only less than 
10 percent in other local regencies (USAID 2003). 

Some evidence suggests that increasing professional 
and technical skills of individual could assist organization 
to achieve its goals. Individual capacity building through 
education and training program creates responsive and 
skilled personnel to overcome organizational problems. 
In South Africa, for example, training and education 
have been successful in increasing knowledge and 
skills of its personnel which improve the organization’s 
performance (Ready et al. 2000). 

However, the availability of many skilled people 
does not necessarily create sufficient condition to 
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Figure 3.

Distribution of Local Government Officials in Province Based on Level of Education

Sources: Database of Directorate of Regional Autonomy
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Figure 2

The capacity Building in Local Planning and Budgeting

Sources: UNDP 2011

E.2 Organizational
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Furthermore, these organization changes will take time 
and generate cost in putting this system into regulation. 
Once the organization is in place, it will also take time 
to achieve effective change in the organizational 
behaviour. In confronting this challenges, political 
commitment and support from leaders are necessary 



29Edisi 02/Tahun XIX/2013

At the individual level, more attention to the link 
between organizational functions and skilled personnel 
is required. This also should give attention to the 
effectiveness of training and the recruitment system 
as well as local political environments. Appropriate 
treatment or mechanism in addressing all three levels is 
needed to gain a satisfactory result in the achievement 
of the ultimate goals of decentralization and regional 
autonomy in Indonesia. 

Furthermore, complaints and challenges from people 
who are comfortable to the previous system and 
reluctant to show high performance in organizations 
cannot be avoided but the impacts can be minimized 
by setting transition time to introduce and to socialize 
all capacity regulations, policies, programmes and 
activities. At the same time, it should direct individual 
capacity building through education and trainings in 
line with career development.  

Finally, we believe that implementing the three 
dimensions of capacity building in an integrated way 
would create a better performance of organization 
in local planning and budgeting aspects. The success 
to improve local planning and budgeting process 
will directly and indirectly support the achievement 
of decentralization process, especially in delivering 
better public service, since improving capacity in one 
dimension has proven to be insufficient. With high levels 
of capacity, particularly in planning and budgeting, local 
governments will be more responsive to changes in the 
policy environment that leads to a strong state. What our 
challenges are to make these efforts of capacity building 
success and to replicate as well as to disseminate to other 
areas to realize the goal of decentralization process as 
whole.
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The local political should be considered both in national 
and local level. This frequently causes the slowness to 
improve capacity in individual level. Some improvement 
should be done both in laws and regulations, in policies 
and in implementation. For instance, on how the local 
leaders can not be made recruitment, mutation and 
placement without the consideration from the top level 
in bureaucracy (baperjakat)

F. Policy Direction in Capacity Building

The efforts of capacity building for local planning 
and budgeting aspects through 3 (three) integrated 
approaches have also been initiated through various 
ways. A number of regulations and policies have been 
arranged in order to support the efforts of capacity 
building of local government. the Ministry of Home 
Affairs has also stipulated a draft of Presidential Decree 
on Guidelines for Capacity Building of Local Government 
as a regulation for local government in arranging their 
capacity building planning. The arrangement of capacity 
building in this Presidential Decree is made based on the 
approach of the integrated capacity building in system, 
organization and individual. Another regulation, such as 
the Law on the State Civil Apparatus (ASN), also supports 
the efforts to build local government capacity. 

The programmes and activities about capacity building 
for local government are also continued. These efforts 
are stated explicitly on the President Decree No. 5/2010 
about National Medium Term Development Planning 
(RPJMN) 2010-2014, in particular on Book II Chapter 9 
(Regions and Spatial Planning). The capacity building in 
this document plan is addressed for the improvement in 
local government regulations, institutional affairs, and 
apparatus. 

Furthermore, the technical guidance/trainings still 
continue to implement by Centre of Education and 
Training for Trainers (Pusbindiklatren) Bappenas as 
well as Education and Training Agency (Badan Diklat) 
of Ministry of Home Affairs (MoHa) in cooperation with 
educational institutions/units such as universities. For 
examples, some trainings on local financial management 
and trainings on functional planner are done. Various 
non-thematic titles or degree in order to strengthen 
local capacity such as RPJMD arrangement training or 
Green Economic training are indeed very much needed 
as part of capacity building, for both central and local 

government apparatus. In 2010, National Development 
Planning Agency (BAPPENAS) arranged and developed 
these non-degree programs in order to strengthen local 
government capacity and to reduce the gap between 
capacity planners in central and local government. 
Other capacity building activities of local government 
in Indonesia, is also done by international organization 
such as Sustainable Capacity Building for Decentralization 
(SCBD) sponsored by Asian Development Bank (ADB) 
which support capacity building in some areas such 
as improving individual qualities through trainings, 
improving service system with e-government and 
ICT (Information and Communication Technology) 
approach as well as the improvement of regulations 
related to local government capacity building. 

G. Conclusion

Decentralization policies have provided more power and 
authority to local governments to prepare their own plans 
and to allocate their own budgets. Capacity building to 
improve performance of all activities and institution 
in local and planning agency is necessary. Activities in 
capacity building that have been implemented since the 
starting of decentralization have been insufficient since 
it is not integrated. Evidence  shows that the capacity 
building approaches were only focuses in one particular 
level, has not given satisfactory and significant results as 
expected to support the development. Both the central 
and local government should provide more attention to 
improve the capacity in integrated and comprehensive 
way in system, organizational and individual level. 

At the system level, support from good and harmonized 
regulations is needed to make sure plan and budget 
will have good quality based on norms and schemes in 
regulation. In addition, changing the regulations and 
mechanism as well as asking for political supports are 
necessary to ensure that performance measurement 
can be implemented. At the organizational level, focus 
should be on increasing motivation and performance 
of local human resources by making conducive 
organization conditions and culture. It should improve 
performance measurement and building performance 
contract. This performance measurement should be 
used as the basis of personnel utilization, promotion 
and mechanism in giving awards and punishment. 
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EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP 
PEREKONOMIAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI 

(Studi Kasus Propinsi Sulawesi Selatan)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
kebijakan fiskal terutama pengeluaran pemerintah 
daerah terhadap perekonomian kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data panel 23 kabupaten dan kota 
tahun 2006-2011. Penelitian ini menggunakan model 
analisis salib sumbu, dan Pearson correlation. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata 
pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu 
pertumbuhan rata-rata pengeluaran pemerintah daerah 
berpengaruh negatif terhadap angka pengangguran 
dan kemiskinan. Pada sisi lain pertumbuhan rata-rata 
produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh 
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negatif, namun tidak nyata terhadap kemiskinan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi pada kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan belum berkualitas, dalam arti 
bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada masih lebih 
bertumpuh pada golongan menengah dan atas.

Keywords: Fiscal policy - Autonomous Region - Economic 
performance
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Kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan, dewasa ini masih didominasi oleh 
sektor pertanian, kerena menyediakan lapangan kerja 
bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2011 tenaga 
kerja yang terserap pada sektor pertanian sebesar 43,53 
persen, dan  penyumbang  terbesar terhadap PDRB 
yaitu 25.32  persen. Oleh karena itu sektor pertanian 
perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah 
daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat masyarakat di lingkungan Pemerintah 
daerah Sulawesi Selatan. 

Melalui otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten 
kota, di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu 
mengelola kebijakan fiskalnya dengan baik, agar dapat 
mendorong pembangunan ekonomi, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi 
Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. 

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah 
kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
otonomi daerah dewasa ini, adalah bagaimana 
membangun daerahnya dengan sumberdaya yang 
dimilikinya. Mengingat keterbatasan anggaran yang 
dimilikinya, maka perintah daerah harus mampu 
menarik investasi swasta,  dalam mengembangkan 
daerahnya dengan baik sesuai potensi dan sumberdaya 
manusia yang dimilikinya, untuk dapat memberikan 
stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat 
kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan dewasa ini: (1) Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) perkapita rendah, (2) tingkat 
pengangguran terbuka yang cukup tinggi, (3) tingkat 
kemiskinan yang masih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik 
untuk mengkaji tentang efektivitas kebijakan fiskal 
terutaama pengeluaran pemerintah daerah terhadap 
perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan.

Tinjauan Teoritis

Kebijakan fiskal  adalah bentuk tindakan pemerintah 
untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, dengan 
tujuan agar perekonomian tidak terlalu menyimpang dari 
keadaan yang diinginkan dengan alat (policy instrument 
variable) berupa pajak (T), transfer pemerintah (Tr), dan 
pengeluaran pemerintah (G) sebagai levels of spending 
and taxation (Romer, 2001;  Samuelson dan Nordhaus, 
2005). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran 
(budgetary policy) yang dilakukan melalui anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN), (Muhammad, 
2004). 

Kebijakan fiskal atau anggaran memiliki tiga fungsi 
yaitu, (1) fungsi alokasi (allocation function), (2) fungsi 
distribusi (distribution function), dan (3) fungsi stabilisasi 
(stabilization function). Fungsi alokasi berkaitan dengan 
penyediaan barang sosial (social goods), atau proses 
penggunaan sumberdaya keseluruhan yang dibagi 
di antara barang privat (private goods),  dan barang 
sosial (social goods) serta kombinasi barang sosial yang 
dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian 
pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata 
kepada masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi untuk 
mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi (high 
employment), stabilitas tingkat harga-harga, dan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang sesuai, serta berpengaruh 
pada neraca perdagangan dan pembayaran, (Musgrave,  
1991; Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010).

Instrumen kebijakan fiskal adalah variabel belanja 
pemerintah (G) atau pajak (T), bersama-sama dengan 
variabel konsumsi masyarakat (C), Investasi Swasta 
(I) dan net ekspor (X-M), merupakan komponen yang 
mempengaruhi output atau pendapatan nasional (Y). 
Dalam keseimbangan makro ekonomi dirumuskan:

Y = C + I + G + (X-M) .........................................................   (3.5)

Sementara itu  Cullis dan Joness, (1992) mengatakan  
bahwa instrumen kebijakan fiskal yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah terdiri atas instrumen belanja 
pemerintah dan pajak. Kedua jenis instrumen ini secara 
langsung berpengaruh kepada sektor riil, dalam hal ini 
mempengaruhi pengeluaran agregat yang berdampak 
pada permintaan agregat. Kebijakan belanja pemerintah 
berpengaruh posistif terhadap permintaan agregat 
dan pendapatan nasional. Sementara kebijakan pajak 
berpengaruh negatif terhadap permintaan agregat 
dan pendapatan nasional. Besarnya pengaruh kedua 
kebijakan tersebut ditentukan oleh efek pengganda 
(multiplier effect), dimana besarannya tergantung 
pada besaran kecenderungan untuk mengkonsumsi 
(marginal propensity to consume, MPC).

Permintaan agregat dapat dinaikkan dengan cepat 
hanya melalui kebijakan fiskal (Romer, 2001,  Dornbusch 
at al. 2008). Anggaran pemerintah (government budget) 
adalah bagian penting dalam model makroekonomi. 
Keynes  mengatakan apabila perekonomian berada 
di bawah full employment, maka permintaan agregat 
dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) (McCann, 
2001). Dalam pandangan Keynes, pemerintah 
mempunyai peran penting untuk mengatur permintaan 
agregat (AD), dalam rangka mempertahankan atau 
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yang semakin penting dan bahkan menjadi ujung 
tombak bagi keberhasilan pembangunan nasional. 
Perluasan kewenangan daerah dalam merencanakan 
dan mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai 
kegiatan, memberikan peluang yang lebih besar 
bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas 
pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya 
dan memilih sektor-sektor ekonomi secara lebih 
selektif sebagai sektor unggulan dalam mempercepat 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang 
optimal berbasis potensi sumber daya lokal pada 
berbagai daerah, secara simultan pada gilirannya akan 
menghasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
secara agregat di tingkat nasional. 

Rasyid (1998), Simanjuntak (2002) mengatakan 
desenstralisasi fiskal di Indonesia mempunyai 
beberapa sasaran umum yaitu (1) untuk memenuhi 
aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas  sumber 
keuangan negara, (2) mendorong akuntabilitas dan 
transparansi pemerintah daerah, (3) meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 
daerah, (4) mengurangi ketimpangan antar daerah, (5) 
menjamin terselenggaranya pelayanan publik, dan (6) 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya 
alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah (dana perimbangan), berupa: (1) 
peningkatan persentase dana bagi hasil (DBH) untuk 
pemerintah daerah, (2) peningkatan  dana alokasi umum  
(DAU) yang sebelumnya dikenal dengan subsidi daerah 
otonom  dan instruksi presiden, dan (3) pelimpahan 
dana alokasi khusus (DAK).  

Tantangan utama dalam pembangunan Indonesia 
dewasa ini, bukan lagi untuk memberikan dana 
kepada daerah-daerah yang lebih miskin, tetapi 
bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut 
menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-
baiknya.  Sumber dana terpenting untuk daerah adalah 
dana alokasi umum (DAU)  mengalami peningkatan 
hingga 64 persen pada tahun 2006, (World Bank, 2007). 

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan 
desentralisasi fiskal, maka daerah dapat menanggapinya 
dengan dua hal yang berbeda yaitu: (1) lebih 
memusatkan perhatian pada usaha memperbesar 
penerimaan, melalui intensifikasi dan perluasan 
pungutan pajak, retribusi daerah, serta pemanfaatan 
sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, 
atau (2) lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas 
sisi pengeluaran, melalui usaha menstimulasi dunia 

usaha, dengan pengembangan iklim usaha yang lebih 
baik bagi daerahnya. 

Tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
di satu sisi, akan berdampak pada peningkatan biaya 
produksi yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi 
(high cost economic), yang selanjutnya berdampak 
pada produksi, dan mengganggu iklim usaha.  Dampak 
selanjutnya dapat menurunkan investasi swasta, 
pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. 

Susiyati (2007)  mengemukakan sebagian daerah 
berkeinginan untuk meningkatkan peran pendapatan 
asli daerahnya, sebagai refleksi otonomi fiskal mereka. 
Namun karena kurangnya pemahaman akan prinsip-
prinsip perpajakan yang baik, maka banyak upaya yang 
mereka lakukan justru mengganggu (distorsi) terhadap 
aktivitas perekonomian daerah tersebut, dan juga terh-
adap perekonomian kawasan secara keseluruhan.  Berb-
agai pungutan-pungutan yang dilakukan daerah justru 
mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di daerah. 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak 
di sebelah selatan Pulau Sulawesi dengan luas daratan 
45 519.24 km persegi, meliputi 20 kabupaten dan 3 
kota serta 263 kecamatan. Topografi Provinsi Sulawesi 
Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga 
dataran tinggi,  wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, 
di sebelah selatan terdapat Laut Flores, di sebelah barat 
terdapat Selat Makassar, dan di sebelah timur terdapat 
Teluk Bone, serta pulau-pulau tersebar pada perairan 
tersebut.  

Potensi wilayah  kabupaten kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang terletak di jalur pembangunan 
sumberdaya di kawasan timur Indonesia, antara Pulau 
Kalimantan dan Pulau Papua membuka peluang bagi 
kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai 
pusat pembangunan dan pertumbuhan di kawasan 
timur Indonesia.  

Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sangat 
diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan 
di wilayah timur Indonesia, yang membuka jalan 
baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. 
Pengembangan sumberdaya kabupaten kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan didasarkan pada berbagai isu yang 
perlu ditangani secara terpadu, berdasarkan potensi dan 
kondisi kabupaten kota, berdasarkan pada sumberdaya 
alam, perlu lebih dipromosikan demi perluasan 
ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan 
pengentasan kemiskinan (Bappeda  Provinsi Sulawesi 
Selatan, 2007). 
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Kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan, dewasa ini masih didominasi oleh 
sektor pertanian, kerena menyediakan lapangan kerja 
bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2011 tenaga 
kerja yang terserap pada sektor pertanian sebesar 43,53 
persen, dan  penyumbang  terbesar terhadap PDRB 
yaitu 25.32  persen. Oleh karena itu sektor pertanian 
perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah 
daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat masyarakat di lingkungan Pemerintah 
daerah Sulawesi Selatan. 

Melalui otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten 
kota, di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu 
mengelola kebijakan fiskalnya dengan baik, agar dapat 
mendorong pembangunan ekonomi, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi 
Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. 

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah 
kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
otonomi daerah dewasa ini, adalah bagaimana 
membangun daerahnya dengan sumberdaya yang 
dimilikinya. Mengingat keterbatasan anggaran yang 
dimilikinya, maka perintah daerah harus mampu 
menarik investasi swasta,  dalam mengembangkan 
daerahnya dengan baik sesuai potensi dan sumberdaya 
manusia yang dimilikinya, untuk dapat memberikan 
stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat 
kondisi perekonomian kabupaten kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan dewasa ini: (1) Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) perkapita rendah, (2) tingkat 
pengangguran terbuka yang cukup tinggi, (3) tingkat 
kemiskinan yang masih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik 
untuk mengkaji tentang efektivitas kebijakan fiskal 
terutaama pengeluaran pemerintah daerah terhadap 
perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan.

Tinjauan Teoritis

Kebijakan fiskal  adalah bentuk tindakan pemerintah 
untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, dengan 
tujuan agar perekonomian tidak terlalu menyimpang dari 
keadaan yang diinginkan dengan alat (policy instrument 
variable) berupa pajak (T), transfer pemerintah (Tr), dan 
pengeluaran pemerintah (G) sebagai levels of spending 
and taxation (Romer, 2001;  Samuelson dan Nordhaus, 
2005). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran 
(budgetary policy) yang dilakukan melalui anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN), (Muhammad, 
2004). 

Kebijakan fiskal atau anggaran memiliki tiga fungsi 
yaitu, (1) fungsi alokasi (allocation function), (2) fungsi 
distribusi (distribution function), dan (3) fungsi stabilisasi 
(stabilization function). Fungsi alokasi berkaitan dengan 
penyediaan barang sosial (social goods), atau proses 
penggunaan sumberdaya keseluruhan yang dibagi 
di antara barang privat (private goods),  dan barang 
sosial (social goods) serta kombinasi barang sosial yang 
dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian 
pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata 
kepada masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi untuk 
mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi (high 
employment), stabilitas tingkat harga-harga, dan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang sesuai, serta berpengaruh 
pada neraca perdagangan dan pembayaran, (Musgrave,  
1991; Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2010).

Instrumen kebijakan fiskal adalah variabel belanja 
pemerintah (G) atau pajak (T), bersama-sama dengan 
variabel konsumsi masyarakat (C), Investasi Swasta 
(I) dan net ekspor (X-M), merupakan komponen yang 
mempengaruhi output atau pendapatan nasional (Y). 
Dalam keseimbangan makro ekonomi dirumuskan:

Y = C + I + G + (X-M) .........................................................   (3.5)

Sementara itu  Cullis dan Joness, (1992) mengatakan  
bahwa instrumen kebijakan fiskal yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah terdiri atas instrumen belanja 
pemerintah dan pajak. Kedua jenis instrumen ini secara 
langsung berpengaruh kepada sektor riil, dalam hal ini 
mempengaruhi pengeluaran agregat yang berdampak 
pada permintaan agregat. Kebijakan belanja pemerintah 
berpengaruh posistif terhadap permintaan agregat 
dan pendapatan nasional. Sementara kebijakan pajak 
berpengaruh negatif terhadap permintaan agregat 
dan pendapatan nasional. Besarnya pengaruh kedua 
kebijakan tersebut ditentukan oleh efek pengganda 
(multiplier effect), dimana besarannya tergantung 
pada besaran kecenderungan untuk mengkonsumsi 
(marginal propensity to consume, MPC).

Permintaan agregat dapat dinaikkan dengan cepat 
hanya melalui kebijakan fiskal (Romer, 2001,  Dornbusch 
at al. 2008). Anggaran pemerintah (government budget) 
adalah bagian penting dalam model makroekonomi. 
Keynes  mengatakan apabila perekonomian berada 
di bawah full employment, maka permintaan agregat 
dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) (McCann, 
2001). Dalam pandangan Keynes, pemerintah 
mempunyai peran penting untuk mengatur permintaan 
agregat (AD), dalam rangka mempertahankan atau 
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yang semakin penting dan bahkan menjadi ujung 
tombak bagi keberhasilan pembangunan nasional. 
Perluasan kewenangan daerah dalam merencanakan 
dan mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai 
kegiatan, memberikan peluang yang lebih besar 
bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas 
pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya 
dan memilih sektor-sektor ekonomi secara lebih 
selektif sebagai sektor unggulan dalam mempercepat 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang 
optimal berbasis potensi sumber daya lokal pada 
berbagai daerah, secara simultan pada gilirannya akan 
menghasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
secara agregat di tingkat nasional. 

Rasyid (1998), Simanjuntak (2002) mengatakan 
desenstralisasi fiskal di Indonesia mempunyai 
beberapa sasaran umum yaitu (1) untuk memenuhi 
aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas  sumber 
keuangan negara, (2) mendorong akuntabilitas dan 
transparansi pemerintah daerah, (3) meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 
daerah, (4) mengurangi ketimpangan antar daerah, (5) 
menjamin terselenggaranya pelayanan publik, dan (6) 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

Desentralisasi fiskal ditandai dengan meningkatnya 
alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah (dana perimbangan), berupa: (1) 
peningkatan persentase dana bagi hasil (DBH) untuk 
pemerintah daerah, (2) peningkatan  dana alokasi umum  
(DAU) yang sebelumnya dikenal dengan subsidi daerah 
otonom  dan instruksi presiden, dan (3) pelimpahan 
dana alokasi khusus (DAK).  

Tantangan utama dalam pembangunan Indonesia 
dewasa ini, bukan lagi untuk memberikan dana 
kepada daerah-daerah yang lebih miskin, tetapi 
bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut 
menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-
baiknya.  Sumber dana terpenting untuk daerah adalah 
dana alokasi umum (DAU)  mengalami peningkatan 
hingga 64 persen pada tahun 2006, (World Bank, 2007). 

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan 
desentralisasi fiskal, maka daerah dapat menanggapinya 
dengan dua hal yang berbeda yaitu: (1) lebih 
memusatkan perhatian pada usaha memperbesar 
penerimaan, melalui intensifikasi dan perluasan 
pungutan pajak, retribusi daerah, serta pemanfaatan 
sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, 
atau (2) lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas 
sisi pengeluaran, melalui usaha menstimulasi dunia 

usaha, dengan pengembangan iklim usaha yang lebih 
baik bagi daerahnya. 

Tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
di satu sisi, akan berdampak pada peningkatan biaya 
produksi yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi 
(high cost economic), yang selanjutnya berdampak 
pada produksi, dan mengganggu iklim usaha.  Dampak 
selanjutnya dapat menurunkan investasi swasta, 
pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. 

Susiyati (2007)  mengemukakan sebagian daerah 
berkeinginan untuk meningkatkan peran pendapatan 
asli daerahnya, sebagai refleksi otonomi fiskal mereka. 
Namun karena kurangnya pemahaman akan prinsip-
prinsip perpajakan yang baik, maka banyak upaya yang 
mereka lakukan justru mengganggu (distorsi) terhadap 
aktivitas perekonomian daerah tersebut, dan juga terh-
adap perekonomian kawasan secara keseluruhan.  Berb-
agai pungutan-pungutan yang dilakukan daerah justru 
mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di daerah. 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak 
di sebelah selatan Pulau Sulawesi dengan luas daratan 
45 519.24 km persegi, meliputi 20 kabupaten dan 3 
kota serta 263 kecamatan. Topografi Provinsi Sulawesi 
Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga 
dataran tinggi,  wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, 
di sebelah selatan terdapat Laut Flores, di sebelah barat 
terdapat Selat Makassar, dan di sebelah timur terdapat 
Teluk Bone, serta pulau-pulau tersebar pada perairan 
tersebut.  

Potensi wilayah  kabupaten kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang terletak di jalur pembangunan 
sumberdaya di kawasan timur Indonesia, antara Pulau 
Kalimantan dan Pulau Papua membuka peluang bagi 
kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai 
pusat pembangunan dan pertumbuhan di kawasan 
timur Indonesia.  

Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sangat 
diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan 
di wilayah timur Indonesia, yang membuka jalan 
baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. 
Pengembangan sumberdaya kabupaten kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan didasarkan pada berbagai isu yang 
perlu ditangani secara terpadu, berdasarkan potensi dan 
kondisi kabupaten kota, berdasarkan pada sumberdaya 
alam, perlu lebih dipromosikan demi perluasan 
ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan 
pengentasan kemiskinan (Bappeda  Provinsi Sulawesi 
Selatan, 2007). 
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bahwa prosentase belanja pemerintah cukup tinggi, 
namun pertumbuhan PDRB ralatif kecil. Hal tersebut 
menujukkan bahwa, efektifitas belanja pemerintah 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada empat 
kabupaten tersebut relatif kurang baik, sehingga perlu 
dilakukan efaluasi yang mendalam tentang proporsi 
belanja yang dianggap efektif dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terhadap Pengangguran

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan bahwa 
rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah 
berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap  rata-
rata penggangguran  yaitu  -0,031 pada periode tahun 
2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 
belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka pengangguran kabupaten dan 
kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola 
hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan 
belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap 
persentase rata-rata penurunan angka pengangguran  
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Pola Hubungan antara Pertumbuhan 
Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka 

Pengangguran

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-20011 terdapat lima kabupaten yang berada pada 
kuadran II kodisi terbaik  dalam arti bahwa persentase 
kenaikan pengeluaran pemerintah berbanding terbalik 
dengan persentase angka pengangguran yaitu; 
Kabupaten Tona Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Jeneponto 
dan Soppeng. Juga terdapat Lima kabupten yang 
berada pada kuadran III yaitu; Kabupaten Bulukumba, 
Wajo, Bone, Bantaeng, dan Pirang. Kuadran III dengan 
kondisi dimana di daerah angka pengangguran yang 
cukup rendah, sementara pertumbuhan pengeluaran 
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pemerintah daerah relatif kecil dibanding dengan 
daerah lainnya.

Pada kuadran IV terdiri atas 8 kabupaten yaitu; 
Kabupaten Luwu, Sinjai, Selayar, Takalar, Sidenreng 
Rappang, Maros, Gowa, dan Luwu Timur. Daerah 
yang berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa 
angka pengangguran yang ada cukup tinggi dan 
pertumbuhan pengeluran pemerintah relatif kecil, 
dalam kondisi seperti dibutuhkan peran pihak swasta 
dan penambahan pengeluran pemerintah dalam upaya 
untuk menyerap lapangan kerja.

Kondisi terburuk pada kuadran I terdiri atas 5 kabupaten 
dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, 
serta Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru. Pada 
kuadran I ini pertumbuhan pengeluran pemerintah 
cukup tinggi dibanding daerah lainnya namun angka 
pengangguran tetap tinggi, hal tersebut menunjukkan 
bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah di 
daerah tersebut tidak dapat menurunkan angka 
pengangguran yang ada di daerahnya. 

Kota Makassar,  Palopo, dan Pare-pare memiliki tingkat 
pengangguran yang cukup tinggi dibanding dengan 
daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan 
kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung 
mencari pekerjaan di kota. Mengingat ketiga daerah itu 
adalah  merupakan daerah kota yang ada di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Sementara Kabupaten Pangkep dan 
Barru adalah dua kabupaten yang berlokasi sangat dekat 
dengan Kota Makassar. Hal ini mungkin disebabkan 
karena tidak sedikit penduduk yang mengadu nasib 
mencari pekerjaan di kota, sehingga pengangguran di 
kota cukup tinggi.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terhadap Kemiskinan

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan 
bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah 
daerah berpengaruh negatif dengan rata-rata angka 
kemiskinan  yaitu  -0,010 pada periode tahun 2006-
2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 
belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola 
hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan 
belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap 
persentase rata-rata penurunan angka kemiskinan 
dapat dilihat pada Gambar 3.
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menjaga agar perekonomian mendekati tingkat 
kesempatan kerja penuh (full employment level).

Hasil penelitian tentang kebijakan desentralisasi fiskal 
dilakukan oleh Feltenstein dan Iwata  (2005) di Cina, 
Pakasi  (2005) di Sulawesi Utara, Haryanto dan  Astuty  
(2009) di Indonesia, Lin dan Liu  (2000) di Cina, dan 
Akhmad at.al. (2012) di Sulawesi Selatan,  menyimpulkan 
bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, akumulasi 
modal, dan sektor swasta merupakan kunci yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Data dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten 
dan kota tahun (2007-2011). Kabupaten Tana Toraja 
Utara dan Kabupaten Tana Toraja dimasukkan dalam 
kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tana Toraja. 
Pemilihan rentang waktu data tahun 2006-2011 didasari 
oleh pertimbangan bahwa pada masa itu otonomi 
daerah sudah memiliki pengalaman selama lima tahun. 
Data yang digunakan meliputi data fiskal kabupaten 
dan kota yang diperoleh dari Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia dan data perekonomian kabupaten 
dan kota berupa, Produk Domestik Regional Brotu 
(PDRB), tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, yang 
bersumber dari Badang Pusat Statistik (BPS) kabupaten 
dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan analisis Pearson correlation 
untuk mengetahui pola hubungan antara pengeluaran 
pemerintah dengan pertumbuhan BDRB, pengurangan 
pengangguran, dan kemiskinan. Di samping itu, juga 
digunakan model analisis salib sumbu, guna mengetahui 
efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap 
pertumbuhan BDRB, pengurangan pengangguran, dan 
kemiskinan pada masing-masing kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil Penelitian

Pada kesempatan ini penulis menganalisis efektifitas 
pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah 
terhadap pertumbuhan PDRB, angka pengangguran, 
dan kemiskinan, serta  efektivitas pertumbuhan PDRB 
terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan . Hal ini menarik karena dengan 
gambaran ini memungkinkan untuk mengetahui posisi 
masing-masing kabupaten kota yang ada  di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan bahwa 
rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah 
berpengaruh postif dan nyata terhadap rata-rata 
pertumbuhan  produk domestik regional bruto yaitu  
0.205 pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah 
daerah dapat mendorong pertumbuhan PDRB di 
daerahnya. Untuk jelasnya pola hubungan antara 
persentase rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah 
daerah tahun 2006-2011 terhadap persentase rata-rata 
pertumbuhan produk domestik regional bruto dapat 
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. 
Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah 

Daerah dengan Pertumbuhan PBRB

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-20011 terdapat 5 kabupaten/kota yang berada 
pada kuadran I kondisi terbaik  dalam arti bahwa 
persentase kenaikan pengeluaran pemerintah 
sebanding dengan persentase pertumbuhan PDRB 
yaitu; kota Makassar, Palopo, Pare-pare, Kabupaten 
Pangkep dan Luwu Utara.  Lima kabupten berada pada 
kuadran empat yaitu; Kabupaten Takalar, Bantaeng, 
Sidenreng Rappang, Selayar dan Bone

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa terdapat delapan  
kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu 
Kabupaten; Luwu, Sinjai, Gowa, Wajo, Maros, Pinrang, 
Takalar, dan Luwuk Timur. Kondisi pada kuadran III 
menunjukan bahwa persentase kenaikan belanja 
pemerintah relatif kecil sebanding dengan persentase 
kenaikan PDRB yang juga relatif kecil.

Sementara pada kudran II terdapat 4 kabupaten 
yaitu; Bulukkumba, Barru, Soppeng, Jeneponto, dan 
Tana Toraja. Kondisi pada kuadran II menunjukkan 
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bahwa prosentase belanja pemerintah cukup tinggi, 
namun pertumbuhan PDRB ralatif kecil. Hal tersebut 
menujukkan bahwa, efektifitas belanja pemerintah 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada empat 
kabupaten tersebut relatif kurang baik, sehingga perlu 
dilakukan efaluasi yang mendalam tentang proporsi 
belanja yang dianggap efektif dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terhadap Pengangguran

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan bahwa 
rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah 
berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap  rata-
rata penggangguran  yaitu  -0,031 pada periode tahun 
2006-2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 
belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka pengangguran kabupaten dan 
kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola 
hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan 
belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap 
persentase rata-rata penurunan angka pengangguran  
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Pola Hubungan antara Pertumbuhan 
Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka 

Pengangguran

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-20011 terdapat lima kabupaten yang berada pada 
kuadran II kodisi terbaik  dalam arti bahwa persentase 
kenaikan pengeluaran pemerintah berbanding terbalik 
dengan persentase angka pengangguran yaitu; 
Kabupaten Tona Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Jeneponto 
dan Soppeng. Juga terdapat Lima kabupten yang 
berada pada kuadran III yaitu; Kabupaten Bulukumba, 
Wajo, Bone, Bantaeng, dan Pirang. Kuadran III dengan 
kondisi dimana di daerah angka pengangguran yang 
cukup rendah, sementara pertumbuhan pengeluaran 
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pemerintah daerah relatif kecil dibanding dengan 
daerah lainnya.

Pada kuadran IV terdiri atas 8 kabupaten yaitu; 
Kabupaten Luwu, Sinjai, Selayar, Takalar, Sidenreng 
Rappang, Maros, Gowa, dan Luwu Timur. Daerah 
yang berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa 
angka pengangguran yang ada cukup tinggi dan 
pertumbuhan pengeluran pemerintah relatif kecil, 
dalam kondisi seperti dibutuhkan peran pihak swasta 
dan penambahan pengeluran pemerintah dalam upaya 
untuk menyerap lapangan kerja.

Kondisi terburuk pada kuadran I terdiri atas 5 kabupaten 
dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, 
serta Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru. Pada 
kuadran I ini pertumbuhan pengeluran pemerintah 
cukup tinggi dibanding daerah lainnya namun angka 
pengangguran tetap tinggi, hal tersebut menunjukkan 
bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah di 
daerah tersebut tidak dapat menurunkan angka 
pengangguran yang ada di daerahnya. 

Kota Makassar,  Palopo, dan Pare-pare memiliki tingkat 
pengangguran yang cukup tinggi dibanding dengan 
daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan 
kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung 
mencari pekerjaan di kota. Mengingat ketiga daerah itu 
adalah  merupakan daerah kota yang ada di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Sementara Kabupaten Pangkep dan 
Barru adalah dua kabupaten yang berlokasi sangat dekat 
dengan Kota Makassar. Hal ini mungkin disebabkan 
karena tidak sedikit penduduk yang mengadu nasib 
mencari pekerjaan di kota, sehingga pengangguran di 
kota cukup tinggi.

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terhadap Kemiskinan

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan 
bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah 
daerah berpengaruh negatif dengan rata-rata angka 
kemiskinan  yaitu  -0,010 pada periode tahun 2006-
2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 
belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola 
hubungan antara persentase rata-rata pertumbuhan 
belanja pemerintah daerah tahun 2006-2011 terhadap 
persentase rata-rata penurunan angka kemiskinan 
dapat dilihat pada Gambar 3.
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menjaga agar perekonomian mendekati tingkat 
kesempatan kerja penuh (full employment level).

Hasil penelitian tentang kebijakan desentralisasi fiskal 
dilakukan oleh Feltenstein dan Iwata  (2005) di Cina, 
Pakasi  (2005) di Sulawesi Utara, Haryanto dan  Astuty  
(2009) di Indonesia, Lin dan Liu  (2000) di Cina, dan 
Akhmad at.al. (2012) di Sulawesi Selatan,  menyimpulkan 
bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, akumulasi 
modal, dan sektor swasta merupakan kunci yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Data dan Metodologi

Penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten 
dan kota tahun (2007-2011). Kabupaten Tana Toraja 
Utara dan Kabupaten Tana Toraja dimasukkan dalam 
kabupaten induknya yaitu Kabupaten Tana Toraja. 
Pemilihan rentang waktu data tahun 2006-2011 didasari 
oleh pertimbangan bahwa pada masa itu otonomi 
daerah sudah memiliki pengalaman selama lima tahun. 
Data yang digunakan meliputi data fiskal kabupaten 
dan kota yang diperoleh dari Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia dan data perekonomian kabupaten 
dan kota berupa, Produk Domestik Regional Brotu 
(PDRB), tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, yang 
bersumber dari Badang Pusat Statistik (BPS) kabupaten 
dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan analisis Pearson correlation 
untuk mengetahui pola hubungan antara pengeluaran 
pemerintah dengan pertumbuhan BDRB, pengurangan 
pengangguran, dan kemiskinan. Di samping itu, juga 
digunakan model analisis salib sumbu, guna mengetahui 
efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap 
pertumbuhan BDRB, pengurangan pengangguran, dan 
kemiskinan pada masing-masing kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil Penelitian

Pada kesempatan ini penulis menganalisis efektifitas 
pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah 
terhadap pertumbuhan PDRB, angka pengangguran, 
dan kemiskinan, serta  efektivitas pertumbuhan PDRB 
terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan . Hal ini menarik karena dengan 
gambaran ini memungkinkan untuk mengetahui posisi 
masing-masing kabupaten kota yang ada  di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Daerah 
terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan bahwa 
rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah daerah 
berpengaruh postif dan nyata terhadap rata-rata 
pertumbuhan  produk domestik regional bruto yaitu  
0.205 pada periode tahun 2006-2011. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah 
daerah dapat mendorong pertumbuhan PDRB di 
daerahnya. Untuk jelasnya pola hubungan antara 
persentase rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah 
daerah tahun 2006-2011 terhadap persentase rata-rata 
pertumbuhan produk domestik regional bruto dapat 
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. 
Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah 

Daerah dengan Pertumbuhan PBRB

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-20011 terdapat 5 kabupaten/kota yang berada 
pada kuadran I kondisi terbaik  dalam arti bahwa 
persentase kenaikan pengeluaran pemerintah 
sebanding dengan persentase pertumbuhan PDRB 
yaitu; kota Makassar, Palopo, Pare-pare, Kabupaten 
Pangkep dan Luwu Utara.  Lima kabupten berada pada 
kuadran empat yaitu; Kabupaten Takalar, Bantaeng, 
Sidenreng Rappang, Selayar dan Bone

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa terdapat delapan  
kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu 
Kabupaten; Luwu, Sinjai, Gowa, Wajo, Maros, Pinrang, 
Takalar, dan Luwuk Timur. Kondisi pada kuadran III 
menunjukan bahwa persentase kenaikan belanja 
pemerintah relatif kecil sebanding dengan persentase 
kenaikan PDRB yang juga relatif kecil.

Sementara pada kudran II terdapat 4 kabupaten 
yaitu; Bulukkumba, Barru, Soppeng, Jeneponto, dan 
Tana Toraja. Kondisi pada kuadran II menunjukkan 
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Pada kuadran II ini pertumbuhan PDRB cukup tinggi 
dibanding daerah lainnya dan angka kemiskinan  cukup 
kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi di daerah tersebut lebih berkualitas dibanding 
dengan daerah lainnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

1. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah daerah 
berpengaruh positif dan nyata terhadap  pertumbu-
han  rata-rata produk domestik regional bruto pada 
periode tahun 2006-2011 pada Kabupaten Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah dapat 
mendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB di 
daerahnya.

2. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah daerah 
berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap 
penggangguran  untuk pada periode tahun 2006-
2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan be-
lanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka penggangguran kabupaten dan 
kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ditemukan pula 
bahwa Kota Makassar, Pare-pare, dan Palopo adalah 
tiga kota dengan dengan tingkat pengangguran 
yang cukup tinggi meskipun memiliki pertumbuhan 
belanja pemerintah yang cukup tinggi. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa ada kecenderungan bahwa 
para pencari kerja lebih memilih bertaruh mencari 
pekerjaan di kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan.

3. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah berpen-
garuh negatif namun tidak nyata terhadap  rata-rata 
angka kemiskinan untuk periode tahun 2006-2011 di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah belum 
sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan 
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Pertumbuhan rata-rata produk domestik regional 
bruto berpengaruh negatif terhadap  rata-rata an-
gka kemiskinan  untuk periode tahun 2006-2011 di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjuk-
kan bahwa kenaikan PDRB belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Implikasi Kebijakan

1. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang leb-
ih tinggi dan berkualitas, maka pemerintah daerah 
perlu melakukan identifikasi tentang sumber-sum-
ber pertumbuhan ekonomi yang ada di daerahnya, 
dan selanjutnya menetapkan skala priotas untuk 
pengembangan pembangunan kedepan.

2. Untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang 
ada di daerahnya, maka pemerintah daerah perlu 
membangun infrastruktur dan lebih menciptakan ik-
lin usaha yang sehat, guna menarik para investor un-
tuk menanamkan modal di daerahnya, dengan lebih 
mengutamakan investor  yang padat karya.

3. Untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di dae-
rahnya, maka dibutuhkan keberpihan yang lebih 
dari pemerintah daerah. Keberpihakan yang dimak-
sud dapat berupa pembangunan infrastrukur pada 
daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan 
dan melakukan program pembedayaan secara ber-
kesinambungan.
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Gambar 3 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-20011 terdapat lima kabupaten yang berada pada 
kuadran I kondisi terburuk  dalam arti bahwa persentase 
kenaikan pengeluaran pemerintah berbanding 
lurus dengan persentase angka kemisiskinan yaitu; 
Kabupaten Tona Toraja, Luwu Utara, Enrekang, 
Jeneponto dan Pangkajene kepualauan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah daerah 
terhadap kemiskinan relatif kurang. Juga terdapat 
Lima kabupten yang berada pada kuadran IV yaitu; 
Kabupaten Luwu, Selayar, Bone, Sinjai, dan Maros. 
Kuadran IV dengan kondisi dimana di daerah tersebut  
angka kemiskinan yang cukup tinggi, sementara 
pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah relatif 
kecil dibanding dengan dengan daerah lain.

Gambar 3. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran 
Pemerintah Daerah dengan Angka Kemiskinan

Pada kuadran tiga terdiri atas 8 kabupaten yaitu; 
Kabupaten Gowa, Takalar, Barru, Luwuk Timur, Bantaeng, 
Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang. Daerah yang 
berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa angka 
kemiskinan yang ada relatif kecil dan pertumbuhan 
pengeluran pemerintah juga relatif kecil dibanding 
daerah lainnya.

Kondisi terbaik pada kuadran II terdiri atas 5 kabupaten 
dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, 
serta Kabupaten Soppeng dan Bulukumba. Pada 
kuadran II ini pertumbuhan pengeluran pemerintah 
cukup tinggi dibanding daerah lainnya dan angka 
kemiskinan  cukup kecil, hal tersebut menunjukkan 
bahwa pengeluaran pemerintah di daerah cukup efektif 
dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di 
daerahnya. 

Hubungan Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan bahwa 
rata-rata  pertumbuhan produk domestik regional 
bruto (PDRB) berpengaruh negatif namun tidak nyata 
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terhadap rata-rata angka kemiskinan  yaitu  -0,160 pada 
periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kenaikan PDRB belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola hubungan 
antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 
2006-2011 terhadap persentase rata-rata penurunan 
angka kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pola Hubungan antara Pertumbuhan 
Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka 

Kemiskinan

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-2011 terdapat empat kabupaten yang berada pada 
kuadran I kodisi terburuk  dalam arti bahwa persentase 
pertumbuhan PDRB berbanding lurus dengan 
persentase angka kemisiskinan yaitu; Kabupaten 
Pangkajene Kepulauan, Selayar, Luwuk Utara dan Bone. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB 
di daerah tersebut tidak berkualitas dalam bahwa 
pertumbuhan PDRB tidak dapat menurunkan angka 
kemiskinan secara nyata, dengan kata lain terjadi 
ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.  Juga 
terdapat Lima kabupten yang berada pada kuadran 
IV yaitu; Kabupaten Tana Toraja, Enrekang,  Luwu, 
Jeneponto, dan Maros. Kuadran IV dengan kondisi 
dimana di daerah tersebut memiliki angka kemiskinan 
yang cukup tinggi, sementara pertumbuhan PDRB 
relatif kecil dibanding dengan dengan daerah lain.

Pada kuadran tiga terdiri atas 7 kabupaten yaitu; 
Kabupaten Pinrang, Soppeng, Bulukumba, Sinjai, Barru, 
Gowa, dan Luwuk Timur. Daerah yang berada pada 
kuadran ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan 
yang ada relatif kecil dan pertumbuhan PDRB juga 
relatif kecil dibanding daerah lainnya.

Kondisi terbaik pada kuadran II terdiri atas 6 kabupaten 
dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, 
serta Kabupaten Bataeng, Wajo, dan Sidenreng Rappang. 
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Pada kuadran II ini pertumbuhan PDRB cukup tinggi 
dibanding daerah lainnya dan angka kemiskinan  cukup 
kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi di daerah tersebut lebih berkualitas dibanding 
dengan daerah lainnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

1. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah daerah 
berpengaruh positif dan nyata terhadap  pertumbu-
han  rata-rata produk domestik regional bruto pada 
periode tahun 2006-2011 pada Kabupaten Kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah dapat 
mendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB di 
daerahnya.

2. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah daerah 
berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap 
penggangguran  untuk pada periode tahun 2006-
2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan be-
lanja pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka penggangguran kabupaten dan 
kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ditemukan pula 
bahwa Kota Makassar, Pare-pare, dan Palopo adalah 
tiga kota dengan dengan tingkat pengangguran 
yang cukup tinggi meskipun memiliki pertumbuhan 
belanja pemerintah yang cukup tinggi. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa ada kecenderungan bahwa 
para pencari kerja lebih memilih bertaruh mencari 
pekerjaan di kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan.

3. Pertumbuhan rata-rata belanja pemerintah berpen-
garuh negatif namun tidak nyata terhadap  rata-rata 
angka kemiskinan untuk periode tahun 2006-2011 di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah belum 
sepenuhnya dapat menurunkan angka kemiskinan 
kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Pertumbuhan rata-rata produk domestik regional 
bruto berpengaruh negatif terhadap  rata-rata an-
gka kemiskinan  untuk periode tahun 2006-2011 di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menunjuk-
kan bahwa kenaikan PDRB belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Implikasi Kebijakan

1. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang leb-
ih tinggi dan berkualitas, maka pemerintah daerah 
perlu melakukan identifikasi tentang sumber-sum-
ber pertumbuhan ekonomi yang ada di daerahnya, 
dan selanjutnya menetapkan skala priotas untuk 
pengembangan pembangunan kedepan.

2. Untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang 
ada di daerahnya, maka pemerintah daerah perlu 
membangun infrastruktur dan lebih menciptakan ik-
lin usaha yang sehat, guna menarik para investor un-
tuk menanamkan modal di daerahnya, dengan lebih 
mengutamakan investor  yang padat karya.

3. Untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di dae-
rahnya, maka dibutuhkan keberpihan yang lebih 
dari pemerintah daerah. Keberpihakan yang dimak-
sud dapat berupa pembangunan infrastrukur pada 
daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan 
dan melakukan program pembedayaan secara ber-
kesinambungan.
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Gambar 3 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-20011 terdapat lima kabupaten yang berada pada 
kuadran I kondisi terburuk  dalam arti bahwa persentase 
kenaikan pengeluaran pemerintah berbanding 
lurus dengan persentase angka kemisiskinan yaitu; 
Kabupaten Tona Toraja, Luwu Utara, Enrekang, 
Jeneponto dan Pangkajene kepualauan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah daerah 
terhadap kemiskinan relatif kurang. Juga terdapat 
Lima kabupten yang berada pada kuadran IV yaitu; 
Kabupaten Luwu, Selayar, Bone, Sinjai, dan Maros. 
Kuadran IV dengan kondisi dimana di daerah tersebut  
angka kemiskinan yang cukup tinggi, sementara 
pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah relatif 
kecil dibanding dengan dengan daerah lain.

Gambar 3. Pola Hubungan antara Pertumbuhan Pengeluaran 
Pemerintah Daerah dengan Angka Kemiskinan

Pada kuadran tiga terdiri atas 8 kabupaten yaitu; 
Kabupaten Gowa, Takalar, Barru, Luwuk Timur, Bantaeng, 
Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang. Daerah yang 
berada pada kuadran ini menunjukkan bahwa angka 
kemiskinan yang ada relatif kecil dan pertumbuhan 
pengeluran pemerintah juga relatif kecil dibanding 
daerah lainnya.

Kondisi terbaik pada kuadran II terdiri atas 5 kabupaten 
dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, 
serta Kabupaten Soppeng dan Bulukumba. Pada 
kuadran II ini pertumbuhan pengeluran pemerintah 
cukup tinggi dibanding daerah lainnya dan angka 
kemiskinan  cukup kecil, hal tersebut menunjukkan 
bahwa pengeluaran pemerintah di daerah cukup efektif 
dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di 
daerahnya. 

Hubungan Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil analisis Pearson correlation menunjukkan bahwa 
rata-rata  pertumbuhan produk domestik regional 
bruto (PDRB) berpengaruh negatif namun tidak nyata 
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terhadap rata-rata angka kemiskinan  yaitu  -0,160 pada 
periode tahun 2006-2011. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa kenaikan PDRB belum sepenuhnya dapat 
menurunkan angka kemiskinan kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya pola hubungan 
antara persentase rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 
2006-2011 terhadap persentase rata-rata penurunan 
angka kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pola Hubungan antara Pertumbuhan 
Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Angka 

Kemiskinan

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada periode tahun 
2006-2011 terdapat empat kabupaten yang berada pada 
kuadran I kodisi terburuk  dalam arti bahwa persentase 
pertumbuhan PDRB berbanding lurus dengan 
persentase angka kemisiskinan yaitu; Kabupaten 
Pangkajene Kepulauan, Selayar, Luwuk Utara dan Bone. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB 
di daerah tersebut tidak berkualitas dalam bahwa 
pertumbuhan PDRB tidak dapat menurunkan angka 
kemiskinan secara nyata, dengan kata lain terjadi 
ketimpangan dalam pembangunan ekonomi.  Juga 
terdapat Lima kabupten yang berada pada kuadran 
IV yaitu; Kabupaten Tana Toraja, Enrekang,  Luwu, 
Jeneponto, dan Maros. Kuadran IV dengan kondisi 
dimana di daerah tersebut memiliki angka kemiskinan 
yang cukup tinggi, sementara pertumbuhan PDRB 
relatif kecil dibanding dengan dengan daerah lain.

Pada kuadran tiga terdiri atas 7 kabupaten yaitu; 
Kabupaten Pinrang, Soppeng, Bulukumba, Sinjai, Barru, 
Gowa, dan Luwuk Timur. Daerah yang berada pada 
kuadran ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan 
yang ada relatif kecil dan pertumbuhan PDRB juga 
relatif kecil dibanding daerah lainnya.

Kondisi terbaik pada kuadran II terdiri atas 6 kabupaten 
dan kota yaitu; Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare, 
serta Kabupaten Bataeng, Wajo, dan Sidenreng Rappang. 
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FERTILITY PATTERN AMONG WOMEN IN DIFFERENT 
SOCIO-ECONOMIC GROUPS IN INDONESIA

Dinar Dana Kharisma
Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat - Bappenas

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat perbedaan pola 
fertilitas perempuan di Indonesia berdasarkan 
perbedaan status social ekonomi. Dengan menggunakan 
data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009 dan 
mengaplikasikan metode own-children, didapatkan hasil 
bahwa pola fertilitas perempuan di Indonesia bervariasi 
sesuai dengan perbedaan status kemiskinan, tingkat 
pendidikan, dan jenis pekerjaan. Perempuan pada 
usia reproduksi aktif/subur dengan status miskin, lama 
pendidikan kurang dari 9 tahun, dan bekerja di sector 
pertanian, cenderung memiliki tingkat kesuburan yang 
lebih tinggi. Salah satu benang merah yang terlihat dari 
pola ini adalah produktivitas mempengaruhi tingkat 
fertilitas perempuan. Perempuan dengan status tidak 
miskin, berpendidikan tinggi, dan bekerja di sektor 
non-pertanian umumnya memiliki produktivitas tinggi, 
dan memiliki lebih banyak anak akan mengorbankan 
lebih banyak waktu mereka yang secara ekonomi lebih 
bernilai. 

As a big and diverse population, Indonesia has shown an 
interesting population dynamic during the last decades. 
The population is still growing, but the growth has been 

getting slower (World Bank). Considering that fertility 
plays big part in Indonesia’s population dynamic, this 
paper tries to explore the dynamic of fertility patterns, 
especially based on different socio-economic variables. 
Those groups include poverty, education level, and 
employment status. Even though this article uses more 
descriptive statistic measurements, some analysis would 
also try to see causality connection between those 
socio-economic attributes and fertility in Indonesia.

Literature Review on Fertility Behavior and 
Hypothesis

There are evidences that some social settings 
influence fertility. Mincer (1963) stated that income 
has a negative correlation with fertility. Having more 
income means that the family’s income generators 
(may include women) have higher productivity. In the 
other side, having more children means allocating more 
economically-non-productive time for children caring. 
The higher the productivity of women, the higher their 
opportunity cost1would be to leave labor force. It is 

1In general, opportunity cost means something that someone 
must give up when he/she makes a choice (Mankiw 2008). In this 
context would be: a woman would have to give up some amount of 
income she could obtain when she chooses to allocate her time tak-
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Table 1. Descriptive Statistics of Women in Reproductive Age during Periods 1995 – 2007 

based on Situation in Susenas 2009 (Age 17 - 63)

 

 

Number % Mean Consumption Expenditure/Month

Rp US$

Poor 8,057,578 11.1 166,230 18.5

Non-Poor 64,310,815 88.9 508,816 56.5

9 Year+ Formal Education 39,599,231 54.7 553,555 61.5

<9 Year Formal Education 32,769,162 45.3 370,514 41.2

No Work/Part Time Job 35,448,809 49.0 465,041 51.7

Agricultural Work 12,905,918 17.8 308,933 34.3

Non-Agricultural Work 24,013,666 33.2 565,911 62.9

Total in Each Grouping 72,368,393 100    
Source: Calculated from Susenas 2009 (BPS, 2009).

During 1995-2007, poor women tended to have 
significantly higher TFR than the non-poor women, 4.0 
for poor women and 2.4 for non-poor women in 2007 
(see Appendix 2). In addition, TFR trend for non-poor 
women progressively declined from 2.9 in1995 to 2.4 in 
2007, while TFR trend for poor women was considerably 
constant, or declining but in a very slow progress, from 
4.08 in 1995, to 4.04 in 2007 (Figure 1). 

This result is consistent with the hypothesis that better 
income, which in this case is estimated by consumption 
expenditure, can be associated with lower fertility. 
Higher consumption expenditure means higher 
income, which furthermore represents higher income 
generation ability (or productivity) of each household 
member, including women.  Higher women productivity 
implies higher opportunity cost to have more children 
and spend time at home taking care of them.

Figure 1. TFR 1995 – 2007 Trend by Poverty Status

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children 
Method (BPS, 2009).

Fertility Pattern Based on Educational Level

The data revealed that more than half (54.7%) of 
Indonesian women in reproductive age during 1995 – 
2007 graduated from 9 year education or even higher. 
This group of women also represented better off 
population in term of income, where they spent 49.4% 
more expenditure compared to the less educated 
women (see Table 1). Consistent with that, the TFR among 
more educated women were generally lower than the 
opposite group. The TFR of more educated women 
were 2.8 in 1995 and 2.6 in 2007, while for less educated 
women the TFR were 3.2 in 1995 and 2.9 in 2007 (see 
Appendix 3). These figures confirm the hypothesis that 
education bring declining effect to fertility. Education 
factor might bring that declining effect from women’s 
productivity channel, since higher education in here 
reflected higher consumption expenditure as well. 

The other interesting aspect of this result is actually that 
less educated women showed slightly more progressive 
reduction on their TFR during 1995 -2007 compared to 
more educated women (Figure 2). This fact could mean 
several things; first it could be that the starting point 
of more educated women’s fertility was already low, 
or acceptable/desirable according to social standard7. 
In that case they would not be willing to reduce their 
fertility more and feel secure with the current TFR, 
causing the speed of its reduction slower.

7Based on my personal experience, in Indonesia, a normal 
couple is expected to have two children. This behavior may be a result 
of widely recognized Family Planning campaign which promotes two 
children policy. For civil servants, the number of children supported 
by state allowance is also two. It may need further research to prove 
the causality connection between social pressure and fertility decision 
in a household.  
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more likely that a woman with high productivity would 
restrict the number of children she would have to allow 
herself joining labor force. 

This theory also implies that women’s employment 
status reflects their opportunity cost to have more 
children, and so influences their fertility. Women 
engaged in a productive job have higher time value and 
tend to limit their fertility. Education level of mother 
is too believed to influence fertility (Akmam 2002). 
Not only that education has positive correlation with 
productivity, but also because from educational process 
women obtain more knowledge about family planning 
and reproductive health, and more confidence to make 
decision.

 This short review helps to construct a 
hypothesis that those theories might be applicable in 
Indonesia case. Concluding from the theories, women 
live in wealthier household, women engaged in labor 
force, and women with higher level of education would 
have lower fertility than women in the opposite groups. 
Considering that Indonesia has experienced reduction 
on its population growth, declining pattern on fertility 
rates over time might have occurred in those groups as 
well, even though the progressiveness might vary.  

Methodology and Data: Susenas 2009

To conduct the fertility analysis, this paper utilizes own-
children method on Indonesia National Socio-Economic 
Survey (Susenas) 2009. This method links mothers and 
their own children based on a household survey data. 
Taking into account the age of mothers, the age of own 
children, and their mortality pattern (using life table), 
this method estimates fertility pattern by age (Avery, 
et. al.). This method results annual fertility estimation 
for 15 years back start from the survey year (that would 
be 1995-2009 for Susenas 2009). However, the analysis 
would only use 13 years earliest period (1995-2007)2, 
considering reporting problem usually happens for 
children age 0-1 which makes the most recent 2 years 

ing care of more children instead of working. If the woman has high 
productivity, the income she could obtain would be higher, and the 
opportunity cost to not working and have children instead would be 
higher too. 

2The object of this own children method, to predict fertility 
rate during 1995 – 2007, are women who were 17 – 63 years old on 
Susenas 2009. Following this, other socio-economic analysis would be 
based on women in this age group as well.   

data might not be reliable3. Fertility data resulted from 
this method will be analyzed across different women 
population groups, those are: (1) poor and non-poor 
women groups based on National Poverty Line4; (2) 
more educated and less educated women groups based 
on 9 years formal education attainment5; and (3) not 
engaged to any kind of work or engaged in part time job 
only (non-working/part timer), engaged in agricultural 
work, and engaged in non-agricultural job women 
groups.

Result: Fertility Pattern Based on Socio-Economic 
Groups

Consistent with the declining population growth, the 
TFR of Indonesian women has been decreasing from 3.0 
in 1995 to 2.6 in 2007 (see Appendix 1). While the socio-
economy groups specific fertility showed declining 
paths too, the patterns varied quite greatly, in the ways 
that are mostly consistent with the hypothesis. The more 
detailed explanations are as follows.

Fertility Pattern Based on Poverty Status

Applying national poverty line, 11.3% of women in 
reproductive age during 1995 – 2007 were poor in 
20096. Comparing the expenditure, non-poor women 
spent approximately three times amount of monthly 
expenditure compared to the poor ones. 

3Michael Levin (Harvard Center for Population and 
Development Studies), in discussion with the author, January 2012.

4 National Poverty Line for 2009 was Rp200,262 (US$22.3) 
per capita per month (Bappenas 2009).Indonesian Government uses 
consumption expenditure as a proxy of income, since income data in 
Indonesia is less reliable. 

5 9 year education is mandatory level in Indonesia and 
considered as primary education. Beside general skills, different level 
of family planning topics are also given at several grades during this 
9 year education. 

6The national poverty rate based on this method was 12.7%. 
This figure has 1.5% gap with the official 2009 figure. The source of the 
gap might be the national poverty line that I used (a general number 
for the whole country), while the official figure was actually based on 
more specific distric level poverty lines. 
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population in term of income, where they spent 49.4% 
more expenditure compared to the less educated 
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women the TFR were 3.2 in 1995 and 2.9 in 2007 (see 
Appendix 3). These figures confirm the hypothesis that 
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productivity channel, since higher education in here 
reflected higher consumption expenditure as well. 

The other interesting aspect of this result is actually that 
less educated women showed slightly more progressive 
reduction on their TFR during 1995 -2007 compared to 
more educated women (Figure 2). This fact could mean 
several things; first it could be that the starting point 
of more educated women’s fertility was already low, 
or acceptable/desirable according to social standard7. 
In that case they would not be willing to reduce their 
fertility more and feel secure with the current TFR, 
causing the speed of its reduction slower.

7Based on my personal experience, in Indonesia, a normal 
couple is expected to have two children. This behavior may be a result 
of widely recognized Family Planning campaign which promotes two 
children policy. For civil servants, the number of children supported 
by state allowance is also two. It may need further research to prove 
the causality connection between social pressure and fertility decision 
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more likely that a woman with high productivity would 
restrict the number of children she would have to allow 
herself joining labor force. 

This theory also implies that women’s employment 
status reflects their opportunity cost to have more 
children, and so influences their fertility. Women 
engaged in a productive job have higher time value and 
tend to limit their fertility. Education level of mother 
is too believed to influence fertility (Akmam 2002). 
Not only that education has positive correlation with 
productivity, but also because from educational process 
women obtain more knowledge about family planning 
and reproductive health, and more confidence to make 
decision.

 This short review helps to construct a 
hypothesis that those theories might be applicable in 
Indonesia case. Concluding from the theories, women 
live in wealthier household, women engaged in labor 
force, and women with higher level of education would 
have lower fertility than women in the opposite groups. 
Considering that Indonesia has experienced reduction 
on its population growth, declining pattern on fertility 
rates over time might have occurred in those groups as 
well, even though the progressiveness might vary.  

Methodology and Data: Susenas 2009
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their own children based on a household survey data. 
Taking into account the age of mothers, the age of own 
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higher too. 

2The object of this own children method, to predict fertility 
rate during 1995 – 2007, are women who were 17 – 63 years old on 
Susenas 2009. Following this, other socio-economic analysis would be 
based on women in this age group as well.   

data might not be reliable3. Fertility data resulted from 
this method will be analyzed across different women 
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only (non-working/part timer), engaged in agricultural 
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Consistent with the declining population growth, the 
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economy groups specific fertility showed declining 
paths too, the patterns varied quite greatly, in the ways 
that are mostly consistent with the hypothesis. The more 
detailed explanations are as follows.
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reproductive age during 1995 – 2007 were poor in 
20096. Comparing the expenditure, non-poor women 
spent approximately three times amount of monthly 
expenditure compared to the poor ones. 

3Michael Levin (Harvard Center for Population and 
Development Studies), in discussion with the author, January 2012.

4 National Poverty Line for 2009 was Rp200,262 (US$22.3) 
per capita per month (Bappenas 2009).Indonesian Government uses 
consumption expenditure as a proxy of income, since income data in 
Indonesia is less reliable. 

5 9 year education is mandatory level in Indonesia and 
considered as primary education. Beside general skills, different level 
of family planning topics are also given at several grades during this 
9 year education. 

6The national poverty rate based on this method was 12.7%. 
This figure has 1.5% gap with the official 2009 figure. The source of the 
gap might be the national poverty line that I used (a general number 
for the whole country), while the official figure was actually based on 
more specific distric level poverty lines. 
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Table 2. Descriptive Statistics of Women in Reproductive Age during Periods 1995 – 2007 

by Employment Status, based on Situation in Susenas 2009 (Age 17 - 63)

 

Number % Mean Consumption Expenditure

Rp US$

Agricultural Work

Poor 2,703,511 21.0 164,600 18.3

Non-Poor 10,202,407 79.1 347,180 38.6

9 Year+ Formal Education 4,303,311 33.3 318,268 35.4

<9 Year Formal Education 8,602,607 66.7 304,263 33.8

Total 12,905,918 100 308,933 34.3

Non-Agricultural Work

Poor 1,516,183 6.3 169,275 18.8

Non-Poor 22,497,483 93.7 592,641 65.8

9 Year+ Formal Education 15,142,312 63.1 637,996 70.9

<9 Year Formal Education 8,871,354 36.9 442,870 49.2

Total 24,013,666 100 565,911 62.9

No Work/Part Time Job

Poor 3,837,884 10.8 166,175 18.5

Non-Poor 31,610,925 89.2 501,326 55.7

9 Year+ Formal Education 20,153,608 56.9 540,351 60.0

<9 Year Formal Education 15,295,201 43.2 365,809 40.6

Total 35,448,809 100 465,041 51.7
Source: Calculated from Susenas 2009 (BPS, 2009).

Considering this fact, they might voluntarily decide 
to reduce their participation in the labor force, stay at 
home, and take care of the children. Their high level of 
education should enable them to understand family 
planning quite well, which explains the stagnant but not 
too high TFR pattern for most of the years. 

Conclusion

The main conclusion of this essay is that the fertility 
pattern of Indonesian women, based on Susenas 2009, 
varied among different social attribute-based groups 
and the way they differed to each other was consistent 
with the hypothesis:

•	 the poor women showed higher fertility with slower 
reduction path compared to the non-poor women; 

•	 the more educated women had lower fertility than 
the less educated women; and 

•	 women engaged in full time employment activities 
performed fast declining path of TFR, while in gen-

eral women in non-agricultural works had the lowest 
fertility among others. 

From deeper analysis, those different social attributes 
actually influenced fertility from a similar channel, 
that is productivity. Higher consumption, higher level 
of education, and engagement to non-agricultural 
work can be associated with population with high 
productivity. That productivity would put higher cost to 
the family if they were about to have more children and 
should allocate their economically-productive time to 
take care the children.

However, there are some findings that encourage further 
research. The first is the slightly faster declining path of 
less educated women’s fertility during 1995 – 2007. That 
finding could imply that something was wrong with 
the data, but it could also mean that formal education 
influenced the level of TFR but did not have any effect 
on its decreasing speed. This encourages more research 
to find the influence of other factors, such as social/
cultural standard (or pressure), informal education, and 
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Figure 2. TFR 1995 – 2007 Trend by Educational Level

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children 
Method (BPS, 2009).

Second, it could be that awareness of less educated 
women about the importance of family planning 
increased progressively during that time periods. It 
would need further research, but this finding indicates 
that many factors besides formal education might 
influence fertility, including social standard, government 
policy, and informal education through community. If 
this trend continues, in the future (not so near though) 
both groups might achieve same level of TFR, which 
means in that certain point they would have similar 
standard in deciding fertility. 

Fertility Pattern Based on Employment Type

According to Susenas 2009, among women in 
reproductive age during 1995 – 2007, 49% did not 
engaged to any kind of work or conducted only part 
time job, 17.8% fully engaged in agricultural work, and 
33.2% were full time workers in non-agricultural sector. 
As expected, among those groups women engaged 
in non-agricultural sector had the lowest TFR and 
performed progressive reduction path over the years 
(from 2.7 in 1995 to 2.0 in 2007, see Appendix 4).

Women engaged in agricultural sector had the highest 
TFR for most of the time. This fact is interesting but 

not a new knowledge. Lim (2002) states that fertility 
tends to have no or even positive correlation with labor 
participation in agriculture. However, it actually showed 
quite fast declining rate, not too different with TFR for 
women in non-agricultural sector (from 3.4 in 1995 
to 2.7 in 2007). This pattern reveals that in Indonesia, 
women participation to any employment sector created 
progressive declining trend of TFR. Again, this can be 
linked to women productivity theory, where ability to 
generate income created more opportunity cost to own 
more children and allocate time for child caring. 

In the other side, the TFR for non-working women or 
women engaged in part time job showed considerably 
stagnant pattern around 2.9 - 3.0 during 1995 - 2007 (see 
Figure 3 and Appendix 4). One possible explanation is 
the characteristic of this group which consist of women 
from wealthier households. The data confirms that 
women in this group spent 1.5 times bigger amount 
of consumption expenditure compared to women 
engaged in agricultural job (see Table 2).

Figure 3. TFR 1995 – 2007 Trend by Employment 
Status

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children 
Method (BPS, 2009).

They were also more educated than women in 
agricultural sector (56.9% graduated from 9 year 
mandatory education, compared to only 33.3% in 
agricultural sector – Table 2). 
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Conclusion
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the less educated women; and 
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Figure 2. TFR 1995 – 2007 Trend by Educational Level

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children 
Method (BPS, 2009).
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that many factors besides formal education might 
influence fertility, including social standard, government 
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engaged to any kind of work or conducted only part 
time job, 17.8% fully engaged in agricultural work, and 
33.2% were full time workers in non-agricultural sector. 
As expected, among those groups women engaged 
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performed progressive reduction path over the years 
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Women engaged in agricultural sector had the highest 
TFR for most of the time. This fact is interesting but 

not a new knowledge. Lim (2002) states that fertility 
tends to have no or even positive correlation with labor 
participation in agriculture. However, it actually showed 
quite fast declining rate, not too different with TFR for 
women in non-agricultural sector (from 3.4 in 1995 
to 2.7 in 2007). This pattern reveals that in Indonesia, 
women participation to any employment sector created 
progressive declining trend of TFR. Again, this can be 
linked to women productivity theory, where ability to 
generate income created more opportunity cost to own 
more children and allocate time for child caring. 

In the other side, the TFR for non-working women or 
women engaged in part time job showed considerably 
stagnant pattern around 2.9 - 3.0 during 1995 - 2007 (see 
Figure 3 and Appendix 4). One possible explanation is 
the characteristic of this group which consist of women 
from wealthier households. The data confirms that 
women in this group spent 1.5 times bigger amount 
of consumption expenditure compared to women 
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They were also more educated than women in 
agricultural sector (56.9% graduated from 9 year 
mandatory education, compared to only 33.3% in 
agricultural sector – Table 2). 
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Appendix 3. ASFR and TFR 1995 – 2007 by Educational Level

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9 Year+ Formal Education

15-19 43.0 42.1 45.3 39.7 43.9 48.0 46.7 41.0 40.7 37.0 37.4 34.7 35.0

20-24 136.9 139.2 148.1 126.0 135.0 149.6 136.5 127.0 121.5 113.4 118.4 117.8 116.0

25-29 161.2 157.1 165.7 147.1 158.4 174.3 153.6 146.7 146.0 136.2 146.2 144.2 144.0

30-34 122.9 123.1 129.3 112.2 116.4 143.6 127.7 120.3 119.9 119.2 120.1 115.9 117.7

35-39 64.9 67.6 69.4 60.6 69.6 78.9 73.5 70.5 68.2 65.9 73.1 68.5 70.8

40-44 30.0 29.8 27.6 22.8 26.0 27.0 23.2 23.8 23.1 25.3 23.2 25.1 24.0

45-49 7.1 8.3 7.5 8.2 6.5 10.3 6.0 6.7 5.2 5.9 6.0 6.6 4.8

TFR 2.8 2.8 3.0 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6

<9 Year Formal Education

15-19 101.8 103.9 110.3 103.6 109.3 124.5 109.9 107.9 104.2 89.6 95.8 90.9 91.1

20-24 168.0 176.3 177.0 156.6 173.9 186.3 168.1 163.1 152.6 151.7 155.2 154.2 153.9

25-29 144.8 146.5 150.3 132.4 154.0 165.3 146.5 147.3 142.5 135.6 140.1 129.5 136.3

30-34 113.4 113.1 109.8 95.5 102.3 123.0 106.6 106.1 104.8 108.1 110.6 103.0 104.2

35-39 66.5 69.6 69.1 60.3 66.1 75.9 63.4 62.8 62.9 62.2 60.3 62.5 60.6

40-44 32.9 32.9 30.7 25.7 26.6 29.2 25.0 23.1 25.6 24.5 25.7 24.6 23.1

45-49 9.5 10.3 9.5 8.4 7.5 9.3 6.3 6.7 6.8 4.9 5.5 5.8 5.0

TFR 3.2 3.3 3.3 2.9 3.2 3.6 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children Method (BPS, 2009).
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government campaign, to the desired fertility rate on a 
population. The second is the considerably stagnant, but 
not too high, TFR of women who did not work or engage 
to only part time job. Deeper research should be done 
to reveal the characteristics of this group to understand 

the stable level of their fertility over the years. 

In the end, we can only say that the presented social-
economic indicators were indeed important, but 
certainly those are not the only factors that influence 
fertility. 

Appendices

Appendix 1. ASFR and TFR 1995 – 2007 in Indonesia

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
15-19 68.8 68.4 71.9 64.9 68.7 75.6 68.6 63.1 60.8 52.9 54.3 50.3 49.9
20-24 151.6 156.6 161.6 140.2 152.6 165.7 149.9 141.8 133.7 127.9 131.7 130.4 128.6
25-29 152.7 151.8 158.2 140.1 156.3 170.0 150.3 147.0 144.4 135.9 143.5 138.0 140.8
30-34 117.2 117.2 118.1 102.9 108.8 133.0 117.2 113.4 112.7 113.9 115.6 109.8 111.4
35-39 65.9 68.8 69.2 60.4 67.5 77.1 67.6 66.1 65.3 63.9 66.5 65.5 65.8
40-44 31.8 31.7 29.5 24.6 26.4 28.4 24.3 23.4 24.7 24.8 24.7 24.8 23.5
45-49 8.4 9.5 8.7 8.3 7.1 9.7 6.2 6.7 6.2 5.3 5.7 6.1 5.0
TFR 3.0 3.0 3.1 2.7 2.9 3.3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6

Appendix 2. ASFR and TFR 1995 – 2007 by Poverty Status

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Poor

15-19 98.2 98.4 108.9 96.0 112.0 118.1 108.5 102.1 95.6 79.9 82.5 76.8 79.4
20-24 181.5 194.4 218.8 193.2 208.1 224.4 197.8 196.4 181.1 185.5 189.9 183.6 186.4
25-29 185.2 185.4 215.2 183.8 216.3 227.5 202.5 200.1 199.7 192.4 190.1 192.1 192.2
30-34 157.7 164.6 165.6 151.8 165.6 184.6 175.8 170.3 162.9 178.2 164.1 165.2 165.0
35-39 101.6 101.9 115.0 105.1 122.5 128.5 119.6 122.2 117.1 113.7 115.5 114.7 113.8
40-44 50.9 55.5 54.4 44.3 59.1 64.8 50.3 52.4 57.4 62.0 49.0 58.8 55.3
45-49 13.0 15.4 16.8 16.9 14.0 25.8 14.6 20.5 14.8 14.1 17.0 15.0 15.0
TFR 3.9 4.1 4.5 4.0 4.5 4.9 4.3 4.3 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0

Non-Poor
15-19 64.4 64.0 66.5 60.4 62.7 70.0 63.4 58.1 56.3 49.4 50.5 46.7 45.9
20-24 147.1 150.9 152.9 132.2 144.2 157.0 142.9 133.9 127.0 120.0 124.0 123.4 121.1
25-29 148.5 147.3 150.3 133.8 147.5 161.4 142.4 138.9 136.1 127.5 136.6 130.0 133.4
30-34 112.3 111.5 112.4 96.8 101.7 126.3 109.3 105.5 105.5 104.4 108.3 101.4 103.3
35-39 62.1 65.2 64.0 55.3 61.0 70.9 61.3 59.3 58.9 57.7 60.2 58.9 59.1
40-44 29.6 29.1 26.9 22.5 22.9 24.6 21.5 20.1 20.9 20.4 21.7 20.7 19.7
45-49 7.8 8.7 7.7 7.2 6.3 7.9 5.3 5.3 5.2 4.4 4.5 5.1 3.8
TFR 2.9 2.9 2.9 2.5 2.7 3.1 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children Method (BPS, 2009).
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Appendix 3. ASFR and TFR 1995 – 2007 by Educational Level

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9 Year+ Formal Education

15-19 43.0 42.1 45.3 39.7 43.9 48.0 46.7 41.0 40.7 37.0 37.4 34.7 35.0

20-24 136.9 139.2 148.1 126.0 135.0 149.6 136.5 127.0 121.5 113.4 118.4 117.8 116.0

25-29 161.2 157.1 165.7 147.1 158.4 174.3 153.6 146.7 146.0 136.2 146.2 144.2 144.0

30-34 122.9 123.1 129.3 112.2 116.4 143.6 127.7 120.3 119.9 119.2 120.1 115.9 117.7

35-39 64.9 67.6 69.4 60.6 69.6 78.9 73.5 70.5 68.2 65.9 73.1 68.5 70.8

40-44 30.0 29.8 27.6 22.8 26.0 27.0 23.2 23.8 23.1 25.3 23.2 25.1 24.0

45-49 7.1 8.3 7.5 8.2 6.5 10.3 6.0 6.7 5.2 5.9 6.0 6.6 4.8

TFR 2.8 2.8 3.0 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6

<9 Year Formal Education

15-19 101.8 103.9 110.3 103.6 109.3 124.5 109.9 107.9 104.2 89.6 95.8 90.9 91.1

20-24 168.0 176.3 177.0 156.6 173.9 186.3 168.1 163.1 152.6 151.7 155.2 154.2 153.9

25-29 144.8 146.5 150.3 132.4 154.0 165.3 146.5 147.3 142.5 135.6 140.1 129.5 136.3

30-34 113.4 113.1 109.8 95.5 102.3 123.0 106.6 106.1 104.8 108.1 110.6 103.0 104.2

35-39 66.5 69.6 69.1 60.3 66.1 75.9 63.4 62.8 62.9 62.2 60.3 62.5 60.6

40-44 32.9 32.9 30.7 25.7 26.6 29.2 25.0 23.1 25.6 24.5 25.7 24.6 23.1

45-49 9.5 10.3 9.5 8.4 7.5 9.3 6.3 6.7 6.8 4.9 5.5 5.8 5.0

TFR 3.2 3.3 3.3 2.9 3.2 3.6 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children Method (BPS, 2009).
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government campaign, to the desired fertility rate on a 
population. The second is the considerably stagnant, but 
not too high, TFR of women who did not work or engage 
to only part time job. Deeper research should be done 
to reveal the characteristics of this group to understand 

the stable level of their fertility over the years. 

In the end, we can only say that the presented social-
economic indicators were indeed important, but 
certainly those are not the only factors that influence 
fertility. 

Appendices

Appendix 1. ASFR and TFR 1995 – 2007 in Indonesia

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
15-19 68.8 68.4 71.9 64.9 68.7 75.6 68.6 63.1 60.8 52.9 54.3 50.3 49.9
20-24 151.6 156.6 161.6 140.2 152.6 165.7 149.9 141.8 133.7 127.9 131.7 130.4 128.6
25-29 152.7 151.8 158.2 140.1 156.3 170.0 150.3 147.0 144.4 135.9 143.5 138.0 140.8
30-34 117.2 117.2 118.1 102.9 108.8 133.0 117.2 113.4 112.7 113.9 115.6 109.8 111.4
35-39 65.9 68.8 69.2 60.4 67.5 77.1 67.6 66.1 65.3 63.9 66.5 65.5 65.8
40-44 31.8 31.7 29.5 24.6 26.4 28.4 24.3 23.4 24.7 24.8 24.7 24.8 23.5
45-49 8.4 9.5 8.7 8.3 7.1 9.7 6.2 6.7 6.2 5.3 5.7 6.1 5.0
TFR 3.0 3.0 3.1 2.7 2.9 3.3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6

Appendix 2. ASFR and TFR 1995 – 2007 by Poverty Status

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Poor

15-19 98.2 98.4 108.9 96.0 112.0 118.1 108.5 102.1 95.6 79.9 82.5 76.8 79.4
20-24 181.5 194.4 218.8 193.2 208.1 224.4 197.8 196.4 181.1 185.5 189.9 183.6 186.4
25-29 185.2 185.4 215.2 183.8 216.3 227.5 202.5 200.1 199.7 192.4 190.1 192.1 192.2
30-34 157.7 164.6 165.6 151.8 165.6 184.6 175.8 170.3 162.9 178.2 164.1 165.2 165.0
35-39 101.6 101.9 115.0 105.1 122.5 128.5 119.6 122.2 117.1 113.7 115.5 114.7 113.8
40-44 50.9 55.5 54.4 44.3 59.1 64.8 50.3 52.4 57.4 62.0 49.0 58.8 55.3
45-49 13.0 15.4 16.8 16.9 14.0 25.8 14.6 20.5 14.8 14.1 17.0 15.0 15.0
TFR 3.9 4.1 4.5 4.0 4.5 4.9 4.3 4.3 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0

Non-Poor
15-19 64.4 64.0 66.5 60.4 62.7 70.0 63.4 58.1 56.3 49.4 50.5 46.7 45.9
20-24 147.1 150.9 152.9 132.2 144.2 157.0 142.9 133.9 127.0 120.0 124.0 123.4 121.1
25-29 148.5 147.3 150.3 133.8 147.5 161.4 142.4 138.9 136.1 127.5 136.6 130.0 133.4
30-34 112.3 111.5 112.4 96.8 101.7 126.3 109.3 105.5 105.5 104.4 108.3 101.4 103.3
35-39 62.1 65.2 64.0 55.3 61.0 70.9 61.3 59.3 58.9 57.7 60.2 58.9 59.1
40-44 29.6 29.1 26.9 22.5 22.9 24.6 21.5 20.1 20.9 20.4 21.7 20.7 19.7
45-49 7.8 8.7 7.7 7.2 6.3 7.9 5.3 5.3 5.2 4.4 4.5 5.1 3.8
TFR 2.9 2.9 2.9 2.5 2.7 3.1 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children Method (BPS, 2009).
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Appendix 4. ASFR and TFR 1995 – 2007 by Employment Status

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

No Work/Engaged in Part Time Job

15-19 65.7 67.6 72.8 66.9 69.8 81.9 72.9 66.0 64.6 54.5 56.2 51.5 51.0

20-24 153.2 160.3 164.1 141.4 156.0 173.6 156.8 149.4 144.4 137.3 142.9 141.3 149.6

25-29 155.4 153.9 158.8 140.4 158.3 173.7 152.8 153.6 151.7 139.9 153.4 143.7 155.8

30-34 117.6 117.2 114.8 103.2 103.8 140.7 121.8 116.0 118.7 119.6 122.7 119.7 128.5

35-39 63.6 66.2 63.9 56.0 66.4 75.1 69.6 66.0 67.9 67.0 72.9 72.9 77.4

40-44 27.0 29.0 25.6 21.7 26.2 27.3 21.8 24.9 26.3 26.8 27.7 29.7 28.9

45-49 5.7 7.2 6.1 6.3 6.3 8.2 5.2 6.6 6.4 5.3 6.0 6.5 5.4

TFR 2.9 3.0 3.0 2.7 2.9 3.4 3.0 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 3.0

Agricultural Work

15-19 100.1 99.6 105.6 95.4 106.2 110.4 106.1 103.8 100.7 88.4 87.9 82.2 80.5

20-24 172.7 176.6 189.4 164.6 181.4 196.4 179.4 175.7 162.8 156.3 159.5 161.0 145.1

25-29 154.2 152.7 170.9 148.6 168.9 181.1 161.1 153.8 157.6 147.4 142.5 142.7 133.2

30-34 117.8 124.9 126.5 102.8 121.0 131.6 117.4 116.8 116.0 115.3 113.3 105.2 98.8

35-39 73.2 74.9 78.5 68.0 77.0 84.2 70.8 68.4 69.1 66.1 65.6 61.7 58.5

40-44 40.2 40.8 39.2 31.4 30.5 33.9 30.6 26.4 29.0 27.5 26.5 25.5 21.6

45-49 13.2 13.0 13.4 12.1 9.9 13.7 9.1 8.5 8.0 6.4 6.8 7.4 6.5

TFR 3.4 3.4 3.6 3.1 3.5 3.8 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.7

Non-Agricultural Work

15-19 51.8 48.6 48.2 42.3 44.1 45.4 41.1 37.2 33.7 32.2 33.4 30.3 28.9

20-24 132.6 135.9 136.8 120.1 126.4 131.9 118.9 107.0 97.6 95.1 97.1 95.3 83.8

25-29 148.5 148.5 147.1 132.7 143.6 156.2 138.3 132.0 123.6 121.6 128.6 125.5 121.3

30-34 116.2 110.0 114.4 102.6 104.2 125.2 111.3 107.4 102.3 105.2 107.5 99.3 95.9

35-39 60.9 65.5 65.7 57.8 59.3 72.4 62.5 64.2 59.0 58.5 59.9 59.9 57.5

40-44 29.4 25.3 24.3 21.2 22.1 23.8 20.7 18.3 18.3 19.7 19.6 18.6 19.1

45-49 8.6 9.9 7.8 7.2 4.9 7.1 4.5 4.9 3.7 4.1 4.1 4.1 2.9

TFR 2.7 2.7 2.7 2.4 2.5 2.8 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.2 2.0

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children Method (BPS, 2009).
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Appendix 4. ASFR and TFR 1995 – 2007 by Employment Status

Age 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

No Work/Engaged in Part Time Job

15-19 65.7 67.6 72.8 66.9 69.8 81.9 72.9 66.0 64.6 54.5 56.2 51.5 51.0

20-24 153.2 160.3 164.1 141.4 156.0 173.6 156.8 149.4 144.4 137.3 142.9 141.3 149.6

25-29 155.4 153.9 158.8 140.4 158.3 173.7 152.8 153.6 151.7 139.9 153.4 143.7 155.8

30-34 117.6 117.2 114.8 103.2 103.8 140.7 121.8 116.0 118.7 119.6 122.7 119.7 128.5

35-39 63.6 66.2 63.9 56.0 66.4 75.1 69.6 66.0 67.9 67.0 72.9 72.9 77.4

40-44 27.0 29.0 25.6 21.7 26.2 27.3 21.8 24.9 26.3 26.8 27.7 29.7 28.9

45-49 5.7 7.2 6.1 6.3 6.3 8.2 5.2 6.6 6.4 5.3 6.0 6.5 5.4

TFR 2.9 3.0 3.0 2.7 2.9 3.4 3.0 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 3.0

Agricultural Work

15-19 100.1 99.6 105.6 95.4 106.2 110.4 106.1 103.8 100.7 88.4 87.9 82.2 80.5

20-24 172.7 176.6 189.4 164.6 181.4 196.4 179.4 175.7 162.8 156.3 159.5 161.0 145.1

25-29 154.2 152.7 170.9 148.6 168.9 181.1 161.1 153.8 157.6 147.4 142.5 142.7 133.2

30-34 117.8 124.9 126.5 102.8 121.0 131.6 117.4 116.8 116.0 115.3 113.3 105.2 98.8

35-39 73.2 74.9 78.5 68.0 77.0 84.2 70.8 68.4 69.1 66.1 65.6 61.7 58.5

40-44 40.2 40.8 39.2 31.4 30.5 33.9 30.6 26.4 29.0 27.5 26.5 25.5 21.6

45-49 13.2 13.0 13.4 12.1 9.9 13.7 9.1 8.5 8.0 6.4 6.8 7.4 6.5

TFR 3.4 3.4 3.6 3.1 3.5 3.8 3.4 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.7

Non-Agricultural Work

15-19 51.8 48.6 48.2 42.3 44.1 45.4 41.1 37.2 33.7 32.2 33.4 30.3 28.9

20-24 132.6 135.9 136.8 120.1 126.4 131.9 118.9 107.0 97.6 95.1 97.1 95.3 83.8

25-29 148.5 148.5 147.1 132.7 143.6 156.2 138.3 132.0 123.6 121.6 128.6 125.5 121.3

30-34 116.2 110.0 114.4 102.6 104.2 125.2 111.3 107.4 102.3 105.2 107.5 99.3 95.9

35-39 60.9 65.5 65.7 57.8 59.3 72.4 62.5 64.2 59.0 58.5 59.9 59.9 57.5

40-44 29.4 25.3 24.3 21.2 22.1 23.8 20.7 18.3 18.3 19.7 19.6 18.6 19.1

45-49 8.6 9.9 7.8 7.2 4.9 7.1 4.5 4.9 3.7 4.1 4.1 4.1 2.9

TFR 2.7 2.7 2.7 2.4 2.5 2.8 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.2 2.0

Source: Calculated from Susenas 2009 using Own Children Method (BPS, 2009).
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and the Akashi Kaikyo in Japan. 2  The existence of Sunda 
Straits Bridge (‘JSS’) offers an effective transportation, 
which is relatively wave resistance and does not depend 
on the weather as the ferry does.3 The bridge is expected 
to reduce travelling time to only 30 minutes compared 
to ferry services that take an average of 2-3 hours.4 This 
article will discuss the contract alliance and whether it is 
being applied properly in the Sunda Strait Project.

II. Overview of the Sunda Strait Project

Since 1965, the development of Sunda Strait has 
been mentioned in several rules and regulations. 
However, it was not until the year 2008 that the linking 
infrastructure was clearly stated as bridge and not as 
other form of infrastructure. Government Regulation No. 
26 of 2008 on the National Spatial Plan stated that ‘Sunda 
Strait Bridge is a part of the national road toll and that 
the Sunda Strait Area is a national strategic area.’5 This 
government regulation is the legal basis for developing 
the Sunda Strait bridge and the surrounding area that is 
considered to be strategic. The project itself is estimated 
to require 25 billion USD investments.6 

In 2009, the Government of Indonesia formed the 
National Team for the preparation of Sunda Strait 
Development, via Presidential Decree No 36 of 2009. The 
Coordinating Minister of Economic Affairs chaired the 
National team while the daily executive is the Minister 
of Public Works.7 The National Team member was the 
Minister of Transportation, Minister of Finance, Minister 
of Home Affairs, Minister of National Development 
Planning and any other related ministers.

In 2011, the government issued Presidential Regulation 
on the Development of Sunda Strait for establishing 
the development institution that is in charge of 
regulating the development of Sunda Strait’s area 
and infrastructure. The Sunda Strait Project will cover 
the development of surrounding areas including 
the integrated infrastructures. An integrated railway 

2 Study Review on Sunda Strait Bridge Project, (Report, 
Ministry of National Development Planning, October 2009) 4.

3 Bastary, above n 1. 
4 Ibid. 
5 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional [Government Regulation No. 26 of 2008 
on National Spatial Plan](Indonesia) art 28 [author’s trans].

6 The Ministry of National Development Planning (Republic 
of Indonesia), Public Private Partnerships: Infrastructure Projects Plan in 
Indonesia (2012) 14.

7 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2009 Tentang Tim Nasional 
Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda [Presidential Decree 
No. 36 of 2009 on the Preparation of Sunda Strait Bridge](Indonesia) 
art 1 [author’s trans].

access will enable passengers and freight services to 
use trains to cross Sunda Straits.8 Other infrastructure 
that is planned to be integrated into the bridge are the 
installation of liquid and gas pipes, cables and fiber optic 
networks, and the center for tidal-based electricity.9

The Sunda Strait Project is unique because of its 
wide scope and complexity, and no regulation in 
Indonesia, not even the PPP regulation, can cover this 
kind of investment arrangement. Consequently, the 
government decided to issue a different tender process 
for choosing the investor as the developer of the project, 
modifying from the PPP tender process. 

The government also adopted the Australian contract 
alliance concept in choosing the investor.  Some foreign 
investors already showed their interest to participate 
in the project; however, one thing that concerns the 
investors is risks mitigation. The complexity of the 
project requires a great deal of government guarantee 
and government support.

III. Regulatory Framework

A. Presidential Regulation No. 86 Year 2011 on the 
Development of Sunda Strait Strategic Areas and 
Infrastructures 

The development of Sunda Strait comprises various 
activities from planning, construction, operation and 
the maintenance of Sunda Strait strategic areas and 
infrastructures.10 The strategic areas of Sunda Strait 
means the areas, surrounding island and seas in 
the territory of Lampung Province, Banten Province 
and any other areas that will be stipulated under 
the development plan.11 Furthermore, the strategic 
infrastructures of Sunda Strait comprises of bridge 
toll, railroad, utility, sailing navigation system, and any 
other infrastructure that might be able to connect the 
Java Island and Sumatra Island, including integrated 
renewable energy.12 

The development of the Sunda Strait Project is under 
the responsibility of the Development Agency of Sunda 
Strait Strategic Area and Infrastructures (Development 

8  Bastary, above n 1.
9  Ibid. 
10Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang 

Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 
[Presidential Regulation No 86 of 2011 on The Development of Sunda 
Strait Strategic Areas and Infrastructures](Indonesia) art 1(1) [author’s 
trans].

11 Ibid art 1(2).
12 Ibid art 1(3).
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Abstract

The discussion about Sunda Strait development started 
in the 1960s. Since then, there have been several studies 
conducted by the Government of Indonesia and private 
parties regarding the suitable infrastructure to connect 
both islands. The Sunda Strait Project is unique because 
of its wide scope and complexity, and no regulation in 
Indonesia, not even the PPP regulation, can cover this 
kind of investment arrangement. Consequently, the 
government decided to issue a different tender process 
for choosing the investor as the developer of the project, 
modifying from the PPP tender process. The government 
also adopted the Australian contract alliance concept in 
choosing the investor.  Some foreign investors already 
showed their interest to participate in the project; 
however, one thing that concerns the investors is risks 
mitigation. The complexity of the project requires a 
great deal of government guarantee and government 
support. This article will discuss the contract alliance 
and whether it is being applied properly in the Sunda 
Strait Project.

*) Penulis adalah pejabat fungsional Perencana  Kement. PPN/
Bappenas.

I. Introduction

The discussion about Sunda Strait development started 
in the 1960s. The initial study was from Prof Sedyatmo, 
a well-known academic from Bandung Institute of 
Technology, who suggested that there is a need to link 
Java and Sumatra. Since then, there have been several 
studies conducted by the Government of Indonesia and 
private parties regarding the suitable infrastructure to 
connect both islands. The development of Sunda Strait 
will link two major and rapidly developing islands in 
Indonesia, Java and Sumatra, currently occupied by 78 
per cent of Indonesia’s population and contributing up 
to 80 per cent of National GDP.1 Connecting the islands 
could be done in different forms; however, the two 
most applicable ways were either by tunnel or bridge. 
In 2008, the President of Indonesia decided that the 
infrastructure linking both islands would be a bridge. 
Sunda Strait is located in a volcanic and tectonic area and 
the bridge was considered to be safer than the tunnel. 
The longest bridge spans will reach 2.2 miles, which is 
the longest in the world, surpassing Xihoumen in China, 

1Bastary Pandji Indra, ‘Initial Concept for Sunda Strait Strategic 
Area Development’ (paper presented at the Workshop to Japanese 
Investor in Jakarta, 27 September 2011).
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and the Akashi Kaikyo in Japan. 2  The existence of Sunda 
Straits Bridge (‘JSS’) offers an effective transportation, 
which is relatively wave resistance and does not depend 
on the weather as the ferry does.3 The bridge is expected 
to reduce travelling time to only 30 minutes compared 
to ferry services that take an average of 2-3 hours.4 This 
article will discuss the contract alliance and whether it is 
being applied properly in the Sunda Strait Project.

II. Overview of the Sunda Strait Project

Since 1965, the development of Sunda Strait has 
been mentioned in several rules and regulations. 
However, it was not until the year 2008 that the linking 
infrastructure was clearly stated as bridge and not as 
other form of infrastructure. Government Regulation No. 
26 of 2008 on the National Spatial Plan stated that ‘Sunda 
Strait Bridge is a part of the national road toll and that 
the Sunda Strait Area is a national strategic area.’5 This 
government regulation is the legal basis for developing 
the Sunda Strait bridge and the surrounding area that is 
considered to be strategic. The project itself is estimated 
to require 25 billion USD investments.6 

In 2009, the Government of Indonesia formed the 
National Team for the preparation of Sunda Strait 
Development, via Presidential Decree No 36 of 2009. The 
Coordinating Minister of Economic Affairs chaired the 
National team while the daily executive is the Minister 
of Public Works.7 The National Team member was the 
Minister of Transportation, Minister of Finance, Minister 
of Home Affairs, Minister of National Development 
Planning and any other related ministers.

In 2011, the government issued Presidential Regulation 
on the Development of Sunda Strait for establishing 
the development institution that is in charge of 
regulating the development of Sunda Strait’s area 
and infrastructure. The Sunda Strait Project will cover 
the development of surrounding areas including 
the integrated infrastructures. An integrated railway 

2 Study Review on Sunda Strait Bridge Project, (Report, 
Ministry of National Development Planning, October 2009) 4.

3 Bastary, above n 1. 
4 Ibid. 
5 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional [Government Regulation No. 26 of 2008 
on National Spatial Plan](Indonesia) art 28 [author’s trans].

6 The Ministry of National Development Planning (Republic 
of Indonesia), Public Private Partnerships: Infrastructure Projects Plan in 
Indonesia (2012) 14.

7 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2009 Tentang Tim Nasional 
Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda [Presidential Decree 
No. 36 of 2009 on the Preparation of Sunda Strait Bridge](Indonesia) 
art 1 [author’s trans].

access will enable passengers and freight services to 
use trains to cross Sunda Straits.8 Other infrastructure 
that is planned to be integrated into the bridge are the 
installation of liquid and gas pipes, cables and fiber optic 
networks, and the center for tidal-based electricity.9

The Sunda Strait Project is unique because of its 
wide scope and complexity, and no regulation in 
Indonesia, not even the PPP regulation, can cover this 
kind of investment arrangement. Consequently, the 
government decided to issue a different tender process 
for choosing the investor as the developer of the project, 
modifying from the PPP tender process. 

The government also adopted the Australian contract 
alliance concept in choosing the investor.  Some foreign 
investors already showed their interest to participate 
in the project; however, one thing that concerns the 
investors is risks mitigation. The complexity of the 
project requires a great deal of government guarantee 
and government support.

III. Regulatory Framework

A. Presidential Regulation No. 86 Year 2011 on the 
Development of Sunda Strait Strategic Areas and 
Infrastructures 

The development of Sunda Strait comprises various 
activities from planning, construction, operation and 
the maintenance of Sunda Strait strategic areas and 
infrastructures.10 The strategic areas of Sunda Strait 
means the areas, surrounding island and seas in 
the territory of Lampung Province, Banten Province 
and any other areas that will be stipulated under 
the development plan.11 Furthermore, the strategic 
infrastructures of Sunda Strait comprises of bridge 
toll, railroad, utility, sailing navigation system, and any 
other infrastructure that might be able to connect the 
Java Island and Sumatra Island, including integrated 
renewable energy.12 

The development of the Sunda Strait Project is under 
the responsibility of the Development Agency of Sunda 
Strait Strategic Area and Infrastructures (Development 

8  Bastary, above n 1.
9  Ibid. 
10Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang 

Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 
[Presidential Regulation No 86 of 2011 on The Development of Sunda 
Strait Strategic Areas and Infrastructures](Indonesia) art 1(1) [author’s 
trans].

11 Ibid art 1(2).
12 Ibid art 1(3).
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studies conducted by the Government of Indonesia and 
private parties regarding the suitable infrastructure to 
connect both islands. The development of Sunda Strait 
will link two major and rapidly developing islands in 
Indonesia, Java and Sumatra, currently occupied by 78 
per cent of Indonesia’s population and contributing up 
to 80 per cent of National GDP.1 Connecting the islands 
could be done in different forms; however, the two 
most applicable ways were either by tunnel or bridge. 
In 2008, the President of Indonesia decided that the 
infrastructure linking both islands would be a bridge. 
Sunda Strait is located in a volcanic and tectonic area and 
the bridge was considered to be safer than the tunnel. 
The longest bridge spans will reach 2.2 miles, which is 
the longest in the world, surpassing Xihoumen in China, 

1Bastary Pandji Indra, ‘Initial Concept for Sunda Strait Strategic 
Area Development’ (paper presented at the Workshop to Japanese 
Investor in Jakarta, 27 September 2011).
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•	 From the government if they cancelled the project;24

•	 From the winning bidder if the initiator decided not 
to participate in the tender process;25 or

•	 From the winning bidder if the initiator failed to 
come out as the winning bidder.26

The amount of the compensation will be subject to 
evaluation by an independent appraisal appointed by 
the Implementing Agency.27

A. Presidential Regulation No. 78/2010 on 
Infrastructure Guarantee in Public Private 
Partnership Provided Through Infrastructure 
Guarantee Entity and Minister of Finance 
Regulation No. 260/2010 on The Implementing 
Guidelines for Infrastructure Guarantees in 
Public Private Partnerships

Both of these regulations were originally used for 
guaranteeing PPP projects that complied with 
Presidential Regulation on PPP. However, Presidential 
Regulation on the Development of Sunda Strait stated 
that the government guarantee process for the Sunda 
Strait Project would refer to both of these regulations. 
Therefore, in this section I will discuss the general 
process of government guarantee, which will also be 
applied for the Sunda Strait Project.

1. The Legal Basis

As an effort to support the private sector participation 
in the infrastructure project and to improve the 
creditworthiness of the project, the government 
decided that a government guarantee could be granted 
to infrastructure projects provided under a PPP scheme 
as stipulated in Presidential Regulation on PPP. 28 Article 
17C(1) stated that ‘Government Guarantee in the form of 
financial compensation may be given by the Minister of 
Finance through business entities specifically established 
by the Government for the purpose of guaranteeing 

24Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang 
Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 
[Presidential Regulation No. 86 of 2011 on The Development of 
Strategic Areas and Infrastructures of Sunda Strait](Indonesia) art 
25(1).

25 Ibid art 26(2).
26 Ibid art 27(1).
27 Ibid art 25(2).
28 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, PPP in Indonesia: 

Risk Allocation Guideline (2011) 2.

infrastructure.’29 The Business Entity for Infrastructure 
Guarantee as mentioned in the presidential regulation 
is the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), 
which is established under Government Regulation No. 
35 of 2009. Further stipulation for government guarantee 
through IIGF is stipulated under Presidential Regulation 
No. 78 of 2010 on Infrastructure Guarantees for Public 
Private Partnership Projects Through the Infrastructure 
Guarantee Entity (Presidential Regulation on Infrastructure 
Guarantees) and Minister of Finance Regulation No. 260 
of 2010 on Implementation Guidelines for Infrastructure 
Guarantees in PPP Projects (Minister of Finance Regulation 
on Infrastructure Guarantees Guideline).

2. The Government Guarantee Process

Government guarantee is a form of fiscal support 
for privately financed infrastructure projects given 
by the Ministry of Finance. It is considered as a 
commitment guarantee from the government, acting 
as the Contracting Authority, in fulfilling their financial 
obligations under a PPP agreement. 30 Under current 
regulations, such guarantee can be provided by Business 
Entity for Infrastructure Guarantee. 

As the Business Entity for Infrastructure Guarantee, IIGF 
and the investor will enter an agreement guaranteeing 
the performance of the Contracting Authority under the 
PPP Agreement, specifically for those risks allocated to 
the Contracting Authority, which the IIGF has agreed 
to guarantee.31 IIGF will also require the Contracting 
Authority to sign the Recourse Agreement as a 
repayment agreement of the guarantee services they 
provided on behalf of the Contracting Authority. Since 
IIGF is a State Owned Enterprise, IIGF is allowed to take 
some fee for their services.

29 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 
2010 [Presidential Regulation No. 67 of 2005 on The Cooperation 
Between the Government and the Business Entity in the Infrastructure 
Provision](Indonesia) art 17C(1)[Ministry of National Development 
Planning/Bappenas trans].

30 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, PPP in Indonesia: 
Infrastructure Guarantee Provision Guideline (2011) 3.

31 Ibid. 
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Agency).13 Under the Development Agency, there are two 
levels. The highest level is the Steering Committee. The 
Steering Committee is generally responsible for setting 
policy, direction, and strategy for the project.14 Under the 
Steering Committee, there is the Implementing Agency. 
The Implementing Agency is the Contracting Authority 
for the project.15 The Implementing Agency will sign 
and grant the concession to the business entity for the 
provision of the Sunda Strait Project called BUKSISS.16 

1. The Development Scheme

Through the Presidential Regulation on the Development 
of Sunda Strait, the Government enacted the Banten-
Lampung consortium, which is a consortium between 
the Banten Province Regional Owned Enterprise, 
Lampung Province Regional Owned Enterprise and 
a private partner, as the initiator of the project.17 
The initiator prepares the feasibility study and basic 
design. Then the documents are proposed to the 
Implementing Agency as the Contracting Authority of 
the project. The Implementing Agency will evaluate 
and decide whether the documents are acceptable 
or not. If the Implementing Agency decided that the 
Banten-Lampung consortium works are acceptable, 
then it proceeds to the tender process.  Whoever is 
the winning bidder, they will have to partner up with 
the strategic partners to form the BUKSISS. Then the 
BUKSISS will develop the strategic areas and provide the 
infrastructures of Sunda Strait based on the concession 
agreement with the Implementing Agency.18

2. The Procurement Process

The procurement aim is to choose who would be the 
BUKSISS and acquire the concession right in Sunda 
Strait Strategic Area and Infrastructures. The mechanism 
refers to the procurement process under the existing 
PPP regulation.19 The current PPP regulation is the 
Presidential Regulation No 67 of 2005 on the Cooperation 
Between the Government and the Business Entity in 

13 Ibid art 4(1).
14 Ibid art 7.
15 Ibid art 10.
16 An abbreviation of the Indonesian terms for Badan Usaha 

Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, translated as the 
Business Entity of Sunda Strait Strategic Areas and Infrastructures; Ibid 
art 11g.

17Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang 
Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 
[Presidential Regulation No. 86 of 2011 on The Development of 
Strategic Areas and Infrastructures of Sunda Strait](Indonesia) art 21.

18 Ibid art 28(2).
19 Ibid art 26(1).

the Infrastructure Provision (Presidential Regulation on 
PPP) which has been amended twice by Presidential 
Regulation No 13 of 2010 and Presidential Regulation 
No 56 of 2011. The tender document will be based 
on the project preparation documents made by the 
Banten-Lampung Consortium.20 

As the initiator, the Banten-Lampung Consortium will be 
given certain compensation if they decide to participate 
in the tender. The compensation is as follows:21

•	 Maximum of 10 per cent added value of the initiator’s 
tender value; or 

•	 The right to make an offer to the best tender 
participant (right to match) in accordance with the 
appraisal result in the tender process; or

•	 Purchase of the Project’s initiative including the 
intellectual property rights thereof by the winning 
bidder.

The compensation will be determined by the 
Implementing Agency based on the evaluation of the 
preparation documents and will be announced publicly 
in the tender document.22

Sunda Strait Development Scheme23

3. Purchase of the Project Preparation Cost

The initiator could obtain compensation from the 
purchase of the project preparation cost including 
its intellectual property rights under the following 
conditions:

20 Ibid art 24(3).
21Ibid art 26(2).
22 Ibid art 26(3).
23National Team, ‘The Preparation of Sunda Strait 

Development’ (Paper presented at the Ministerial Meeting, Jakarta, 
December 2011) 12.
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27 Ibid art 25(2).
28 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, PPP in Indonesia: 

Risk Allocation Guideline (2011) 2.
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which is established under Government Regulation No. 
35 of 2009. Further stipulation for government guarantee 
through IIGF is stipulated under Presidential Regulation 
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on Infrastructure Guarantees Guideline).

2. The Government Guarantee Process

Government guarantee is a form of fiscal support 
for privately financed infrastructure projects given 
by the Ministry of Finance. It is considered as a 
commitment guarantee from the government, acting 
as the Contracting Authority, in fulfilling their financial 
obligations under a PPP agreement. 30 Under current 
regulations, such guarantee can be provided by Business 
Entity for Infrastructure Guarantee. 

As the Business Entity for Infrastructure Guarantee, IIGF 
and the investor will enter an agreement guaranteeing 
the performance of the Contracting Authority under the 
PPP Agreement, specifically for those risks allocated to 
the Contracting Authority, which the IIGF has agreed 
to guarantee.31 IIGF will also require the Contracting 
Authority to sign the Recourse Agreement as a 
repayment agreement of the guarantee services they 
provided on behalf of the Contracting Authority. Since 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 
2010 [Presidential Regulation No. 67 of 2005 on The Cooperation 
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Provision](Indonesia) art 17C(1)[Ministry of National Development 
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30 Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, PPP in Indonesia: 
Infrastructure Guarantee Provision Guideline (2011) 3.

31 Ibid. 
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3. Purchase of the Project Preparation Cost
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20 Ibid art 24(3).
21Ibid art 26(2).
22 Ibid art 26(3).
23National Team, ‘The Preparation of Sunda Strait 
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failure, the project is suitable for implementation under 
a contract alliance.42

C. Why?

BP has proven that contract alliancing may result into 
positive outcomes. The Andrews Field oil production 
started six months earlier than scheduled and the final 
cost is £290 million, which is far below the estimated 
initial cost of £450 million.43 The successful outcome 
resulted from the sense of ownership and high 
commitment from the alliancing parties.

In traditional contracting, the parties tend to pass the 
risks to the other parties because of the principle of ‘your 
gain is my pain.’ Whereas in contract alliance, the core 
is ‘the commitments to behave in a manner consistent 
with the alliance principles set out in the contract 
itself or in an associated alliance mission statement.’44 
Therefore, in contract alliance, the sense of ownership 
drives the parties to do what is best for the project and 
all the parties (including the owner) share the same risks. 

As a result of the ‘painshare-gainshare’, there is an ‘open 
book’ principle which enables all parties in the alliance to 
have the same rights to access the cost and performance 
of the project, including after termination and during 
proceedings.45 Trust and the same perspective are very 
important. Without any prejudice that each parties 
will only act for ‘what is best for self,’ contract alliance 
encourages each party to share their knowledge and 
resources, resulting in high performance and innovation 
which will also benefit the project’s outcome. 46

The following are some of the advantages of using 
contract alliance method: 

•	 committed teamwork that shares responsibilities 
to achieve maximum results rather than to do the 
minimum to avoid penalty;47

•	 an open book payment regime; 48

•	 reduced dispute between the parties because 
there is trust that each party will act in good faith. 
The alliance parties are encouraged to resolve any 
disputes through discussion and negotiation rather 
than arbitration or litigation;49

42 Cooper, above n 36, 375.
43 Dirik and Rankin, above n 39.
44 Chew, above n 37, 328.
45 Ibid 336.
46 Dirik and Rankin, above n 39.
47 Jones, above n 38, 427.
48 Cooper, above n 36, 374.
49 Jones, above n 38, 415.

•	 more flexible in modifying the development 
concepts;50 

•	 could reduce costs associated with each party’s 
defense of its contractual position; 51 and

•	 sharing of total project cost under runs and 
overruns.52

However, the contract alliance may also have 
disadvantages, such as:

• there is an urgent need to assure that the parties 
have equal capability, qualification and experience; 

53

• unclear responsibilities allocation, who is doing what 
and when; 54

• uncertain payable amount to the contractor;55

• limited legal recourse between the alliance parties, 
for example there is no recovery for breach of 
contract or negligence unless it amounts to willful 
breach. 56

D. How to Apply Contract Alliance

In contract alliance, the owner chooses the contractor 
and/or designer for the project.57 Because of the 
‘painshare-gainshare’ principle, the parties in contract 
alliance are chosen cautiously. Unlike traditional 
procurement where the parties are selected basing on 
the lowest bid, in contract alliance what matters the 
most is the parties’ reputation, expertise, capabilities 
and abilities to meet with the project’s performance 
criteria.58 

Next, the alliance participants jointly create an entity of 
the alliance by signing an alliance contract.59 Mostly, the 
client will also be included as the signing party in the 
alliance contract. Afterwards, the alliance participants 
form a committee to manage the project and decide all 
matters related to the project, including disputes.60 The 

50 Chew, above n 37.
51 Jones, above n 38, 427.
52 Cooper, above n 36, 374.
53 Ibid 375.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Chew, above n 37, 338.
57 James J Myers, ‘Alliancing Contracting: a Potpourri of Proven 

Techniques for Successful Contracting’ (2001) 18(1) International 
Construction Law Review 56, 57.

58 Dirik and Rankin, above n 39, 123.
59 Jones, above n 38, 416.
60 Myers, above n 57, 57.
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Government Guarantee Process32

3. Co-Guarantee

There are two methods of infrastructure guarantee 
provided by IIGF:33

•	 Sole Guarantee by the IIGF, or 

•	 Joint guarantee 

The joint guarantee is based on the risks allocation 
between IIGF and the Ministry of Finance, which acts 
as the co-guarantor on behalf of the Government of 
Indonesia.34 The joint guarantee is usually required 
when the project’s value exceeds the capital of IIGF. 
However, the government tries to optimise the use 
of IIGF guarantee instead of using the state budget. 
Maximising the use of IIGF guarantee is achieved 
through cooperation between IIGF and Multilateral 
Development Agency (MDA) or other entities with 
similar purpose.35 The co-guarantee for MDA guarantee 
facility will only exist if there is a co-guarantee agreement 
between the investor and MDA.

32  Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Infrastructure 
Guarantee Provision Guideline, above n 30, 7.

33 Peraturan Menteri Keuangan No. 260  tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha [Ministry of Finance Regulation No. 
260 of 2010 on Implementation Guideline on Infrastructure Guarantee 
in Partnership Project Between Government And Business Entity]
(Indonesia)art 3[author’s trans].

34Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Infrastructure 
Guarantee Provision Guideline, above n 30, 6.

35 Ibid.

IV. Contract Alliance

A. What is Contract Alliance?

Contract alliance is a method used in contracting 
where the parties are joining together as a group and 
committed in delivering the project. 36 The Australian 
Constructors Association defines contract alliance as 
‘a process to establish and manage the relationships 
between the parties that aims to remove barriers, 
encourage maximum contribution and allow all 
parties to achieve success.’37 Contract alliance was first 
introduced in the British Petroleum (‘BP’) action to 
develop a new method in reducing costs. The unique 
characteristics of contract alliance are as follows:38

•	 The commercial objective of the participants are 
formally aligned

•	 It contains ‘no blame, no disputes provision’

•	 It is formulated on an individual project basis

BP chose to use this scheme because the cost would 
be reduced as it eliminates the adversarial relationship 
between the oil companies, contractors and supplier.39 
The ‘painshare-gainshare’ shared compensation 
adopted in BP’s method is what we know as today’s 
contract alliance. 40

B. When is it Needed?

Contract alliance may be applied for projects under the 
following conditions:41

• the scope of works  are difficult to define and the risks 
are difficult to be quantified and allocated;

• the project delivery time is the crucial element;

• large-scale projects; and

• the alliance participant is a reputable organization 
which has a certain degree of trust and confidence.

In general, when the project involves developing new 
technology or innovation where the needs cannot be 
adequately specified and there is a significant risk of 

36 John Cooper, ‘Alliance Contracting’ (2009) 25(6) Building and 
Construction Law Journal 372, 372.

37 Andrew Chew, ‘Alliancing in Delivery of Major Infrastructure 
Projects and Outsourcing Services in Australia - An Overview of Legal 
Issues’ (2004) 21(3) International Construction Law Review, 319, 321.

38Douglas Jones, ‘Project Alliances’ (2001) International 
Construction Law Review 411, 413.

39 Joseph Dirik and Erin Miller Rankin, ‘Project Alliances: 
Opportunities for Global Infrastructure Projects’ (2010) 4 International 
Energy Law Review 123,123.

40 Ibid.
41 Ibid 125.
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failure, the project is suitable for implementation under 
a contract alliance.42

C. Why?

BP has proven that contract alliancing may result into 
positive outcomes. The Andrews Field oil production 
started six months earlier than scheduled and the final 
cost is £290 million, which is far below the estimated 
initial cost of £450 million.43 The successful outcome 
resulted from the sense of ownership and high 
commitment from the alliancing parties.

In traditional contracting, the parties tend to pass the 
risks to the other parties because of the principle of ‘your 
gain is my pain.’ Whereas in contract alliance, the core 
is ‘the commitments to behave in a manner consistent 
with the alliance principles set out in the contract 
itself or in an associated alliance mission statement.’44 
Therefore, in contract alliance, the sense of ownership 
drives the parties to do what is best for the project and 
all the parties (including the owner) share the same risks. 

As a result of the ‘painshare-gainshare’, there is an ‘open 
book’ principle which enables all parties in the alliance to 
have the same rights to access the cost and performance 
of the project, including after termination and during 
proceedings.45 Trust and the same perspective are very 
important. Without any prejudice that each parties 
will only act for ‘what is best for self,’ contract alliance 
encourages each party to share their knowledge and 
resources, resulting in high performance and innovation 
which will also benefit the project’s outcome. 46

The following are some of the advantages of using 
contract alliance method: 

•	 committed teamwork that shares responsibilities 
to achieve maximum results rather than to do the 
minimum to avoid penalty;47

•	 an open book payment regime; 48

•	 reduced dispute between the parties because 
there is trust that each party will act in good faith. 
The alliance parties are encouraged to resolve any 
disputes through discussion and negotiation rather 
than arbitration or litigation;49

42 Cooper, above n 36, 375.
43 Dirik and Rankin, above n 39.
44 Chew, above n 37, 328.
45 Ibid 336.
46 Dirik and Rankin, above n 39.
47 Jones, above n 38, 427.
48 Cooper, above n 36, 374.
49 Jones, above n 38, 415.

•	 more flexible in modifying the development 
concepts;50 

•	 could reduce costs associated with each party’s 
defense of its contractual position; 51 and

•	 sharing of total project cost under runs and 
overruns.52

However, the contract alliance may also have 
disadvantages, such as:

• there is an urgent need to assure that the parties 
have equal capability, qualification and experience; 

53

• unclear responsibilities allocation, who is doing what 
and when; 54

• uncertain payable amount to the contractor;55

• limited legal recourse between the alliance parties, 
for example there is no recovery for breach of 
contract or negligence unless it amounts to willful 
breach. 56

D. How to Apply Contract Alliance

In contract alliance, the owner chooses the contractor 
and/or designer for the project.57 Because of the 
‘painshare-gainshare’ principle, the parties in contract 
alliance are chosen cautiously. Unlike traditional 
procurement where the parties are selected basing on 
the lowest bid, in contract alliance what matters the 
most is the parties’ reputation, expertise, capabilities 
and abilities to meet with the project’s performance 
criteria.58 

Next, the alliance participants jointly create an entity of 
the alliance by signing an alliance contract.59 Mostly, the 
client will also be included as the signing party in the 
alliance contract. Afterwards, the alliance participants 
form a committee to manage the project and decide all 
matters related to the project, including disputes.60 The 

50 Chew, above n 37.
51 Jones, above n 38, 427.
52 Cooper, above n 36, 374.
53 Ibid 375.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Chew, above n 37, 338.
57 James J Myers, ‘Alliancing Contracting: a Potpourri of Proven 

Techniques for Successful Contracting’ (2001) 18(1) International 
Construction Law Review 56, 57.

58 Dirik and Rankin, above n 39, 123.
59 Jones, above n 38, 416.
60 Myers, above n 57, 57.
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Government Guarantee Process32

3. Co-Guarantee

There are two methods of infrastructure guarantee 
provided by IIGF:33

•	 Sole Guarantee by the IIGF, or 

•	 Joint guarantee 

The joint guarantee is based on the risks allocation 
between IIGF and the Ministry of Finance, which acts 
as the co-guarantor on behalf of the Government of 
Indonesia.34 The joint guarantee is usually required 
when the project’s value exceeds the capital of IIGF. 
However, the government tries to optimise the use 
of IIGF guarantee instead of using the state budget. 
Maximising the use of IIGF guarantee is achieved 
through cooperation between IIGF and Multilateral 
Development Agency (MDA) or other entities with 
similar purpose.35 The co-guarantee for MDA guarantee 
facility will only exist if there is a co-guarantee agreement 
between the investor and MDA.

32  Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Infrastructure 
Guarantee Provision Guideline, above n 30, 7.
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Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha [Ministry of Finance Regulation No. 
260 of 2010 on Implementation Guideline on Infrastructure Guarantee 
in Partnership Project Between Government And Business Entity]
(Indonesia)art 3[author’s trans].

34Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Infrastructure 
Guarantee Provision Guideline, above n 30, 6.

35 Ibid.
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A. What is Contract Alliance?

Contract alliance is a method used in contracting 
where the parties are joining together as a group and 
committed in delivering the project. 36 The Australian 
Constructors Association defines contract alliance as 
‘a process to establish and manage the relationships 
between the parties that aims to remove barriers, 
encourage maximum contribution and allow all 
parties to achieve success.’37 Contract alliance was first 
introduced in the British Petroleum (‘BP’) action to 
develop a new method in reducing costs. The unique 
characteristics of contract alliance are as follows:38

•	 The commercial objective of the participants are 
formally aligned

•	 It contains ‘no blame, no disputes provision’

•	 It is formulated on an individual project basis

BP chose to use this scheme because the cost would 
be reduced as it eliminates the adversarial relationship 
between the oil companies, contractors and supplier.39 
The ‘painshare-gainshare’ shared compensation 
adopted in BP’s method is what we know as today’s 
contract alliance. 40

B. When is it Needed?

Contract alliance may be applied for projects under the 
following conditions:41

• the scope of works  are difficult to define and the risks 
are difficult to be quantified and allocated;

• the project delivery time is the crucial element;

• large-scale projects; and

• the alliance participant is a reputable organization 
which has a certain degree of trust and confidence.

In general, when the project involves developing new 
technology or innovation where the needs cannot be 
adequately specified and there is a significant risk of 

36 John Cooper, ‘Alliance Contracting’ (2009) 25(6) Building and 
Construction Law Journal 372, 372.

37 Andrew Chew, ‘Alliancing in Delivery of Major Infrastructure 
Projects and Outsourcing Services in Australia - An Overview of Legal 
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Opportunities for Global Infrastructure Projects’ (2010) 4 International 
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40 Ibid.
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will act for their own interest rather than what is best for 
the project and therefore the essence and existence of 
the alliance is threaten to be failed. 

For this project to succeed, the concept of alliancing 
should be properly implemented. Alliancing will create 
a solid teamwork between the alliance participants 
and could lead to maximizing the efforts in achieving 
the target. Sunda Strait Project is a multi sector project; 
therefore maximal utilization of each alliance participant 
could benefit the project. The risk will also be allocated 
and shared effectively. The alliancing stipulation 
adopted in Presidential Regulation on the Development 
of Sunda Strait is different from the real concept. The 
existence of article 28(5) in Presidential Regulation on 
the Development of Sunda Strait could be seen as a form 
of Government’s action in urging the participation of 
SOE and ROE in the project rather than the concept of 
alliancing. Forcing the SOE and ROE participation in 
alliancing should not be viewed as justification that the 
project is a national innovation.
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committee is called the Alliance Leadership Team (‘ALT’) 
or alliance board. Under the ALT, there is the Integrated 
Development Team that is led by a project manager.61 

The ALT will also set the benchmarks for the project’s 
criteria, such as time, cost, safety, environment and 
community relations.62 An independent auditor will 
audit the criteria performance from each alliance 
participant.63 

V. Conclusion

Presidential Regulation on the Development of Sunda 
Strait stipulates that after the winning bidder is awarded, 
the winning bidder then establishes a business entity 
to be enacted as the BUKSISS.64 The BUKSISS is allowed 
to partner up with another business entity to enhance 
their capital ability. 65 The partner is then called strategic 
partner. However, the government stipulates several 
requirements for BUKSISS in choosing the partner. The 
potential partner should have written approval from 
the Implementing Agency before signing any ‘business 
to business’ agreement with the BUKSISS.66 Moreover, it 
is stipulated under article 28(5) that the State Owned 
Enterprise (SOE) and Regional Owned Enterprise  (ROE) 
should take priority as the partner. In this case, we can 
say that the BUKSISS has no freedom in choosing the 
business partner.  

 In the process of making the Presidential 
Regulation on the Development of Sunda Strait, the 
government of Indonesia studied the Australian 
practices in contract alliance. Therefore, the term 
‘strategic partners’ is claimed to be inspired by the terms 
of partners in contract alliance. However, is it true that 
‘strategic partner’ has the same meaning as ‘partners in 
contract alliance’?

 In contract alliance, the owner selects his own 
partner to be the contractor and designer, whereas 
in Sunda Strait Project, the owner is also (indirectly) 
choosing the partner by limiting BUKSISS’s freedom 
in selecting a partner. However, in my opinion there 
is a huge different in the partner selection process. In 

61 Jones, above n 38, 417
62 Myers, above n 57, 57.
63 Ibid.
64Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Tentang 

Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda 
[Presidential Regulation No. 86 of 2011 on The Development of 
Strategic Areas and Infrastructures of Sunda Strait](Indonesia)art 28(1)
[author’s trans].

65 Ibid art 28(4).
66 Ibid.

contract alliance, the partner is carefully selected based 
on their reputation, knowledge and capability. On the 
other hand, in Sunda Strait project, even though it is 
said that the SOE and ROE only have to be given priority, 
the truth is that the SOE and ROE are the only partners 
chosen and approved by the government. In other 
word, the strategic partners are not selected based on 
their reputation, knowledge or capability. In my view, 
this regulation is deliberately designed to soften the 
government action in forcing the SOE and ROE as the 
strategic partners. 

The Sunda Strait Project was announced as a national 
mega project, which under the President’s instruction 
should be an example of ‘karya bangsa’ or the 
nation’s innovation. Therefore, from the government’s 
perspective, the existence of SOE and ROE as the strategic 
partners could show to the world that the Sunda Strait 
Project is not 100 per cent being owned by a foreign 
business entity. The involvement of SOE and ROE shows 
that Indonesian business entities can compete and 
are capable of participating in a mega infrastructure 
project. Nonetheless, it is still questionable whether the 
SOE and ROE indeed have the capability, reputation and 
knowledge in developing a high technology bridge. 

It is not a secret that Indonesian SOE and ROE 
participation in providing infrastructure needs in 
Indonesia is still being ‘helped’ by the interference from 
the government. There are several regulations that had 
been issued to confirm the position of SOE or ROE as the 
provider for infrastructures. For example, Presidential 
Regulation No 36 of 2012, which assigned PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) to build and operate the Kalibaru 
Terminal of Tanjung Priok Port. Another example is the 
Presidential Regulation No 83 of 2011, which assigned 
PT Kereta Api Indonesia to provide the railroad’s 
infrastructure and facilities to Soekarno-Hatta Airport 
and circular line services of Jakarta-Bogor-Depok-
Tangerang-Bekasi. 

Although law reform in Indonesia has encouraged open 
competition in the provision of infrastructure, the fact 
shows that the open competition has threatened the 
existence of SOE and ROE in competing with other 
business entities. This shows that the SOE and ROE 
are not ready to compete in terms of knowledge and 
capability. Since this is the case, in my opinion, forcing 
the BUKSISS to partner with SOE or ROE is far from the 
ideal practice of contract alliance. Choosing inadequate 
partners may destroy the trust and mutual benefit, 
which lead to the failure in applying the basic principle 
of ‘painshare-gainshare’ in contract alliance. Each party 
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will act for their own interest rather than what is best for 
the project and therefore the essence and existence of 
the alliance is threaten to be failed. 

For this project to succeed, the concept of alliancing 
should be properly implemented. Alliancing will create 
a solid teamwork between the alliance participants 
and could lead to maximizing the efforts in achieving 
the target. Sunda Strait Project is a multi sector project; 
therefore maximal utilization of each alliance participant 
could benefit the project. The risk will also be allocated 
and shared effectively. The alliancing stipulation 
adopted in Presidential Regulation on the Development 
of Sunda Strait is different from the real concept. The 
existence of article 28(5) in Presidential Regulation on 
the Development of Sunda Strait could be seen as a form 
of Government’s action in urging the participation of 
SOE and ROE in the project rather than the concept of 
alliancing. Forcing the SOE and ROE participation in 
alliancing should not be viewed as justification that the 
project is a national innovation.
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committee is called the Alliance Leadership Team (‘ALT’) 
or alliance board. Under the ALT, there is the Integrated 
Development Team that is led by a project manager.61 

The ALT will also set the benchmarks for the project’s 
criteria, such as time, cost, safety, environment and 
community relations.62 An independent auditor will 
audit the criteria performance from each alliance 
participant.63 

V. Conclusion

Presidential Regulation on the Development of Sunda 
Strait stipulates that after the winning bidder is awarded, 
the winning bidder then establishes a business entity 
to be enacted as the BUKSISS.64 The BUKSISS is allowed 
to partner up with another business entity to enhance 
their capital ability. 65 The partner is then called strategic 
partner. However, the government stipulates several 
requirements for BUKSISS in choosing the partner. The 
potential partner should have written approval from 
the Implementing Agency before signing any ‘business 
to business’ agreement with the BUKSISS.66 Moreover, it 
is stipulated under article 28(5) that the State Owned 
Enterprise (SOE) and Regional Owned Enterprise  (ROE) 
should take priority as the partner. In this case, we can 
say that the BUKSISS has no freedom in choosing the 
business partner.  

 In the process of making the Presidential 
Regulation on the Development of Sunda Strait, the 
government of Indonesia studied the Australian 
practices in contract alliance. Therefore, the term 
‘strategic partners’ is claimed to be inspired by the terms 
of partners in contract alliance. However, is it true that 
‘strategic partner’ has the same meaning as ‘partners in 
contract alliance’?

 In contract alliance, the owner selects his own 
partner to be the contractor and designer, whereas 
in Sunda Strait Project, the owner is also (indirectly) 
choosing the partner by limiting BUKSISS’s freedom 
in selecting a partner. However, in my opinion there 
is a huge different in the partner selection process. In 
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contract alliance, the partner is carefully selected based 
on their reputation, knowledge and capability. On the 
other hand, in Sunda Strait project, even though it is 
said that the SOE and ROE only have to be given priority, 
the truth is that the SOE and ROE are the only partners 
chosen and approved by the government. In other 
word, the strategic partners are not selected based on 
their reputation, knowledge or capability. In my view, 
this regulation is deliberately designed to soften the 
government action in forcing the SOE and ROE as the 
strategic partners. 

The Sunda Strait Project was announced as a national 
mega project, which under the President’s instruction 
should be an example of ‘karya bangsa’ or the 
nation’s innovation. Therefore, from the government’s 
perspective, the existence of SOE and ROE as the strategic 
partners could show to the world that the Sunda Strait 
Project is not 100 per cent being owned by a foreign 
business entity. The involvement of SOE and ROE shows 
that Indonesian business entities can compete and 
are capable of participating in a mega infrastructure 
project. Nonetheless, it is still questionable whether the 
SOE and ROE indeed have the capability, reputation and 
knowledge in developing a high technology bridge. 

It is not a secret that Indonesian SOE and ROE 
participation in providing infrastructure needs in 
Indonesia is still being ‘helped’ by the interference from 
the government. There are several regulations that had 
been issued to confirm the position of SOE or ROE as the 
provider for infrastructures. For example, Presidential 
Regulation No 36 of 2012, which assigned PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) to build and operate the Kalibaru 
Terminal of Tanjung Priok Port. Another example is the 
Presidential Regulation No 83 of 2011, which assigned 
PT Kereta Api Indonesia to provide the railroad’s 
infrastructure and facilities to Soekarno-Hatta Airport 
and circular line services of Jakarta-Bogor-Depok-
Tangerang-Bekasi. 

Although law reform in Indonesia has encouraged open 
competition in the provision of infrastructure, the fact 
shows that the open competition has threatened the 
existence of SOE and ROE in competing with other 
business entities. This shows that the SOE and ROE 
are not ready to compete in terms of knowledge and 
capability. Since this is the case, in my opinion, forcing 
the BUKSISS to partner with SOE or ROE is far from the 
ideal practice of contract alliance. Choosing inadequate 
partners may destroy the trust and mutual benefit, 
which lead to the failure in applying the basic principle 
of ‘painshare-gainshare’ in contract alliance. Each party 
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IN EQUITY IN ACCESS TO HIGH QUALITY OUTPATIENT 
HEALTHCARE IN INDONESIA*

Pungkas Bahjuri Ali **

Abstract

This study examines the state of inequity in outpatient 
health visit and provider choice in Indonesia and 
assessing the roles of health insurance in addressing 
these inequities. A more comprehensive analysis on 
the determinants of healthcare utilization is conducted 
to portray the correlation between healthcare provider 
characteristics such as quality, distance and cost of 
service and demographic characteristic of the patients.

The study employs discrete choice models for 
determinant analysis and calculation of concentration 
indexes and curves for evaluating inequities. The main 

datasets used in the study include 2007 Susenas and 
2007 Indonesia Family Life Survey.  

The result shows that patients from poorer income level 
use healthcare less than patients from higher income 
level. This disparity occurs to all population groups 
(children, adult, and elderly), even after controlling 
demographic and non-demographic characteristics 
of the users. The inequity in access to health care is 
statistically significant, but small.  When considering the 
type of providers which reflects the quality of healthcare 
service received by patients, however, the inequity 
indexes are much higher.  Determinant analysis of choice 
of provider shows that patients from lower income 
level are more likely to use lower quality of healthcare 
service. Among population, children experience highest 
inequity in access to quality healthcare, followed by 
elderly and adult.

The study demonstrates that health insurance is able to 
increase healthcare utilization, but is not able to reduce 
inequity. Therefore, increasing healthcare utilization 
and, in the same time, reducing inequity by the mean of 
health insurance may not be straightforward.   In the same 
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Indonesia) and the sample size represents 83% of the 
Indonesian population (Strauss et al., 2009).  The models 
were built on the framework of the behaviour model of 
health service use (Andersen, 1995). 

C. Inequity in Healthcare Utilisation

The model estimates found that income level is 
associated with healthcare utilisation. People from 
poorer income groups use healthcare less than do 
people from higher income groups, indicated by 
concentration curves that lie below the equality line 
(see Figure 1). This inequity occurs for all population 
groups. In other words, regardless of age, low-income 
groups have less access to healthcare providers.

Figure 1. Concentration curves on the effects of 
income levels for healthcare utilisation

To quantify the degree of inequality, concentration 
indexes (CI) can be calculated (Kakwani et al., 1997, 
Wagstaff, 1989). The index indicates how large the 
concentration is. An index with a negative value 
indicates concentration of healthcare use among the 
poor and that the curve lies above the line of equality. 
Conversely, a positive value indicates the concentration 
of utilisation among the rich and that the curve lies 
below the equality line (O’Donnell et al., 2007).

Table 1 shows the CI of healthcare utilisation among 
children, adults and the elderly. All CIs are significantly 
different from the equity line, with the positive sign 
indicating inequality, and concentration of use among 
higher income population groups. The degree of 
inequity among children, adults and the elderly is almost 
the same (indicated by the overlaid concentration 
curves for these three population groups in Figure 1).

Table 1. Concentration index of healthcare utilisation 
by segments of population

Concentration index (CI) Standard error

Children 0.0416 *** 0.0003

Adult 0.0390 *** 0.0002

Elderly 0.0328 *** 0.0002

Notes: *** indicates significance at 1%

Healthcare utilisation, however, does not differentiate 
between types of healthcare provider. Any visit, 
regardless of the type of provider, is considered as 
utilising healthcare. A further differentiation between 
types of provider visited can change the pattern of 
utilisation significantly. In this analysis, type of provider 
is grouped into: 1) paramedic, nurse and midwife 
practices, 2) hospitals, clinics and physician practices, 
and 3) health centres (including auxiliary health centres).

The result shows that the use of hospitals, clinics and 
physicians is concentrated among higher income groups 
(Figure 2). In other words, the poor have less access to 
hospitals, clinics and physician practices than do the 
rich. This trend is consistent for children, adults and 
the elderly. The greatest income inequity on access to 
hospitals, clinics and physician practices is experienced 
by children, followed by the elderly and adults. The use 
of paramedic, nurse and midwife practices and health 
centres, in contrast, is concentrated among the poor.

Figure 2. Concentration curves on the effect of 
income levels on utilisation by provider type, among 
children, adults and the elderly
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time, the study finds that there are significant variations 
in the responses to healthcare provider characteristics 
(such as cost of service and quality of services) among 
individuals in the population. Analysing the role of these 
characteristics and their interactions shed a light that 
further ‘customization’ of health insurance scheme and 
the other measures to reduce inequities are needed. 
Further policy implications to the health system policy 
are discussed. 

A. Introduction

One of the motivations of this study was to provide 
background information for local policymakers working 
on increasing healthcare utilisation in Indonesia. 
This paper discusses some possible implications of 
the findings for the operation of Indonesia’s health 
system. As the use of health service is influenced 
by demographic, non-demographic and provider 
characteristics, as well as by their interactions; this paper 
explains how these interactions affect various options 
for policy interventions.

Several studies have shown the disparities in access to 
healthcare utilisation in Indonesia (Rokx et al., 2010, 
Sparrow, 2008). In general, healthcare-seekers from 
lower income level groups have demonstrated lower 
utilisation as compared to higher income groups. 
Using 1997 IFLS, Hidayat et al. (2004) showed that a 
mandatory health insurance scheme for civil servants 
(Askes) is positively associated with increased use of 
public outpatient care, while a mandatory insurance 
scheme for private employees (Jamsostek) is associated 
with increased use of public and private outpatient care. 
There is no evidence, however, that Askes and Jamsostek 
have positive impacts on equity.

While these studies show the inequity in access to 
healthcare, they do not further investigate the difference 
in access to each specific providers which indiates 
different in the quality of service. This paper investigated 
further the degree of inequity to outpatient services 
in general and looks into the roles of health insurance 
in reducing the inequities. The issue of inequity in 
healthcare utilisation will be based on financial capacity 
level, while the investigation of the implications for 
future healthcare utilisation will be based on size and 
pattern of utilisation.

B. Method

First, the extend of inequity in access to outpatient care 
service is examined. A concentration index will be used 

to quantify the degree of inequality by measuring the 
extent to which the utilisation line deviates from the 
equity line on the concentration curve. This measure 
has been widely used in studies of health inequity 
(Gwatkin et al., 2003, Hidayat et al., 2004, Mangalore 
et al., 2007, Wagstaff et al., 2003). Concentration curve 
and index are costructed using probability of healthcare 
utilization as predicted by logistic and multinomial logit 
(MNL) regression using from 2007 National Social and 
Economic Survey (Susenas). The dependent variable 
of the logistic model is whether a person is seeking 
healthcare from any healthcare provider care when sick. 
For the MNL, the dependent variables is type of health 
provider visited when sick. 

A person who has sickness symptoms may have a 
different need for medical care depending on various 
factors such as physical development, biological 
imperatives, psychological condition, the presence of 
acute or chronic disease and other factors (O’Donnell et 
al., 2008). Therefore, this ‘need’ should be standardised. 
Since the analysis is confined to conditionality of sickness, 
this variable of ‘sickness’ serves as an approximation of 
‘need’ to ensure equity is measured in populations with 
the same level of need. Following practices in previous 
studies, several covariates are included in the model to 
standardise need, including sex, age and marital status 
(for adults and the elderly), household size (number of 
children in household for children), place of residence 
(urban or rural) and education levels.

This study also explores the relationship of provider 
characteristics with healthcare utilisation and their 
interaction with individual users’ characteristics.  For 
this purpose, logistic model and MNL model were 
employed. A Random Parameter Logit (RPL) is also 
used in determining the roles of health care provider 
characteristics with a focus on the role of price of services. 
Since Susenas 2007 is lacked of data on the provider 
characetristics infomration this regard, this study takes 
benefits from 2007 Indonesia Family Life Survey (IFLS). 
2007 IFLS provides facility-based data, such as the price 
of service and the quality of services. Facility-based data 
can be matched with individual and household data to 
provide a complete set of demographic, social economic, 
health need and provider characteristics. The survey  
was conducted in 18 provinces1 (out of 33 provinces in 

1  Provinces covered in 2007 IFLS include DI Aceh, North Su- Provinces covered in 2007 IFLS include DI Aceh, North Su-
matera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, DKI Jakarta, West 
Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, 
South Kalimantan and South Sulawesi.
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1  Provinces covered in 2007 IFLS include DI Aceh, North Su- Provinces covered in 2007 IFLS include DI Aceh, North Su-
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Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, 
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C.1. Roles of Health Insurance

In 2007, several schemes of health insurance exist in 
Indonesia, including mandatory health insurance for 
civil servants (Askes), military forces (Asabri) and private 
employees (Jamsostek) and social health insurance 
for the poor (Askeskin), as well as various commercial 
insurances. Each of these insurances has its own 
specific targets and preferred providers. Therefore, it is 
not surprising that the average effect of insurances (a 
combination of all insurance categories) is similar across 
income groups.

Health insurance subscription increases the probability 
of healthcare utilisation at all levels of household 
income, and the gap in utilisation between uninsured 
and insured is similar across income quartiles. In other 
words, the effect of insurance subscription is significant, 
and does not vary by income.

Figure 3 Predicted probabilities of insurance 
subscription effects by income quartile, with 95% 
confidence interval

However, upon examining the effects of each type 
of insurance to choice of providers, we notice the 
variability in their effects to healthcare utilisation. 
Hidayat et al. (2004) shows that Askes has a strong 
positive effect on access to public outpatient care, while 
Jamsostek has a positive effect on both public and 
private care utilisation, with the strongest effects found 
among the poor.  Being subscribed to health insurance 
is associated with a reduced use of traditional services, 
private physicians and paramedic, nurse and midwife 
practices, and increased use of hospitals and health 
centre services. The biggest reduction corresponding 
to health insurance subscription (by 12.9 percentage 
points) is in visits to paramedic, nurse and midwife 
practices (see Table 2).

Most health insurance policies do not cover the cost 
of services from paramedics, nurses and midwives and 
traditional practices. Consequently, it is expected that 
the use of health centres, physicians and hospitals is 
highly associated with health insurance subscription, 
since they are the preferred providers.

Table 2. The average marginal effect of health insurance subscription

Providers AME AME in % SE P>z
95% CI

Lower bound Upper bound

Traditional -0.021 -2.1 0.012 0.097 -0.045 0.004

Health centre 0.082 8.2 0.017 0.000 0.048 0.116

Hospital 0.093 9.3 0.012 0.000 0.068 0.117

Physician -0.025 -2.5 0.016 0.127 -0.057 0.007

Paramedic -0.129 -12.9 0.018 0.000 -0.165 -0.093

Three types of insurance, Askes, Askeskin and private 
insurances, affect the choice of provider in different 
ways, mainly because they are designed to target 
different population groups, and have different preferred 
healthcare providers. Askes (and Asabri) is mandatory 

insurance for civil servants and the military forces;3 
3 Asabri is a mandatory health insurance for the military 

forces and their close family members. The preferred provider is public 
health facilities including health centers and public hospitals. The 
similarity in nature with Askes will make the analysis less complicated 
when it is grouped in one category with Askes.
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Table 2 shows the standardised CI for all types of provider. 
The index is a quantification of the concentration curves 
presented in Figure 2.  This index shows that the degree 
of inequity in access to healthcare among children and 
the elderly is higher than among adults, with access to 

hospitals, clinics and physician practices concentrated 
towards the rich, while access to health centres and 
paramedic, nurse and midwife practices is concentrated 
towards the poor.

Table 2 Concentration index of utilisation of healthcare providers

Health Centre* Hospital/Physician/ Clinic*
Paramedics/Nurses/ 

Midwives*

CI Se CI Se CI Se

Children -0.1144 0.0003 0.2770 0.0003 -0.0597 0.0002

Adult -0.1103 0.0001 0.1530 0.0002 -0.0243 0.0001

Elderly -0.1329 0.0003 0.1838 0.0003 -0.1406 0.0003

Notes: *All concentration indexes are statistically significant at 1%

The difference in the access to healthcare providers 
is meaningfull since it is systematically related with 
embedded quality of services attached to each provider.  
Two indicators can be used as proxies of the quality of 
healthcare providers: the number of medical doctors 
and the quality of treatment (Donabedian, 1980). By 
definition, there are no medical doctors available in 
paramedic, nurse and midwife practices. On average, 
there are 1.32 medical doctors (mostly GPs) in every 
health centre. The number of doctors is even higher at 
hospitals. In 2007, on average, there were 24 medical 
doctors (GPs and medical specialists) in every hospital 
(Bahjuri-Ali et al., 2009). So far, there is no data on 
number of doctors in every clinic, although in practice, 
usually there are several doctors working in a shift 
system. A physician practice, as its name implies, has a 
physician available. Measured by the number of doctors, 
the quality of paramedic, nurse and midwife practices is 
the lowest. Hospital, clinics and physician practices are 
on top of the quality rank, while health centres lie in the 
middle.

Systematic studies on the quality of healthcare providers 
in Indonesia were conducted by Barber et al. (2007) and 
Rokx et al. (2010). Using 1997 IFLS data, Barber et al. 
(2007) studied variations in child and adult (including 
elderly) outpatient care quality, measured as scores for 
diagnostic and treatment ability. The study found that 
private physicians provide the highest quality curative 
care, followed by health centres. In contrast, private 
nurses and midwives offer below average care. A follow 
up study conducted by Rokx et al. (2010) using 2007 
IFLS data showed an improvement in the quality of all 
healthcare providers. However, the relative rank of the 

quality among providers remains the same for both child 
and adult curative care. Physician practices and health 
centres have above average scores, while private nurses 
and midwives have below average scores. Hospitals 
(including clinics) are not included in the study.

As indicated by structural quality (number of doctors) 
or quality in treatment (diagnostic and treatment), 
paramedic, nurse and midwife practices are associated 
with lower quality of care as compared to health centres 
and hospitals, physicians and clinics. Consequently, 
inequities in access to high quality healthcare are 
observed among all population groups, favouring 
populations with higher income levels. The inequity 
curve and index shows the use of health centres as more 
concentrated among the poorer population groups. 
Hence, health centres provide a safety net to balance out 
the lack of access to high-quality healthcare (hospitals, 
clinics and physicians) for low-income groups.

The positive association between higher income and 
choice of hospitals and physicians is more likely related 
to the quality as well as price of services. Generally, 
hospitals and physicians offer a wider range of services 
or are more specialised, which in turn is more costly. 
Quality and specialisation is naturally preferred by all 
population groups. However, only the high-income 
groups can manage the cost constraints. Teh roles of 
cost2 of service will be dealt later in the paper. 

2 Cost of medical care does not refer only to the price of 
service. It is also attributed to the transportation cost a person has to 
bear to visit a health facility and the opportunity from travel time to 
and waiting time in the health facility. This study focuses on the price 
of service.
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C.1. Roles of Health Insurance

In 2007, several schemes of health insurance exist in 
Indonesia, including mandatory health insurance for 
civil servants (Askes), military forces (Asabri) and private 
employees (Jamsostek) and social health insurance 
for the poor (Askeskin), as well as various commercial 
insurances. Each of these insurances has its own 
specific targets and preferred providers. Therefore, it is 
not surprising that the average effect of insurances (a 
combination of all insurance categories) is similar across 
income groups.

Health insurance subscription increases the probability 
of healthcare utilisation at all levels of household 
income, and the gap in utilisation between uninsured 
and insured is similar across income quartiles. In other 
words, the effect of insurance subscription is significant, 
and does not vary by income.

Figure 3 Predicted probabilities of insurance 
subscription effects by income quartile, with 95% 
confidence interval

However, upon examining the effects of each type 
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variability in their effects to healthcare utilisation. 
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practices, and increased use of hospitals and health 
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to health insurance subscription (by 12.9 percentage 
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practices (see Table 2).
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since they are the preferred providers.

Table 2. The average marginal effect of health insurance subscription

Providers AME AME in % SE P>z
95% CI

Lower bound Upper bound

Traditional -0.021 -2.1 0.012 0.097 -0.045 0.004

Health centre 0.082 8.2 0.017 0.000 0.048 0.116

Hospital 0.093 9.3 0.012 0.000 0.068 0.117

Physician -0.025 -2.5 0.016 0.127 -0.057 0.007

Paramedic -0.129 -12.9 0.018 0.000 -0.165 -0.093

Three types of insurance, Askes, Askeskin and private 
insurances, affect the choice of provider in different 
ways, mainly because they are designed to target 
different population groups, and have different preferred 
healthcare providers. Askes (and Asabri) is mandatory 

insurance for civil servants and the military forces;3 
3 Asabri is a mandatory health insurance for the military 

forces and their close family members. The preferred provider is public 
health facilities including health centers and public hospitals. The 
similarity in nature with Askes will make the analysis less complicated 
when it is grouped in one category with Askes.
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Table 2 shows the standardised CI for all types of provider. 
The index is a quantification of the concentration curves 
presented in Figure 2.  This index shows that the degree 
of inequity in access to healthcare among children and 
the elderly is higher than among adults, with access to 

hospitals, clinics and physician practices concentrated 
towards the rich, while access to health centres and 
paramedic, nurse and midwife practices is concentrated 
towards the poor.

Table 2 Concentration index of utilisation of healthcare providers

Health Centre* Hospital/Physician/ Clinic*
Paramedics/Nurses/ 

Midwives*

CI Se CI Se CI Se

Children -0.1144 0.0003 0.2770 0.0003 -0.0597 0.0002

Adult -0.1103 0.0001 0.1530 0.0002 -0.0243 0.0001

Elderly -0.1329 0.0003 0.1838 0.0003 -0.1406 0.0003

Notes: *All concentration indexes are statistically significant at 1%
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hospitals. In 2007, on average, there were 24 medical 
doctors (GPs and medical specialists) in every hospital 
(Bahjuri-Ali et al., 2009). So far, there is no data on 
number of doctors in every clinic, although in practice, 
usually there are several doctors working in a shift 
system. A physician practice, as its name implies, has a 
physician available. Measured by the number of doctors, 
the quality of paramedic, nurse and midwife practices is 
the lowest. Hospital, clinics and physician practices are 
on top of the quality rank, while health centres lie in the 
middle.

Systematic studies on the quality of healthcare providers 
in Indonesia were conducted by Barber et al. (2007) and 
Rokx et al. (2010). Using 1997 IFLS data, Barber et al. 
(2007) studied variations in child and adult (including 
elderly) outpatient care quality, measured as scores for 
diagnostic and treatment ability. The study found that 
private physicians provide the highest quality curative 
care, followed by health centres. In contrast, private 
nurses and midwives offer below average care. A follow 
up study conducted by Rokx et al. (2010) using 2007 
IFLS data showed an improvement in the quality of all 
healthcare providers. However, the relative rank of the 

quality among providers remains the same for both child 
and adult curative care. Physician practices and health 
centres have above average scores, while private nurses 
and midwives have below average scores. Hospitals 
(including clinics) are not included in the study.

As indicated by structural quality (number of doctors) 
or quality in treatment (diagnostic and treatment), 
paramedic, nurse and midwife practices are associated 
with lower quality of care as compared to health centres 
and hospitals, physicians and clinics. Consequently, 
inequities in access to high quality healthcare are 
observed among all population groups, favouring 
populations with higher income levels. The inequity 
curve and index shows the use of health centres as more 
concentrated among the poorer population groups. 
Hence, health centres provide a safety net to balance out 
the lack of access to high-quality healthcare (hospitals, 
clinics and physicians) for low-income groups.

The positive association between higher income and 
choice of hospitals and physicians is more likely related 
to the quality as well as price of services. Generally, 
hospitals and physicians offer a wider range of services 
or are more specialised, which in turn is more costly. 
Quality and specialisation is naturally preferred by all 
population groups. However, only the high-income 
groups can manage the cost constraints. Teh roles of 
cost2 of service will be dealt later in the paper. 

2 Cost of medical care does not refer only to the price of 
service. It is also attributed to the transportation cost a person has to 
bear to visit a health facility and the opportunity from travel time to 
and waiting time in the health facility. This study focuses on the price 
of service.
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most patients dislike higher prices.  This result extends 
previous findings that high price of service is associated 
with lower healthcare utilisation (Chernichovsky and 
Meesook, 1986, Erlyana et al., 2011, Lance, 2003).

RPL in this study also explores the interaction between 
provider and user characteristics by evaluating the 
heterogeneity of parameter estimates. According to 
Hensher (2003), significant interactions imply that there 
is a heterogeneity surrounding the mean parameter of 
the estimate. Table 3 shows that there is heterogeneity in 
the responses to price of service among the population. 
The sources of heterogeneity for price of service 
include place of residence severity of illness and health 
insurance subscription. The heterogeneity in the income 
level is not statistically significant; indicating that price 
of service is influential to the choice of provider at all 
income levels. 

Table 3. Heterogeneity of mean parameters and 
distribution of the estimated preference 

of users to price of provider5

Users 

characteristics

Heterogeneity
Distribution 
of sample by 

preferences (%)

Coefficient SE Dislike Like

Rural 0.017093 *** 0.004303 88.9 11.1

Income 0.000089 0.000702 98.9 1.1

Severity of 
illness -0.008467 ** 0.003273 99.9 0.1

Insured -0.008001 * 0.003953 99.6 0.4

N=2563; Log likelihood function = -2505.268; McFadden Pseudo R-squared 
=0.1102641

Probability [Chi-squared > value] = .000

Notes: ***=significance at 0.001; **=significance at 0.01; *=significance at 
0.05

In this study, price of service matters more for insured 
patients than for uninsured patients. One possible 
reason for this is that some types of health insurance 
require co-payment, which constitutes an out of pocket 
expenditure for healthcare utilisation. In addition, 
higher price of service is more likely to be associated 
with technologically advanced treatment and more 
prescribed medicine which is costly and is not covered 
by the insurance. Sparrow (2010), for example, indicates 

5 Complete estimation for all providers characteristics (price 
of service, distance to providers, number of doctors in the facility and 
availability of drug) are presented in the Annex. 

that in urban areas, people with Askeskin insurance also 
had to bear part of the costs of extra public services. In 
addition, access barriers to health are not fully overcome 
by a health card as a mean of a user fee waiver because 
of direct and indirect costs of using the card, especially 
in remote and rural areas (Sparrow, 2008).  It should be 
noted that due to difference in the benefit coverage, 
preferred providers and premium contribution, each 
type of insurance may have different effects on patient’ 
preferences to price of service. 

D. Discussion 

D.1. Increasing Healthcare Utilisation

To reduce inequity, utilisation among lower-income 
groups, and particular among females in lower-income 
groups must be increased. This can be achieved by 
reducing income-related barriers to provider access. 
A more comprehensive and targeted approach is 
proposed by considering the interaction between users 
and provider characteristics. For example, on average 
high price deters healthcare-seekers from utilising 
healthcare services. However, the effect is different 
by place of residence and income level. Utilisation of 
urban dwellers and richer groups is more sensitive to 
price of service, but less sensitive to distance. For rural 
dwellers and the poor, their utilisation is more sensitive 
to distance, and less sensitive to price of service.

To increase overall utilisation, targeted interventions are 
more effective. To increase utilisation, the focus for urban 
areas is on the reduction of direct cost barriers such as 
expansion of healthcare insurance, including for the 
rich. For rural areas, the focus of interventions should be 
more on expansion of health service facilities to reduce 
the distance and indirect cost of service. For the poor, 
especially in rural areas, subsidies for transportation 
costs will help them in accessing health services.

To help the poor in accessing healthcare, Indonesia 
introduced an ad hoc social health scheme as a 
response to the economic crisis in 1998. The program 
has since been declared successful in preventing further 
healthcare utilisation decline (Pradhan et al., 2007). The 
program has evolved over time and a new scheme was 
sealed in 2005 through Askeskin – the health insurance 
scheme for the poor (renamed Jamkesmas in 2008).

Although Askeskin is primarily provided for poor 
and near-poor households, in practice, a substantial 
portion of the population from higher income levels 
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Askeskin is a social insurance for the poor, funded by the 
government; and private health insurance is voluntary 
and semi-voluntary.

When the 2007 IFLS survey was conducted, Askes and 
Askeskin could be used mainly in public providers 
(health centres and public hospitals), while most private 
health insurance could be used mainly in private health 
facilities. Therefore, effects on choice of provider can 
be expected to vary by insurance type. The AME of 
each type of health insurance on choice of providers 
is presented in Table 2. Figure 4 presents the effect of 
health insurance subscription status by predicting 
the probability of choosing each type of healthcare 
provider.4

Figure 4. Predicted probability of choosing 
healthcare providers by type of health insurance 
subscription

Being subscribed to Askes is associated with a significant 
increase in hospital service use and significantly less 
paramedic, nurse and midwife use. Askeskin, on the 
other hand, is associated with increased used of health 
centres and decreased use of physicians. Another marked 
difference is the strong and positive association of use 
of hospitals and private health insurance subscriptions.

Figure 5 maps the association of health insurance 
subscription and provider choice between two extreme 
population groups in terms of income level. Quartile 
1 (Q1) represents the 25% lowest income population 
group, and Q4 is the 25% highest income population 
group. This figure assumes that the effect of health 
insurance on the other income level population lies 
between these two extremes. It should be noted that 
although Askeskin is intended for the poor, due to 

4 The sum of probability is 1. Therefore, since the choice of 
health provider is mutually exclusive, an increase in probability of 
choosing a certain health provider will reduce the probability of 
choosing another health provider.

some leakages in the distribution mechanism, small 
proportion of population in Q4 are also benefitted from 
Askeskin. 

Figure 0. Probability of choosing healthcare provid-
er by insurance type for two income groups, Q1 and 
Q4

Figure 5 shows that the effect of health insurance 
is similar regardless of income level. In statistical 
terms, the interaction effect of health insurance and 
income level is not significant. To validate this visual 
interpretation, the interaction of health insurance and 
income level was entered into the MNL model and their 
effects were tested using a Wald test. Results show that 
the interaction effect is not significant for any type of 
provider.

From the public policy perspective, the results show 
that health insurance influences the choice of provider 
for all income brackets, not just those at the lower 
income level. For the poor, the effect is likely brought by 
social health insurance (Askeskin), which increases the 
use of health centres. Askes holders have higher use of 
health centres and hospitals, while people subscribed to 
private health insurance use hospitals more and health 
centres less. Health insurance subscription does not 
affect use of traditional practices, nor is use of traditional 
practice affected by level of income.

C.2. Roles of Providers

Now we turn our attention to the roles of healthcare 
providers. Intuitively, healthcare provider attributes, 
such as price, accessibility and quality of service, also play 
a role in healthcare utilisation and choice of provider. 
These characteristics are often viewed as the barriers 
that can hamper access to health services (Jacobs et 
al., 2012). This section empashize on the roles of price 
of service and its interaction with income and health 
insuranse. Price of service is the average basic cost of 
outpatient visit, consisting of registration, consultation, 
injection (if necessary) and price of medicine. 

Price of service is an important factor that influences 
the preferences of providers. The RPL estimates shows 
that price of service had an expected sign: people 
are more likely to choose less costly providers.  The 
standard deviation for the mean coefficient of price is 
different from zero. This implies that the preference 
to price of providers is quite homogenous; that is, 
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most patients dislike higher prices.  This result extends 
previous findings that high price of service is associated 
with lower healthcare utilisation (Chernichovsky and 
Meesook, 1986, Erlyana et al., 2011, Lance, 2003).

RPL in this study also explores the interaction between 
provider and user characteristics by evaluating the 
heterogeneity of parameter estimates. According to 
Hensher (2003), significant interactions imply that there 
is a heterogeneity surrounding the mean parameter of 
the estimate. Table 3 shows that there is heterogeneity in 
the responses to price of service among the population. 
The sources of heterogeneity for price of service 
include place of residence severity of illness and health 
insurance subscription. The heterogeneity in the income 
level is not statistically significant; indicating that price 
of service is influential to the choice of provider at all 
income levels. 

Table 3. Heterogeneity of mean parameters and 
distribution of the estimated preference 

of users to price of provider5

Users 

characteristics

Heterogeneity
Distribution 
of sample by 

preferences (%)

Coefficient SE Dislike Like

Rural 0.017093 *** 0.004303 88.9 11.1

Income 0.000089 0.000702 98.9 1.1

Severity of 
illness -0.008467 ** 0.003273 99.9 0.1

Insured -0.008001 * 0.003953 99.6 0.4

N=2563; Log likelihood function = -2505.268; McFadden Pseudo R-squared 
=0.1102641

Probability [Chi-squared > value] = .000

Notes: ***=significance at 0.001; **=significance at 0.01; *=significance at 
0.05

In this study, price of service matters more for insured 
patients than for uninsured patients. One possible 
reason for this is that some types of health insurance 
require co-payment, which constitutes an out of pocket 
expenditure for healthcare utilisation. In addition, 
higher price of service is more likely to be associated 
with technologically advanced treatment and more 
prescribed medicine which is costly and is not covered 
by the insurance. Sparrow (2010), for example, indicates 

5 Complete estimation for all providers characteristics (price 
of service, distance to providers, number of doctors in the facility and 
availability of drug) are presented in the Annex. 

that in urban areas, people with Askeskin insurance also 
had to bear part of the costs of extra public services. In 
addition, access barriers to health are not fully overcome 
by a health card as a mean of a user fee waiver because 
of direct and indirect costs of using the card, especially 
in remote and rural areas (Sparrow, 2008).  It should be 
noted that due to difference in the benefit coverage, 
preferred providers and premium contribution, each 
type of insurance may have different effects on patient’ 
preferences to price of service. 

D. Discussion 

D.1. Increasing Healthcare Utilisation

To reduce inequity, utilisation among lower-income 
groups, and particular among females in lower-income 
groups must be increased. This can be achieved by 
reducing income-related barriers to provider access. 
A more comprehensive and targeted approach is 
proposed by considering the interaction between users 
and provider characteristics. For example, on average 
high price deters healthcare-seekers from utilising 
healthcare services. However, the effect is different 
by place of residence and income level. Utilisation of 
urban dwellers and richer groups is more sensitive to 
price of service, but less sensitive to distance. For rural 
dwellers and the poor, their utilisation is more sensitive 
to distance, and less sensitive to price of service.

To increase overall utilisation, targeted interventions are 
more effective. To increase utilisation, the focus for urban 
areas is on the reduction of direct cost barriers such as 
expansion of healthcare insurance, including for the 
rich. For rural areas, the focus of interventions should be 
more on expansion of health service facilities to reduce 
the distance and indirect cost of service. For the poor, 
especially in rural areas, subsidies for transportation 
costs will help them in accessing health services.

To help the poor in accessing healthcare, Indonesia 
introduced an ad hoc social health scheme as a 
response to the economic crisis in 1998. The program 
has since been declared successful in preventing further 
healthcare utilisation decline (Pradhan et al., 2007). The 
program has evolved over time and a new scheme was 
sealed in 2005 through Askeskin – the health insurance 
scheme for the poor (renamed Jamkesmas in 2008).

Although Askeskin is primarily provided for poor 
and near-poor households, in practice, a substantial 
portion of the population from higher income levels 
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Askeskin is a social insurance for the poor, funded by the 
government; and private health insurance is voluntary 
and semi-voluntary.

When the 2007 IFLS survey was conducted, Askes and 
Askeskin could be used mainly in public providers 
(health centres and public hospitals), while most private 
health insurance could be used mainly in private health 
facilities. Therefore, effects on choice of provider can 
be expected to vary by insurance type. The AME of 
each type of health insurance on choice of providers 
is presented in Table 2. Figure 4 presents the effect of 
health insurance subscription status by predicting 
the probability of choosing each type of healthcare 
provider.4

Figure 4. Predicted probability of choosing 
healthcare providers by type of health insurance 
subscription

Being subscribed to Askes is associated with a significant 
increase in hospital service use and significantly less 
paramedic, nurse and midwife use. Askeskin, on the 
other hand, is associated with increased used of health 
centres and decreased use of physicians. Another marked 
difference is the strong and positive association of use 
of hospitals and private health insurance subscriptions.

Figure 5 maps the association of health insurance 
subscription and provider choice between two extreme 
population groups in terms of income level. Quartile 
1 (Q1) represents the 25% lowest income population 
group, and Q4 is the 25% highest income population 
group. This figure assumes that the effect of health 
insurance on the other income level population lies 
between these two extremes. It should be noted that 
although Askeskin is intended for the poor, due to 

4 The sum of probability is 1. Therefore, since the choice of 
health provider is mutually exclusive, an increase in probability of 
choosing a certain health provider will reduce the probability of 
choosing another health provider.

some leakages in the distribution mechanism, small 
proportion of population in Q4 are also benefitted from 
Askeskin. 

Figure 0. Probability of choosing healthcare provid-
er by insurance type for two income groups, Q1 and 
Q4

Figure 5 shows that the effect of health insurance 
is similar regardless of income level. In statistical 
terms, the interaction effect of health insurance and 
income level is not significant. To validate this visual 
interpretation, the interaction of health insurance and 
income level was entered into the MNL model and their 
effects were tested using a Wald test. Results show that 
the interaction effect is not significant for any type of 
provider.

From the public policy perspective, the results show 
that health insurance influences the choice of provider 
for all income brackets, not just those at the lower 
income level. For the poor, the effect is likely brought by 
social health insurance (Askeskin), which increases the 
use of health centres. Askes holders have higher use of 
health centres and hospitals, while people subscribed to 
private health insurance use hospitals more and health 
centres less. Health insurance subscription does not 
affect use of traditional practices, nor is use of traditional 
practice affected by level of income.

C.2. Roles of Providers

Now we turn our attention to the roles of healthcare 
providers. Intuitively, healthcare provider attributes, 
such as price, accessibility and quality of service, also play 
a role in healthcare utilisation and choice of provider. 
These characteristics are often viewed as the barriers 
that can hamper access to health services (Jacobs et 
al., 2012). This section empashize on the roles of price 
of service and its interaction with income and health 
insuranse. Price of service is the average basic cost of 
outpatient visit, consisting of registration, consultation, 
injection (if necessary) and price of medicine. 

Price of service is an important factor that influences 
the preferences of providers. The RPL estimates shows 
that price of service had an expected sign: people 
are more likely to choose less costly providers.  The 
standard deviation for the mean coefficient of price is 
different from zero. This implies that the preference 
to price of providers is quite homogenous; that is, 
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Further, while they are taking on many responsibilities 
beyond their skill level, they do not have the legal 
support to do so (Rokx et al., 2010). As nurses and 
midwives are still the major healthcare providers for 
rural areas and lower income groups—both groups 
have very limited options of healthcare provider other 
than nurses and midwives—the government should 
be providing conditional privileges for them to provide 
outpatient services, as well as upgrading their skills.
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also receives benefits from the program (Pradhan et 
al., 2007, Sparrow et al., 2010). As a result, although 
Askeskin is able to increase healthcare utilisation, it does 
not reduce inequity effectively. According to Hidayat 
et al. (2004), other types of insurance (Askes insurance 
for civil servants  and Jamsostek for workers in formal 
sectors) also did not reduce inequity. Therefore, it is 
necessary for the government to devise a scheme that is 
more beneficial for the poor. This could be achieved by 
tightening the targeting mechanism and differentiating 
healthcare service benefits based on income testing. 

The challenge is in identifying the eligible poor for the 
scheme. In addition to a challenge in setting appropriate 
criteria of inclusion, rapid fluctuation of the poverty 
level across time (Suharyadi et. al., 2003) and the 
movement of population between the two sides of the 
poverty line make income testing complicated.  Skoufias 
(2000), for example, shows a remarkable fluidity in the 
transition into and out of poverty, making targeting the 
beneficiaries of social health insurance difficult. 

From the supply side, the government can also 
intervene to reduce the cost of service borne by users; 
for example, by providing subsidies for medicine and 
health supply costs, specifically for services that will be 
delivered to the urban poor. In this way, the urban poor 
will be assisted to catch up in terms of their utilisation, 
thereby reducing inequality. If the subsidy were given 
to all groups in urban areas, overall utilisation would be 
increased, without addressing equity.

Indonesia has consistently been providing subsidies for 
outpatient services in public health facilities, mainly in 
health centres. Although this can reduce the price of 
service in public health facilities, the impact on equity 
of healthcare utilisation would be more profound if 
the scheme were expanded to paramedic, nurse and 
midwife practices, which serve as the main providers for 
poor and rural dwellers.

D.2. Increasing Quality of Services

One of the endeavours to increase the use of high-
quality health services among the poor has been to 
expand the number of high-quality providers such as 
hospitals, physicians and clinics in the community, while 
also reducing income-related barriers to health services 
access, with the expectation that low-income groups will 
gain better access to high-quality care. This approach 
has been adopted in various breakaway districts in 

Indonesia, primarily by constructing new hospitals with 
the expectation that this will increase the ability of local 
residents to access high-quality health services.

This approach, however, brings some adverse effects 
with it. For example, hospitals are more likely to be used 
by the rich than by the poor, and by urban dwellers since 
hospitals are always located in urban settings. Thus, 
although the hospital-building approach can increase 
utilisation among the poor, it has little effect on reducing 
overall inequity. In addition, this approach can be very 
costly and it is very difficult to recruit health workers due 
to shortages on the production side. In addition, new 
graduates or existing doctors are less likely to choose to 
work in new hospitals in breakaway districts, which are 
mostly located outside Java/Bali.

Another and more realistic approach is to improve the 
quality of current providers that are most likely to be 
visited by the poor; that is, paramedic, nurse and midwife 
practices, health centres and auxiliary health centres. 
Various studies have indicated that nurse practices have 
the largest quality deficiencies across all types of care 
studied: prenatal, child curative and adult curative care 
(Barber et al., 2007). Nurses and midwives have also 
reported significant training needs (Hennessy, Hick and 
Kawonal, 2005, Hennessy, Hick and Koesno, 2005).

Various options to improve the quality of these services 
include training, organisational reforms and financial 
incentives. In developing countries, research on quality 
improvement has emphasised in-service training to 
update knowledge and clinical ability (Barber and 
Gertler, 2008). The need for training should also be 
tailored according to need, since variation in the skill of 
nurses and midwives is great. For example, the quality 
among private midwives practicing in Java/Bali is higher 
than for midwives outside Java/Bali (Hennessy, 2001). 
Another source of variation is in the loose regulatory 
framework governing the quality of pre-service training, 
and in particular, the rapid growth of new schools 
without a proper credentialing process (Rokx et al., 
2010).

Another approach would be affirming nurse and 
midwife roles, especially for village midwives, in certain 
clinical competencies for outpatient services. It is well 
known that nurses and midwives are taking on roles in 
clinical treatment that are beyond their job descriptions. 
They have to assume these roles in curative care due to 
the absence of a competent health workforce in certain 
regions. One study shows that 46% of midwives do not 
have a formal job description (Hennessy et al., 2005). 
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Further, while they are taking on many responsibilities 
beyond their skill level, they do not have the legal 
support to do so (Rokx et al., 2010). As nurses and 
midwives are still the major healthcare providers for 
rural areas and lower income groups—both groups 
have very limited options of healthcare provider other 
than nurses and midwives—the government should 
be providing conditional privileges for them to provide 
outpatient services, as well as upgrading their skills.
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ARE WE REALLY MAKING PROGRESS?
THE SUSTAINABILITY OF INDONESIA FOR THE LAST 

TWENTY YEARS

Nizar Marizi*

Abstract

This study examines the state of inequity in outpatient 
This paper discusses the sustainability of Indonesian 
development by developing the sustainability 
measurement tool for Indonesia and examining the 
sustainability status of the country. It begins with 
review on existing tools and found out there are not any 
particular that fully meet the requirement. The study 
then develops a composite index, named Sustainability 
Index, to reconcile the shortcomings that prevailed in 
the existing studies. This index consists of three cores of 
wellbeing, the Human Wellbeing, Economic Wellbeing, 
and Environmental Wellbeing, and employed a 
performance score unit. Measured by these indices, 
in general, Indonesia’s sustainability has progressed 
but not to the level hoped for in the last twenty years. 
It was primarily prevented by the bad performance in 
environmental dimension. 

* Staf Perencana Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan 
Pertambangan

I. Introduction 

Sustainability remains among the most contested public 
policies debated in the past twenty years. The concept of 
sustainable development has been promoted at global, 
national and local levels. It is already stated as the main 
principle on planning documents but left the questions 
on methods and the outcomes behind. Making the 
concept of sustainable development operational for 
public policies raises significant challenges in terms 
of measurement (OECD 2005). Since development 
in general is aimed to improve people’s wellbeing 
throughout the country over time, the question is about 
the sustainability of the achievement. This paper aims 
to revisit the discussion on the sustainability assessment 
in order to reconfirm or challenge the existing studies 
concerning the same issues on Indonesia. Furthermore, 
this paper places emphasis on exploring the following 
research objectives: to develop the sustainability 
measurement tool for Indonesia and to examine the 
sustainability status of Indonesia. 

The 1987 report, Our Common Future, of the Brundtland 
Commission defining that “Sustainable development is 
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Annex 1. Heterogeneity of mean parameters and distribution of the estimated preference of users to provider 
characteristics

Provider 

characteristics

Users 

characteristics

Heterogeneity
Distribution 
of sample by 

preferences (%)

Coefficient SE Dislike Like

Price of service Rural resident 0.017093 *** 0.004303 88.9 11.1

Income 0.000089 0.000702 98.9 1.1

Severity of illness -0.008467 ** 0.003273 99.9 0.1

Insured -0.008001 * 0.003953 99.6 0.4

Distance to provider Rural resident -0.029237 * 0.028329 5.2 94.8

Income -0.002044 0.004967 4.0 96.0

Severity of illness 0.039677 0.025380 1.7 98.3

Insured -0.001010 0.289668 3.6 96.4

Number of Doctor Rural resident 0.181891 0.289668 6.8 93.2

Income 0.053967 0.043171 6.5 93.5

Severity of illness 0.029069 0.244569 7.6 92.4

Insured -0.191291 0.240950 8.5 91.5

Drug availability Rural resident -0.173555 * 0.074813 74.3 25.7

Income -0.098621 *** 0.019858 78.5 21.5

Severity of illness -0.103880 0.070223 73.7 26.3

Insured 0.330583 *** 0.080285 67.8 32.2

N=2563; Log likelihood function = -2505.268; McFadden Pseudo R-squared =0.1102641

Probability [Chi-squared > value] = .000

Notes: ***=significance at 0.001; **=significance at 0.01; *=significance at 0.05 
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nature. They believe that assessing environmental assets 
and their services in monetary terms “commodifies” 
nature whose intrinsic value should not be subjected to 
market preferences. This is certainly not to say that the 
GDP and its derivation have diminished in importance, 
but there have been numerous calls for a broadening 
of the concept of development and inevitably this has 
resulted in demands for more diverse sets of indicators.

Set of Indicators 

Indicators for public policy purposes have at least two 
defining characteristics (Hammond, et al. 1995). First, 
indicators quantify information so that its’ significance 
is more readily apparent; and second, indicators simplify 
information about complex phenomena to improve 
communication. The UNCED, held in Rio de Janeiro in 
1992, urged countries, to develop and identify indicators 
of sustainable development in order to improve the 
information basis for decision-making at all levels and to 
contribute to a self-regulating sustainability of integrated 
environment and development systems (United Nations 
1994). Finding a suitable set of indicators of sustainable 
development requires knowledge of what is important 
for the viability of the systems involved, and how that 
contributes to sustainable development. The number of 
representative indicators should be as small as possible, 
but as large as essential. Data limitations are often a 
significant obstacle to generate large indicator sets, and 
it is also the case in regional or sub-national analysis 
(Graymore, Sipe and Rickson 2008). 

Why a Composite Index is Chosen? 

The Commission on Sustainable Development (CSD) 
developed Indicators of Sustainable Development and 
published them in 1994, 2001 and 2007. The newest 
version contains a core set of 50 indicators as part of 
a larger set of 96 indicators (United Nations 2007). 
This approach has some advantages that there is no 
loss of information, and performance in each single 
dimension is transparent, allowing for a detailed check-
up. However, these compilation-type indicators are 
voluminous, not very well focused, and have a high co-
linearity problem (Rogers, Jalal and Boyd 2005). Another 
notable drawback is the lack of validity in comparing 
one region/country to the others or one period to the 
other periods. These shortcomings triggered the moves 
to aggregate them into a single index, thereby keeping 
intact the power of a single number (Morse 2004).

For practice, the policy makers demand a composite 
index that can be unambiguously interpreted and 
also easily communicated to the public (Bohringer 
and Jochem 2007). Indeed, composite indices top 
an information pyramid whose base is primary data 
derived from monitoring and data analysis (Hammond, 
et al. 1995). The composite indices are also very useful 
for specific purposes in monitoring progress toward 
development goals, which require overall comparison 
over space or time. However, some weaknesses imposed 
to the composite indices since they will be losing a 
certain amount of information and producing results 
that are less transparent. Concerning to these problems, 
Ravallion (2010) has suggested that the current 
enthusiasm for composite indices needs to be balanced 
by clearer warnings for users on what exactly is being 
measured and more attention needs to be given to the 
tradeoffs embodied in the indices.

Evaluation on the Existing Sustainability Indices

There are numerous attempts to move beyond the 
single indicator and combine different nature–society 
dimensions into one index. As earlier overviews of 
sustainability assessment tools by Bohringer and Jochem 
(2007) and Ness, et al. (2006), this paper scrutinizes six 
indices which are selected based on the extent of their 
popularity and the degree of document availability. 
The indices are the Index of Sustainable Development 
Welfare (ISEW)/Genuine Progress Indicator (GPI), 
Genuine Savings, Ecological Footprint, Wellbeing 
Index, Human Development Index, and Environmental 
Sustainability Index.

Evaluation on these indices is conducted in relation 
with their qualifications on the integration of economy, 
environment and society systems, the spatial coverage 
of the assessment, and the suitability/applicability to 
Indonesia’s current condition. In general, the selection 
of variables (indicators), which form the basis for 
indices, is far from reflecting the holistic character of 
sustainability. Only the GPI/ISEW and Wellbeing Index 
meet this requirement. The remaining indices fail to 
meet this requirement; even the ESI are exclusive only 
to the environment dimension. The spatial coverage is 
more flexible. Although the national level is the most 
common concern, four out of six tools can be used at 
a variety of spatial levels. The GPI/ISEW and Genuine 
Saving are those which fail to meet this requirement. 
Both are limited by the nature of their indicators, which 
are rarely available at sub-national level in Indonesia. 
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that meets the needs of the present generation without 
compromising the ability of future generations to meet 
their own needs”. After since, over the past twenty four 
years, hundreds of definitions of sustainability and 
sustainable development have been made (Costanza, 
Daly and Bartholomew 1991, IUCN, UNEP, and WWF 
in 1991, Sustainable Foundation 2010). Though 
definitions may differ in scope, it is widely accepted 
that sustainability comprises all three elements as 
key items in common that are the human beings, the 
environment as the ecosystem in which we live, and the 
economy which enables us to do what we do. This paper 
defines “Sustainable Development” as improving the 
quality of human life in which each human being has 
the opportunity to develop itself within a well-balanced 
society and in harmony with its surroundings. 

Intragenerational and intergenerational equity

The conceptual definition of the Brundtland Commission 
contains two key concepts, the concept of needs and 
the idea of limitations. The notion of “needs” leads to 
the Commission’s concern for intragenerational equity, 
and the notion of “limits” underlies the Commission’s 
concern for intergenerational equity (Dresner 2006). 
The Commission suggested that there is no blue 
print to sustainable development; countries should 
develop their own approach. Within the context, 
Mithcell et al., 2003 stated that it is not a surprise when 
different assumptions and focuses emerged between 
developed and developing countries (Tampubolon, 
et al. 2006). Developed countries are more focused 
on how to integrate the economic and environmental 
considerations into decision making process means that 
they pay more attention to the intergenerational equity 
and stressed out that it would not hurt their economic 
competitiveness. In contrast, developing countries give 
priority on meeting the current basic human needs and 
ensuring their economic development performance. 
Thus, they focus more on the intragenerational equity.

Strong and Weak Sustainability

Sustainable development is living within nature’s 
means. The strong sustainability measure is based on the 
idea of keeping the quantities of both natural resource 
and human-made capital intact. It considers some types 
of capital as critical namely natural capital and cannot 
be substituted by other types of capital. On the other 
hand, the weak sustainability is the measure based on 
keeping a combination of natural capital and human-
made capital assets intact, rather than maintaining each 
variety of assets individually. It considers the different 

types of capital are substitutes of each other and, 
therefore, the main concern should be the total stock 
of capital. The use of weak and strong sustainability 
in assessing the sustainability of human activities is 
not fixed. The issue is not about the validity of the 
strong or the weak sustainability measures but about 
how to manage human activities and still maintain 
the natural capital stock. This will provide ideas on the 
desirability and the possibility of economic growth, the 
environmental management’s type, and the argument 
of societies on life towards sustainability. 

II. Sustainability Assessment

Ramachandran (2000) advises that measuring 
sustainability in quantitative terms resolves itself into 
two approaches: a) The inclusion of natural resource 
capital into national accounts; and b) The development 
of indicators or sets of indicators to assess the 
sustainability of development path.

Inclusion to National Accounts

The most widely used method of measuring 
development progress is the System of National 
Accounts (SNA), which were adopted by the United 
Nations since 1953. The SNA records the transactions 
of national economies and sums them into monetary 
indicators such as the Gross Domestic Product (GDP). 
Unfortunately, anything without a price – from parenting 
and education to forest and air – is excluded, regardless 
of its importance for economic welfare. Therefore, GDP 
is mainly a measure of how fast resources are exploited 
and converted into money flows, irrespective of their 
impact on society (Cobb, Halstead and Rowe 1995; 
Bossel 1998). The rise of concern to this led to the idea to 
greening the national accounts as an attempt to include 
parts of the natural environment. The United Nations 
Statistical Division (UNSTAT) has developed the System 
for integrated Environmental and Economic Accounting 
(SEEA) in the 1993 as an expanded revision of the SNA. 

The SEEA are expected to enable countries to subtract 
depreciation of capital, depletion of natural resources, 
and degradation of the environment from GDP to 
obtain the statement of environmentally adjusted 
net domestic product, or eco domestic product (EDP). 
However, this EDP or so-called “Green GDP” had failed 
to gain general acceptance (Ramachandran 2000; Yunus 
and Alisjahbana 2003; Morse 2004). Bartelmus (2008) 
emphasizes that environmentalists criticize the use of 
market values for “pricing the priceless” categories of 
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nature. They believe that assessing environmental assets 
and their services in monetary terms “commodifies” 
nature whose intrinsic value should not be subjected to 
market preferences. This is certainly not to say that the 
GDP and its derivation have diminished in importance, 
but there have been numerous calls for a broadening 
of the concept of development and inevitably this has 
resulted in demands for more diverse sets of indicators.

Set of Indicators 

Indicators for public policy purposes have at least two 
defining characteristics (Hammond, et al. 1995). First, 
indicators quantify information so that its’ significance 
is more readily apparent; and second, indicators simplify 
information about complex phenomena to improve 
communication. The UNCED, held in Rio de Janeiro in 
1992, urged countries, to develop and identify indicators 
of sustainable development in order to improve the 
information basis for decision-making at all levels and to 
contribute to a self-regulating sustainability of integrated 
environment and development systems (United Nations 
1994). Finding a suitable set of indicators of sustainable 
development requires knowledge of what is important 
for the viability of the systems involved, and how that 
contributes to sustainable development. The number of 
representative indicators should be as small as possible, 
but as large as essential. Data limitations are often a 
significant obstacle to generate large indicator sets, and 
it is also the case in regional or sub-national analysis 
(Graymore, Sipe and Rickson 2008). 

Why a Composite Index is Chosen? 

The Commission on Sustainable Development (CSD) 
developed Indicators of Sustainable Development and 
published them in 1994, 2001 and 2007. The newest 
version contains a core set of 50 indicators as part of 
a larger set of 96 indicators (United Nations 2007). 
This approach has some advantages that there is no 
loss of information, and performance in each single 
dimension is transparent, allowing for a detailed check-
up. However, these compilation-type indicators are 
voluminous, not very well focused, and have a high co-
linearity problem (Rogers, Jalal and Boyd 2005). Another 
notable drawback is the lack of validity in comparing 
one region/country to the others or one period to the 
other periods. These shortcomings triggered the moves 
to aggregate them into a single index, thereby keeping 
intact the power of a single number (Morse 2004).

For practice, the policy makers demand a composite 
index that can be unambiguously interpreted and 
also easily communicated to the public (Bohringer 
and Jochem 2007). Indeed, composite indices top 
an information pyramid whose base is primary data 
derived from monitoring and data analysis (Hammond, 
et al. 1995). The composite indices are also very useful 
for specific purposes in monitoring progress toward 
development goals, which require overall comparison 
over space or time. However, some weaknesses imposed 
to the composite indices since they will be losing a 
certain amount of information and producing results 
that are less transparent. Concerning to these problems, 
Ravallion (2010) has suggested that the current 
enthusiasm for composite indices needs to be balanced 
by clearer warnings for users on what exactly is being 
measured and more attention needs to be given to the 
tradeoffs embodied in the indices.

Evaluation on the Existing Sustainability Indices

There are numerous attempts to move beyond the 
single indicator and combine different nature–society 
dimensions into one index. As earlier overviews of 
sustainability assessment tools by Bohringer and Jochem 
(2007) and Ness, et al. (2006), this paper scrutinizes six 
indices which are selected based on the extent of their 
popularity and the degree of document availability. 
The indices are the Index of Sustainable Development 
Welfare (ISEW)/Genuine Progress Indicator (GPI), 
Genuine Savings, Ecological Footprint, Wellbeing 
Index, Human Development Index, and Environmental 
Sustainability Index.

Evaluation on these indices is conducted in relation 
with their qualifications on the integration of economy, 
environment and society systems, the spatial coverage 
of the assessment, and the suitability/applicability to 
Indonesia’s current condition. In general, the selection 
of variables (indicators), which form the basis for 
indices, is far from reflecting the holistic character of 
sustainability. Only the GPI/ISEW and Wellbeing Index 
meet this requirement. The remaining indices fail to 
meet this requirement; even the ESI are exclusive only 
to the environment dimension. The spatial coverage is 
more flexible. Although the national level is the most 
common concern, four out of six tools can be used at 
a variety of spatial levels. The GPI/ISEW and Genuine 
Saving are those which fail to meet this requirement. 
Both are limited by the nature of their indicators, which 
are rarely available at sub-national level in Indonesia. 
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that meets the needs of the present generation without 
compromising the ability of future generations to meet 
their own needs”. After since, over the past twenty four 
years, hundreds of definitions of sustainability and 
sustainable development have been made (Costanza, 
Daly and Bartholomew 1991, IUCN, UNEP, and WWF 
in 1991, Sustainable Foundation 2010). Though 
definitions may differ in scope, it is widely accepted 
that sustainability comprises all three elements as 
key items in common that are the human beings, the 
environment as the ecosystem in which we live, and the 
economy which enables us to do what we do. This paper 
defines “Sustainable Development” as improving the 
quality of human life in which each human being has 
the opportunity to develop itself within a well-balanced 
society and in harmony with its surroundings. 

Intragenerational and intergenerational equity

The conceptual definition of the Brundtland Commission 
contains two key concepts, the concept of needs and 
the idea of limitations. The notion of “needs” leads to 
the Commission’s concern for intragenerational equity, 
and the notion of “limits” underlies the Commission’s 
concern for intergenerational equity (Dresner 2006). 
The Commission suggested that there is no blue 
print to sustainable development; countries should 
develop their own approach. Within the context, 
Mithcell et al., 2003 stated that it is not a surprise when 
different assumptions and focuses emerged between 
developed and developing countries (Tampubolon, 
et al. 2006). Developed countries are more focused 
on how to integrate the economic and environmental 
considerations into decision making process means that 
they pay more attention to the intergenerational equity 
and stressed out that it would not hurt their economic 
competitiveness. In contrast, developing countries give 
priority on meeting the current basic human needs and 
ensuring their economic development performance. 
Thus, they focus more on the intragenerational equity.

Strong and Weak Sustainability

Sustainable development is living within nature’s 
means. The strong sustainability measure is based on the 
idea of keeping the quantities of both natural resource 
and human-made capital intact. It considers some types 
of capital as critical namely natural capital and cannot 
be substituted by other types of capital. On the other 
hand, the weak sustainability is the measure based on 
keeping a combination of natural capital and human-
made capital assets intact, rather than maintaining each 
variety of assets individually. It considers the different 

types of capital are substitutes of each other and, 
therefore, the main concern should be the total stock 
of capital. The use of weak and strong sustainability 
in assessing the sustainability of human activities is 
not fixed. The issue is not about the validity of the 
strong or the weak sustainability measures but about 
how to manage human activities and still maintain 
the natural capital stock. This will provide ideas on the 
desirability and the possibility of economic growth, the 
environmental management’s type, and the argument 
of societies on life towards sustainability. 

II. Sustainability Assessment

Ramachandran (2000) advises that measuring 
sustainability in quantitative terms resolves itself into 
two approaches: a) The inclusion of natural resource 
capital into national accounts; and b) The development 
of indicators or sets of indicators to assess the 
sustainability of development path.

Inclusion to National Accounts

The most widely used method of measuring 
development progress is the System of National 
Accounts (SNA), which were adopted by the United 
Nations since 1953. The SNA records the transactions 
of national economies and sums them into monetary 
indicators such as the Gross Domestic Product (GDP). 
Unfortunately, anything without a price – from parenting 
and education to forest and air – is excluded, regardless 
of its importance for economic welfare. Therefore, GDP 
is mainly a measure of how fast resources are exploited 
and converted into money flows, irrespective of their 
impact on society (Cobb, Halstead and Rowe 1995; 
Bossel 1998). The rise of concern to this led to the idea to 
greening the national accounts as an attempt to include 
parts of the natural environment. The United Nations 
Statistical Division (UNSTAT) has developed the System 
for integrated Environmental and Economic Accounting 
(SEEA) in the 1993 as an expanded revision of the SNA. 

The SEEA are expected to enable countries to subtract 
depreciation of capital, depletion of natural resources, 
and degradation of the environment from GDP to 
obtain the statement of environmentally adjusted 
net domestic product, or eco domestic product (EDP). 
However, this EDP or so-called “Green GDP” had failed 
to gain general acceptance (Ramachandran 2000; Yunus 
and Alisjahbana 2003; Morse 2004). Bartelmus (2008) 
emphasizes that environmentalists criticize the use of 
market values for “pricing the priceless” categories of 
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Table 1 The Index Framework

Dimension Element Rationale Indicator Skewness*
Target

(Maximum)

Base

(Minimum)

HUMAN WELLBEING Sufficient of Food Condition for the development of an 

individual

Proportion of underweight children under 

five years
0.3272 0 100 

Sufficient to Drink Condition for the development of an 

individual

Proportion of household with access to 

improved water sources
0.2042 100 0 

Safe Sanitation Condition for the prevention and spreading 

of diseases that would impede a person’s 

development

Proportion of household with access to 

improved sanitation 0.9656 100 0 

Healthy Life Condition for development of each individual 

in a healthy way

Life expectancy at birth
-0.5997 85 30 

Education 

Opportunity

Condition for a full and balanced 

development of children

Net enrollment rate (secondary school)
-0.3841 100 0 

Gender Equality Condition for a full and balanced 

development of all individuals and society 

Women’s wage share in non-agriculture 

sectors
1.0336 50 0 

ENVIRONMENTAL 

WELLBEING

Soil and Land Preservation of soil and natural land use is a 

condition for sustainability

Proportion of village with soil disturbances 3.6116 90000 1500 

Proportion of actual forest cover 0.7748 3 20 

Water Condition for ecological health for 

sustainability

Proportion of village with water 

disturbances
1.1066 3 55 

Air Condition for human and ecological health Proportion of village with soil disturbances 6.1339 0.1 100 

NOx emission per year -0.8405 1 0 

Biodiversity Condition for preserving the function of 

nature, in all its aspects

Proportion of terrestrial protected area
3.0633 0.1 100 

ECONOMIC 

WELLBEING

Level of Income Measure for sufficiency of income GDP per capita (in 2000 constant price) 2.0617 0.1 100 

Employment Access to the labor market is a condition for 

wellbeing for all people

Unemployment rate
7.3899 0.1 800 

Poverty Fair distribution of prosperity is a condition 

for sustainability

Proportion of people under national 

poverty line
2.0057 15 0 

* Since some of data have a very different distribution pattern, a skewness threshold of -2 and +2 is used. Those indicators with skewness value 
out of this range are log-transformed to generalize the data distribution.

Table 2 Categorization of the SI
Score 
range

Sustainability Category Color Indicator

>8 Good, sustainable.
7-8 Fair, almost sustainable.
6-7 Medium.
5-6 Poor, almost unsustainable.
4-5 Very Poor, unsustainable
<4 Extremely Poor.

Regardless of which method is used, weights are 
essentially value judgments. There is no agreed 
methodology exists to weight individual indicators. In 
this paper, every indicator has received the same weight 

for the aggregation. It is recognized that there may 
exist a possible substitution between the indicators. 
However, since all indicators must receive a score of 10 
to achieve full sustainability, a substitution will not be 
sufficient to achieve full sustainability. The equal weight 
is also ensuring that the core values’ interconnection 
as the triple bottom-line approach to sustainability be 
equally treated. The results are the Human Wellbeing 
Index (HWI), the Environmental Wellbeing Index (EnWI), 
and the Economic Wellbeing Index (EcWI), which hence 
aggregated into one figure for the overall index, the 
Sustainability Index (SI). The subsequent sensitivity 
analysis of this weighting implies a reasonably high 
degree of robustness for the SI.
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On the other hand, five out of six indices are suitable 
with the current Indonesia’s situation which means that 
Indonesia already has sufficient data to use those tools 
with some proxy or modification. The exception is the 
GPI/ISEW, of which some of the required indicators are 
not yet available. 

There are some empirical studies on measuring 
sustainability for Indonesia, or which at least include 
Indonesia in their cross-country studies and made use 
one of the above methods. They are Net Domestic 
Product (Repetto, 1989), Genuine Saving (Pearce 
and Atkinson, 1993; Vincent and Castaneda, 1997; 
Hamilton, 1997; Alisjahbana, Yusuf and Budiono 2003) 
and Eco Domestic Product or Green GDP (BPS 1996; 
Alisjahbana and Yusuf 2000a). Two studies in 2010, 
Ecological Footprint by the Ministry of Public Works 
and Environmental Quality Index (EQI) by the Ministry 
of Environment, also later enrich the reference on 
measuring Indonesia’s sustainability. 

III. Proposed Sustainability Index for Indonesia

Framework

Following the fundamental concept of sustainable 
development, the Sustainability Index (SI) for Indonesia 
consists of three cores of wellbeing, namely the Human 
Wellbeing, Economic Wellbeing, and Environment 
Wellbeing. The basic assumption of this index is that 
sustainable development is a combination of all the 
three cores. Human Wellbeing is a requirement for 
sustainability because no one would like to preserve 
a low standard of living. Ecosystem Wellbeing is a 
necessity since the ecosystem supports life and makes 
possible any standard of living. Economic Wellbeing 
is also a requirement for the reason that a robust and 
stable economy is vital for the people’s living and wealth. 
The three cores are interrelated but not equal. Human 
Wellbeing and Environmental Wellbeing are goals to be 
achieved while Economic Wellbeing is a means to be 
able to achieve sustainability and to maintain so over 
time.

Although no framework will be perfect, this paper 
has decided on the following setup. The three cores 
dimension is being assessed, and the goals provide the 
basis for deciding what will be measured. The dimension 

is the people, ecosystem, and economy of 33 provinces, 
and the proposed goal is a sustainable and equitable 
combination of human, environment, and economic 
wellbeing. Thirteen elements have been identified to 
provide the common framework for all assessments. The 
dimensions are designed to incorporate a wide range of 
topics into a few major groups, comprehensive enough 
to accommodate most of the concerns in the country’s 
development, and in conjunction with the availability of 
information required. Selected indicators should have a 
decent coverage that is available at the provincial level, 
and the time series data can be constructed. Respecting 
those reasons, this paper relies on indicators for which 
data can be obtained from official sources, e.g. Statistic 
Office and Ministries. Difficulties emerged in selecting 
the indicators are the availability to all provinces or 
study period and inconsistency on data measurement 
and presentation, thus, limit the choice of indicator. 
The dimensions, elements, rationale on selecting the 
elements, and selected indicators are presented in Table 
1. Based on the correlation test, which is conducted 
to avoid the problem of high co-linearity between 
indicators, no indicator was excluded from the index 
calculation.

Specification

This paper employs a performance score unit on 
0-10 scale with classification as described in Table 2. 
Measurement unit and distribution for all indicators 
may be very different, but since their scores are 
standardized and calculated in the same way on the 
same scale, the scores can be combined. Indicators 
being used are from 1990 to 2009 where missing data 
imputed by linear or polynomial trend. This will make it 
possible to determine the relative sustainability scores 
of provinces for different time periods, thereby, enabling 
the comparison of relative sustainability over these 
periods. The performance criteria are set to transform 
the indicators into scores guided by a proximity-to-
target approach using standards or national targets of 
related indicators as maximum and minimum value of 
the indicators. Scoring uses the following formula:

These criteria are having an advantage to evaluate the 
provinces’ distance from full sustainability – how close 
the country and provinces are to the ideal state of 
sustainability.
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Table 1 The Index Framework

Dimension Element Rationale Indicator Skewness*
Target

(Maximum)

Base

(Minimum)

HUMAN WELLBEING Sufficient of Food Condition for the development of an 

individual

Proportion of underweight children under 

five years
0.3272 0 100 

Sufficient to Drink Condition for the development of an 

individual

Proportion of household with access to 

improved water sources
0.2042 100 0 

Safe Sanitation Condition for the prevention and spreading 

of diseases that would impede a person’s 

development

Proportion of household with access to 

improved sanitation 0.9656 100 0 

Healthy Life Condition for development of each individual 

in a healthy way

Life expectancy at birth
-0.5997 85 30 

Education 

Opportunity

Condition for a full and balanced 

development of children

Net enrollment rate (secondary school)
-0.3841 100 0 

Gender Equality Condition for a full and balanced 

development of all individuals and society 

Women’s wage share in non-agriculture 

sectors
1.0336 50 0 

ENVIRONMENTAL 

WELLBEING

Soil and Land Preservation of soil and natural land use is a 

condition for sustainability

Proportion of village with soil disturbances 3.6116 90000 1500 

Proportion of actual forest cover 0.7748 3 20 

Water Condition for ecological health for 

sustainability

Proportion of village with water 

disturbances
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Air Condition for human and ecological health Proportion of village with soil disturbances 6.1339 0.1 100 

NOx emission per year -0.8405 1 0 

Biodiversity Condition for preserving the function of 

nature, in all its aspects

Proportion of terrestrial protected area
3.0633 0.1 100 

ECONOMIC 
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Level of Income Measure for sufficiency of income GDP per capita (in 2000 constant price) 2.0617 0.1 100 

Employment Access to the labor market is a condition for 

wellbeing for all people

Unemployment rate
7.3899 0.1 800 

Poverty Fair distribution of prosperity is a condition 

for sustainability

Proportion of people under national 

poverty line
2.0057 15 0 

* Since some of data have a very different distribution pattern, a skewness threshold of -2 and +2 is used. Those indicators with skewness value 
out of this range are log-transformed to generalize the data distribution.

Table 2 Categorization of the SI
Score 
range

Sustainability Category Color Indicator

>8 Good, sustainable.
7-8 Fair, almost sustainable.
6-7 Medium.
5-6 Poor, almost unsustainable.
4-5 Very Poor, unsustainable
<4 Extremely Poor.

Regardless of which method is used, weights are 
essentially value judgments. There is no agreed 
methodology exists to weight individual indicators. In 
this paper, every indicator has received the same weight 

for the aggregation. It is recognized that there may 
exist a possible substitution between the indicators. 
However, since all indicators must receive a score of 10 
to achieve full sustainability, a substitution will not be 
sufficient to achieve full sustainability. The equal weight 
is also ensuring that the core values’ interconnection 
as the triple bottom-line approach to sustainability be 
equally treated. The results are the Human Wellbeing 
Index (HWI), the Environmental Wellbeing Index (EnWI), 
and the Economic Wellbeing Index (EcWI), which hence 
aggregated into one figure for the overall index, the 
Sustainability Index (SI). The subsequent sensitivity 
analysis of this weighting implies a reasonably high 
degree of robustness for the SI.
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On the other hand, five out of six indices are suitable 
with the current Indonesia’s situation which means that 
Indonesia already has sufficient data to use those tools 
with some proxy or modification. The exception is the 
GPI/ISEW, of which some of the required indicators are 
not yet available. 

There are some empirical studies on measuring 
sustainability for Indonesia, or which at least include 
Indonesia in their cross-country studies and made use 
one of the above methods. They are Net Domestic 
Product (Repetto, 1989), Genuine Saving (Pearce 
and Atkinson, 1993; Vincent and Castaneda, 1997; 
Hamilton, 1997; Alisjahbana, Yusuf and Budiono 2003) 
and Eco Domestic Product or Green GDP (BPS 1996; 
Alisjahbana and Yusuf 2000a). Two studies in 2010, 
Ecological Footprint by the Ministry of Public Works 
and Environmental Quality Index (EQI) by the Ministry 
of Environment, also later enrich the reference on 
measuring Indonesia’s sustainability. 

III. Proposed Sustainability Index for Indonesia

Framework

Following the fundamental concept of sustainable 
development, the Sustainability Index (SI) for Indonesia 
consists of three cores of wellbeing, namely the Human 
Wellbeing, Economic Wellbeing, and Environment 
Wellbeing. The basic assumption of this index is that 
sustainable development is a combination of all the 
three cores. Human Wellbeing is a requirement for 
sustainability because no one would like to preserve 
a low standard of living. Ecosystem Wellbeing is a 
necessity since the ecosystem supports life and makes 
possible any standard of living. Economic Wellbeing 
is also a requirement for the reason that a robust and 
stable economy is vital for the people’s living and wealth. 
The three cores are interrelated but not equal. Human 
Wellbeing and Environmental Wellbeing are goals to be 
achieved while Economic Wellbeing is a means to be 
able to achieve sustainability and to maintain so over 
time.

Although no framework will be perfect, this paper 
has decided on the following setup. The three cores 
dimension is being assessed, and the goals provide the 
basis for deciding what will be measured. The dimension 

is the people, ecosystem, and economy of 33 provinces, 
and the proposed goal is a sustainable and equitable 
combination of human, environment, and economic 
wellbeing. Thirteen elements have been identified to 
provide the common framework for all assessments. The 
dimensions are designed to incorporate a wide range of 
topics into a few major groups, comprehensive enough 
to accommodate most of the concerns in the country’s 
development, and in conjunction with the availability of 
information required. Selected indicators should have a 
decent coverage that is available at the provincial level, 
and the time series data can be constructed. Respecting 
those reasons, this paper relies on indicators for which 
data can be obtained from official sources, e.g. Statistic 
Office and Ministries. Difficulties emerged in selecting 
the indicators are the availability to all provinces or 
study period and inconsistency on data measurement 
and presentation, thus, limit the choice of indicator. 
The dimensions, elements, rationale on selecting the 
elements, and selected indicators are presented in Table 
1. Based on the correlation test, which is conducted 
to avoid the problem of high co-linearity between 
indicators, no indicator was excluded from the index 
calculation.

Specification

This paper employs a performance score unit on 
0-10 scale with classification as described in Table 2. 
Measurement unit and distribution for all indicators 
may be very different, but since their scores are 
standardized and calculated in the same way on the 
same scale, the scores can be combined. Indicators 
being used are from 1990 to 2009 where missing data 
imputed by linear or polynomial trend. This will make it 
possible to determine the relative sustainability scores 
of provinces for different time periods, thereby, enabling 
the comparison of relative sustainability over these 
periods. The performance criteria are set to transform 
the indicators into scores guided by a proximity-to-
target approach using standards or national targets of 
related indicators as maximum and minimum value of 
the indicators. Scoring uses the following formula:

These criteria are having an advantage to evaluate the 
provinces’ distance from full sustainability – how close 
the country and provinces are to the ideal state of 
sustainability.
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Figure 3 Environmental Wellbeing Index and Its Ele-
ments, 1990-2009

Figure 4 Environmental Wellbeing Index, 1990 and 
2009

Overall, Indonesia has dropped from a fair to 
medium ranking according to the EnWI. All provinces 
experienced a downward trend in the last 20 years. 
Only two provinces, Papua and Maluku, managed 
to maintain their environmental state. On average, 
provinces in Kalimantan and Sumatera declined faster 
than others, with a 34 and 26 percent decrease of EnWI 
values, respectively. In 1990, only five provinces had an 
extremely poor to poor EnWI, with two other provinces 
recording a medium EnWI result. Provinces on the island 
of Java were the worst performers with no province 
managed to have a fair EnWI and only one province, 
Jawa Barat, secured a medium EnWI. The performances 
became worse in 2009, when 20 provinces have 
received an extremely poor to poor EnWI, nine provinces 
received a medium EnWI and only four provinces 

received a fair or good EnWI. Provinces in the eastern 
part of Indonesia had a better EnWI than those in the 
western part. Since the beginning, DKI Jakarta province 
has been consistently at the bottom of the index with 
an extremely poor assessment. The comparison of 
provinces with different levels of EnWI confirms that the 
biggest problem faced in improving the environment’s 
wellbeing in most provinces is the water disturbances.

Economic Wellbeing Index

Measured in terms of the EcWI, the country has no 
significant progress. The national EcWI fluctuated from 
6.70 in 1990 to 6.04 in 2000 and finally to 6.44 in 2009. It 
shows that the EcWI was relatively stable, unfortunately, 
at the medium level. This pattern was primarily 
influenced by the bad performance in employment. In 
this period, the unemployment rate ranged from 2.51 
percent in 1990 to 11.24 percent in 2005. On the other 
hand, the progress was also limited by the country’s low 
level of income, despite its more than double increase 
from 4,076 million rupiah to 8,796 million rupiah. In the 
beginning, level of income significantly increased until 
1996 but then gradually started decreasing and reached 
a low value of 5,145 million rupiah in 2000. 

Figure 5 Economic Wellbeing Index and Its Elements, 
1990-2009

The national pattern of the EcWI, by and large, also ap-
plies to the provinces’, a fluctuating and slightly decreas-
ing pattern. The country has remained at the medium 
level of EcWI for twenty years. On average, provinces in 
Kalimantan region improved faster than those in others, 
reflected by an over 10 percent increase in EcWI values. 
Contrarily, provinces in other regions significantly wors-
ened. In 1990, only three provinces with 7 percent of the 
country population enjoyed a fair EcWI, namely DKI Ja-
karta, Bali, and Kalimantan Timur. Three provinces, Kali-
mantan Barat, Nusa Tenggara Barat, and Nusa Tenggara 
Timur, were those with a poor EcWI. Twenty years later, 
seven provinces with 14 percent of the country’s popu-
lation managed to have a fair EcWI. They are Kepulauan 
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Figure 1 Human Wellbeing Index and Its Elements, 
1990-2009

In general, Indonesia’s HWI progress has been 
impressive (Figure 1). The country has now moved 
from a poor to medium level of HWI. The national HWI 
rose to 6.44 in 2009 from 5.59 in 2000, a continuation 
of an upward trend from 1990, when it stood at 4.57. 
This demonstrates a HWI increase of about 41 percent, 
however was hindered somewhat by slow progress 
in water and sanitation. For example, in 2009, more 
than fifty percent of people still did not have access to 
improved drinking water sources and basic sanitation. 
The limited access to improved drinking water sources 
reflects how the rate of drinking water infrastructure 
development does not match population growth. 
Interestingly, no HWI indicator reflects the effects of 
the financial crisis in 1997 as all indicators consistently 
improve, with no sharp declines. This casts doubt on 
data reliability, specifically on its accuracy leads since, 
theoretically, the crisis should have implications on 
people’s livelihoods.

Figure 2 Human Wellbeing Index, 1990 and 2009

Principally, all provinces performed well in the HWI 
by recording an increase over the last twenty years. 
On average, provinces in Sumatera, Kalimantan and 
Sulawesi regions improved faster than those in others, 
reflected by an over 40 percent increase in HWI values. In 
1990, the DKI Jakarta, DI Yogyakarta and Bali, with only 8 
percent of the country’s population, enjoyed a medium 
HWI. The other four provinces, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, and Nusa 
Tenggara Timur, scored extremely poorly on the HWI. In 
2009, ten provinces with 13.03 percent of the country’s 
population still have a poor HWI. They are Kepulauan 
Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi 
Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, and Papua. 
A medium HWI remains unattainable due to an inability 
to provide adequate water and sanitation. Comparison 
between provinces with different levels of HWI confirms 
that the biggest problem to securing human wellbeing 
in Indonesia is limited provision of safe drinking water 
sources and sanitation.

Environmental Wellbeing Index

Generally, the level of progress on the EnWI change is 
disappointing. The national EnWI decreased to 6.08 
in 2009 from 6.36 in 2000, continuing the downward 
trend from 1990, when it was 7.40. This is an 18 percent 
decrease. All the indicators reflect a descending 
trend, although water and air elements had a greater 
contribution to the overall decrease. In 1994-1996, 
the EnWI and its three elements, land, air, and water, 
significantly progressed and improved in performance 
but then constantly decreased from 1997 to 2005. 
This phenomenon most likely has a relationship with 
the financial crisis since the crisis would have made 
changes in the country’s development priorities, and 
the environmental sector would not have been favored. 
A study of the effect of this crisis on the environment, 
specifically the forestry sector, found that the conditions 
of two-thirds of the people in forested areas had become 
worse during the crisis. Small farmers were increasingly 
interested in clearing forests for perennial tree crops 
rather than raising food crops in shifting cultivation 
systems (Sunderlin 1999). In addition, as Brodjonegoro 
& Mahi (2003) pointed out, the decentralization in 
Indonesia, which is being implemented since 2001, has 
a potential tendency to over-exploit natural resources 
because many local governments seek an instant and 
short-term benefit, which is never seen in environmental 
sector programs.  
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Figure 3 Environmental Wellbeing Index and Its Ele-
ments, 1990-2009

Figure 4 Environmental Wellbeing Index, 1990 and 
2009
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managed to have a fair EnWI and only one province, 
Jawa Barat, secured a medium EnWI. The performances 
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received a medium EnWI and only four provinces 
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Figure 8 Economic Wellbeing Index, 1990 and 2009

V. Conclusions

The paper has gone some way towards enhancing the 
understanding of sustainability. It confirms previous 
findings and contributes additional evidence on 
the relationship between human, economic, and 
environmental development. Measured in terms of the 
Human Wellbeing Index (HWI), Indonesia’s progress 
has been impressive. It infers that the largest problem 
to securing human wellbeing in Indonesia its limited 
provision of safe drinking water sources and sanitation. 
However, the level of progress on the Environmental 
Wellbeing Index (EnWI) is disappointing. All the 
environmental indicators reflect a descending trend, 
although water element had greater contribution to 
the overall decrease. On the other hand, measured 
by the Economic Wellbeing Index (EcWI), Indonesia 
has no significant progress. This pattern was primarily 
influenced by the bad performance in employment 
and limited by the low level of income. Considering 
the resources and opportunities possessed by the 
government, these achievements is an encouragement 
and give a strong signal to the government to take 
necessary actions, in order to sustain the country’s 
development. 
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Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kali-
mantan Barat, Kalimantan Tengah, and Kalimantan Sela-
tan. Ironically, two provinces, Maluku and Papua Barat, 
now had a very poor EcWI and the other ten provinces 
had a poor EcWI. Most were unable to reach a medium 
EcWI because of weakness in employment element. This 
was also experienced by Kalimantan Timur which did 
relatively well in income and poverty, and could obtain a 
fair EcWI. Further comparison of provinces with different 
levels of EcWI reasserts that the main challenge to the 
country’s economic wellbeing is to improve the people’s 
level of income.

Figure 6 Economic Wellbeing Index, 1990 and 2009

Sustainability Index

In general, Indonesia’s SI progress has not been 
significant. The national SI slightly rose to 6.32 in 2009 
from 6.22 in 1990. The SI fluctuated with the lowest 
point at 5.81 in 2006 and peaked twice at 6.32 in 
1996 and 2009. Although this index relatively remains 
constant, there was a structural change within the 
dimensions. Initially, the HWI contribution to the SI was 
only 24 percent while the EnWI and EcWI were 40 and 
36 percent, respectively. As the human development 
progressed impressively, the HWI contribution gradually 
increased to 34 percent since 2005. On the other 
hand, the EnWI contribution significantly decreased 
to 32 percent in 2009 and the EcWI contribution 

1990

2009

slightly changed to 34 percent. These changes reflect 
the imbalance concerns that the government faces 
between social (human and economic) development 
and environmental development. The environmental 
wellbeing’s bad performance is the key challenge to 
improving Indonesia’s sustainability. 

Figure 7 Sustainability Index of Indonesia, 1990-
2009

In general, the pattern of the national SI also applies to 
the provinces with only six provinces scoring above the 
national index in 2009. The country has remained at the 
medium level of SI after twenty years of development. In 
average, provinces in Papua-Maluku-NT region improved 
faster than those in others, although only by a nearly 
5 percent increase in SI values. In contrast, provinces 
in Sumatera and Kalimantan regions experienced a 2 
percent decrease in their SI values. In 1990, 13 provinces 
had a poor SI, with only two provinces recording a fair 
SI while the remaining provinces enjoyed a medium 
SI. Provinces in the Java-Bali region were the worst 
performers with only one out of six provinces securing 
a fair SI. These performances slightly increased and were 
more evenly distributed in 2009, when the 14 provinces 
received a poor SI and the remaining 19 provinces 
received a medium SI. In terms of their sustainability 
dimension indices, provinces in Indonesia are becoming 
more convergent overtime. 

It should be borne in mind that the true SI is the 
combination of human and environmental wellbeing. A 
sustainable SI would combine a good HWI and a good 
EnWI, supported also by the EcWI as a means to achieve 
them. In a close to sustainable SI, both human and 
environmental dimensions should be fair or a mixture 
of good and fair. In 2009, no province achieved either. 
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NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP HARGA-HARGA PANGAN               

DI INDONESIA

Ali Muharam

Abstrak

Mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga-
harga pangan di Indonesia sangat penting mengingat 
beberapa komoditas pangan strategis kita masih 
bergantung terhadap pasokan pangan impor seperti 
daging sapi dan beberapa produk buah-buahan segar. 
Dalam tulisan ini, data runtut waktu yang dianalisis 
merupakan data bulanan dari tahun 2000-2010. Dengan 
menggunakan Vector Autoregression (VAR) dan Analisis 
Impulse Response Function (IRF), tulisan ini menyimpulkan 
bahwa untuk harga-harga komoditas yang bergantung 
terhadap impor seperti daging sapi dan tepung terigu, 
nilai tukar rupiah memberikan efek yang nyata, sedangkan 
untuk daging ayam dan minyak goreng, nilai tukar tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan. 

Kata-kata kunci : Nilai Tukar, Harga Bahan Bakar, Harga 
Pangan, Vector Autoregression (VAR), Impulse Response 
Function (IRF). 

I. Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 
kurun waktu 1999-2009 pengeluaran rumah tangga di 
Indonesia didominasi oleh pengeluaran untuk belanja 
makanan kecuali pada tahun 2007 dimana belanja untuk 
makanan hanya sekitar 49,24 persen.  Pada tahun 1999 
belanja rumah tangga untuk makanan mencapai 62,94 
persen dari total pengeluaran rumah tangga. Meski 
pengeluaran rumah tangga untuk makanan masih 
mendominasi belanja rumah tangga, selama 2002-2010 
pengeluaran rumah tangga untuk makanan cenderung 
terus menurun. Pada tahun 2002 belanja untuk makanan 
mencapai 58,47 persen dan turun hanya sekitar 51,43 
persen pada tahun 2010. Mengingat pengeluaran 
rumah tangga untuk makanan masih mendominasi 
belanja rumah tangga, maka volatilitas harga pangan 
akan memiliki pengaruh terhadap konsumen. 

Kajian mengenai volatilitas harga pangan cukup 
penting mengingat di tingkat domestik beberapa 
komoditas pangan seperti beras, tepung, gula, telur, 

76 Edisi 02/Tahun XIX/2013

Ministry of Public Works. Ecological Footprint of Indonesia. 
Government Report, Jakarta: Ministry of Public 
Works, Republic of Indonesia, 2010.

Morse, S. Indices and Indicators in Development: An 
Unhealthy Obsession with Numbers. Sterling, VA: 
Earthscan Publications Ltd., 2004.

Ness, B., E. Urbel-Piirsalu, S. Anderberg, and L. Olsson. 
“Categorising tools for sustainability assessment.” 
Ecological Economics 60, no. 3 (September 2006): 
498-508.

OECD. Measuring sustainable development. Statistic Brief 
10, Paris: OECD, 2005.

Ramachandran, N. Monitoring Sustainability: Indices 
and Techniques of Analysis. New Delhi: Concept 
Publishing, 2000.

Ravallion, M. “Masup Indices of Development.” World 
Bank Policy Research Working Paper No. 5432, 
Development Research Group, The World Bank, 
2010.

Rogers, P. P., K. F. Jalal, and J. A. Boyd. An Introduction 
to Sustainable Development. Manila: Harvard 
University Press, 2005.

Sunderlin, W. D. The Effects of Economic Crisis and Political 
Change on Indonesia’s Forest Sector, 1997-1999. 
Bogor: CGIAR, 1999.

Sustainable Society Foundation. Sustainable Society 
Foundation. n.d. http://www.ssfindex.com/
sustainability/notes-and-definitions/ (accessed 
April 5, 2011).

Tampubolon, P. F. T. P., W. Gultom, B. Setianingsih, and 
M. Handono. Prinsip-prinsip dan Implementasi 
Pembangunan Berkelanjutan. Paper, Bogor: Bogor 
Agricultural Institute, 2006.

United Nations. Earth Summit, Agenda 21, the United 
Nations Programme of Action from Rio. New York, 
1994.

United Nations. Department of Economic and Social 
Affairs. Indicators of Sustainable Development: 
Guidelines and Methodologies. New York: United 
Nations Publication, 2007.

Yunus, A. A., and A. Alisjahbana. To What Extent Green 
Accounting Measure Sustainable Development. 
Working Paper in Economics and Development 
Studies, Bandung: Padjajaran University, 2003.



77Edisi 02/Tahun XIX/2013

NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP HARGA-HARGA PANGAN               

DI INDONESIA

Ali Muharam

Abstrak

Mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga-
harga pangan di Indonesia sangat penting mengingat 
beberapa komoditas pangan strategis kita masih 
bergantung terhadap pasokan pangan impor seperti 
daging sapi dan beberapa produk buah-buahan segar. 
Dalam tulisan ini, data runtut waktu yang dianalisis 
merupakan data bulanan dari tahun 2000-2010. Dengan 
menggunakan Vector Autoregression (VAR) dan Analisis 
Impulse Response Function (IRF), tulisan ini menyimpulkan 
bahwa untuk harga-harga komoditas yang bergantung 
terhadap impor seperti daging sapi dan tepung terigu, 
nilai tukar rupiah memberikan efek yang nyata, sedangkan 
untuk daging ayam dan minyak goreng, nilai tukar tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan. 

Kata-kata kunci : Nilai Tukar, Harga Bahan Bakar, Harga 
Pangan, Vector Autoregression (VAR), Impulse Response 
Function (IRF). 

I. Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 
kurun waktu 1999-2009 pengeluaran rumah tangga di 
Indonesia didominasi oleh pengeluaran untuk belanja 
makanan kecuali pada tahun 2007 dimana belanja untuk 
makanan hanya sekitar 49,24 persen.  Pada tahun 1999 
belanja rumah tangga untuk makanan mencapai 62,94 
persen dari total pengeluaran rumah tangga. Meski 
pengeluaran rumah tangga untuk makanan masih 
mendominasi belanja rumah tangga, selama 2002-2010 
pengeluaran rumah tangga untuk makanan cenderung 
terus menurun. Pada tahun 2002 belanja untuk makanan 
mencapai 58,47 persen dan turun hanya sekitar 51,43 
persen pada tahun 2010. Mengingat pengeluaran 
rumah tangga untuk makanan masih mendominasi 
belanja rumah tangga, maka volatilitas harga pangan 
akan memiliki pengaruh terhadap konsumen. 

Kajian mengenai volatilitas harga pangan cukup 
penting mengingat di tingkat domestik beberapa 
komoditas pangan seperti beras, tepung, gula, telur, 
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II. Metodologi

2.1. Model VAR

Dalam analisis multivariat time series, model vector 
autoregression (VAR) merupakan salah satu model yang 
paling sering dipakai karena relatif mudah dan fleksibel. 
Model VAR merupakan pengembangan dari model 
autoregressive univariat.  Model VAR juga merupakan 
salah satu model peramalan dari model time series 
univariat. Keunggulan model VAR ditentukan oleh 
fleksibilitas model VAR dalam membuat ramalan 
dengan membuat kondisionalitas terhadap variable 
model (Zivot and Wang, 2006).  

Terkait dengan deskripsi data dan peramalan, untuk 
inferensi struktural dan analisis kebijakan, model VAR 
juga dapat dioperasionalkan. Struktur kausal (sebab-
akibat) untuk data yang digunakan disusun dengan 
membuat beberapa asumsi, kemudian dirumuskan 
untuk menggambarkan hasil dari dampak kausal dari 
guncangan (shock) yang terjadi atau disebut juga 
sebagai inovasi. Fungsi impulse response dan variance 
decomposition digunakan untuk meringkas dampak 
kausalitas tersebut (Zivot dan Wang, 2006).

Model vector auto regression (VAR) yang digunakan 
dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan 
transmisi dari nilai tukar rupaih terhadap harga-harga 
pangan di Indonesia dengan fokus pada lima komoditi 
pangan yaitu daging sapi, daging ayam, tepung terigu, 
susu, dan minyak goreng. Dalam model VAR, diasumsikan 
bahwa semua variabel ekonomi bersifat interdependen. 
Model  VAR dapat ditulis sebagai berikut: 

Dimana : 

Yt  :  merupakan dependent variable Y pada waktu t

Xt   :  merupakan dependent variable X pada waktu t

α1i   :  coefficient Y 

β1i   :  merupakan independent variable 

Y t-1   :  merupakan jeda waktu (time-lag) independent 
variable B1i

γ1i is    :  merupakan independent variable 

Xt-1   :  jeda waktu independent variable γ1i

εt :  : merupakan error term

2.2. Data 

Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data 
runtut waktu (time series) berupa data bulanan dari 
harga-harga pangan di Indonesia dari bulan Januari 
2000-Desember 2010 dari Kementerian Perdagangan. 
Sementara untuk data-data yang terkait dengan 
nilai tukar rupiah diakses dari perpustakaan  digital 
Universitas Petra Surabaya. 

III. Hasil

3.1. Hasil Estimasi Pengaruh Nilai Tukar terhadap 
Harga-Harga Pangan

Bagian berikut ini akan membahas hasil estimasi 
pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terhadap 
harga-harga lima komoditas pangan serta akan disajikan 
pula impulse response function (IRF) menunjukan 
respons dari variable endogen di dalam VAR terhadap 
guncangan (shock).  

3.1.1. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Sapi

 Dengan menggunakan lag -1 untuk menguji 
pengaruh nilai tukar terhadap harga daging sapi, 
Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak 
dipengaruhi baik oleh nilai tukar rupah itu sendiri 
maupun oleh harga daging sapi pada lag -1. Pada sisi 
lain, harga daging sapi dipengaruhi oleh nilai tukar 
rupiah pada lag -1 dengan nilai koefisien 0.0779 dan 
secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 1 
persen.

Table 1. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Sapi

VAR Model

Equation

Nilai Tukar Harga Daging Sapi

Lag Coef t-value Coef t-value

Parameter

Nilai Tukar -1 0.1309 [1.4790]  0.0779  [ 
2.0662]*

Harga Daging  Sapi -1 -0.1812 [-0.8843] 0.0465 [ 0.5331]

Log-Likelihood 247.3740 358.4363

* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
***signifikan pada 10 persen
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minyak goreng, bawang merah, dan cabai terdeflasi. 
Selama periode Januari 1984-Januari 1998, harga-harga 
komoditas tersebut telah terdeflasi masing-masing 
sebesar 8,6 persen; 11,1 persen; 6,7 persen; 15,1 persen; 
17,4 persen; 22,3 persen; dan 20,1 persen. Perubahan 
fundamental dalam volatilitas harga-harga pangan 
terjadi setelah era reformasi terjadi sampai dengan 
Juni 2009 dimana harga-harga komoditas tersebut 
terdeflasi sekitar 11,6 persen; 11,4 persen; 11,2 persen; 
20,2 persen; 29,3 persen; 37 persen; and 24,5 persen 
(Sumaryanto, 2009).

Kajian mengenai keterkaitan antara nilai tukar denga 
harga pangan juga telah ditelaah oleh Harri et al 
(2009). Kajian yang dilakukan oleh Harri et al (2009) 
menunjukkan bahwa nilai tukar dapat memberikan 
pengaruh terhadap harga pangan melalui ekspor dan 
impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai tukar 
akan secara langsung memengaruhi harga produk-
produk yang diperdagangkan. 

Efek dari ekspor dan impor terhadap harga-harga 
pangan juga pernah dikaji oleh Peter Rowland (2004) 
menggunakan pendekatan exchange rate pass thorugh 
(ERPT) yang didefinisikan sebagai persentase perubahan 
nilai tukar yang ditransmisikan kepada harga barang 
yang diperdagangkan di dalam negeri.  (Rowland, 2004)

Rowland mendefinisikan ERPT sebagai perubahan 
harga-harga domestik yang diakibatkan oleh 
perubahan dalam perubahan nilai tukar nominal 
yang terjadi sebelum perubahan harga-harga. Studi 
yang dilakukan oleh Rowland menganalisis ERPT di 
Kolombia. Dalam studinya Rowland membandingkan 
penggunaan dua kerangka ekonometrik yang berbeda 
yaitu vector autoregressive (VAR) dan Johansen 
multivariate cointegration. Hasil studi menunjukkan 
bahwa perubahan nilai tukar direspons secara cepat 
oleh harga-harga impor dimana sekitar 80 persen dari 
perubahan tersebut berdampak terhadap harga-harga 
impor untuk jangka waktu 12 bulan. Studi Rowland juga 
menyimpulkan bahwa perubahan dalam nilai tukar 
sekitar 28 persennya bagi harga-harga produsen dan 
sekitar 15 persennya untuk harga-harga konsumen. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa efek ERPT 
terhadap harga produsen adalah moderat dan terhadap 
harga konsumen efeknya sangat terbatas. 

Volatilitas harga-harga pangan dapat memengaruhi baik 
produser maupun konsumen. Dalam kurun waktu dua 
puluh lima tahun terakhir, harga-harga pertanian dunia 
menunjukkan trend harga-harga yang stabil. Harga-
harga pertanian dunia mulai menunjukkan kenaikan 
secara moderat antara 2004 dan 2005 serta mencapai 
puncaknya pada akhir 2007 dan pada musim panas 
2008. Pada periode Oktober 2006 dan Mei-Juni 2008, 
harga-harga komoditas mengalami kenaikan sekitar 3,2 
kali lipat untuk beras; 2,1 kali lipat untuk gandum serta 
2,5 kali lipat untuk jagung  (Blein and Longo,2009).

Masalah volatilitas harga pangan sangat krusial 
mengingat peran penting pangan dalam stabilitas 
politik dan ekonomi. Kejatuhan rejim Orde Baru di 
Indonesia misalnya, ditandai dengan meroketnya 
harga-harga pangan khususnya beras.

Banyak faktor yang memengaruhi volatilitas harga 
pangan. Beberapa faktor internal yang memengaruhi 
harga pangan antara lain kegagalan panen, tingginya 
permintaan terhadap komoditi pangan, dan perubahan 
iklim. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kenaikan harga 
minyak dunia, kebijakan tarif dan kuota ekspor, serta 
pembatasan ekspor juga dapat menjadi penyebab 
terjadinya volatilitas harga pangan baik untuk jangka 
pendek maupun jangka panjang. Inflasi dan perubahan 
nilai tukar juga berkontribusi dalam menentukan 
harga-harga pangan. Mitchell mengemukakan bahwa 
berdasarkan argumen makroekonomi harga-harga 
komoditas pertanian dipengaruhi oleh meningkatnya 
perdagangan, kepemilikan modal, serta perubahan 
kebijakan yang drastis yang menyebabkan perubahan 
dalam neraca perdagangan serta nilai tukar (Mitchell, 
1987).

Dalam tulisan ini, terdapat lima komoditas pangan 
yang akan dianalisis dengan menggunakan metode 
VAR. Komoditas tersebut adalah daging sapi, daging 
ayam, tepung terigu, susu kaleng, dan minyak 
goreng. Pemilihan kelima komoditas pangan tersebut 
didasarkan alasan bahwa untuk daging sapi, tepung 
terigu, dan susu, Indonesia masih mengandalkan impor 
dalam porsi yang relatif. Sementara  untuk minyak 
goreng dan daging ayam sengaja dipilih karena untuk 
kedua produk pangan tersebut Indonesia relatif telah 
mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa 
terlalu bergantung kepada pasokan impor. 
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II. Metodologi

2.1. Model VAR

Dalam analisis multivariat time series, model vector 
autoregression (VAR) merupakan salah satu model yang 
paling sering dipakai karena relatif mudah dan fleksibel. 
Model VAR merupakan pengembangan dari model 
autoregressive univariat.  Model VAR juga merupakan 
salah satu model peramalan dari model time series 
univariat. Keunggulan model VAR ditentukan oleh 
fleksibilitas model VAR dalam membuat ramalan 
dengan membuat kondisionalitas terhadap variable 
model (Zivot and Wang, 2006).  

Terkait dengan deskripsi data dan peramalan, untuk 
inferensi struktural dan analisis kebijakan, model VAR 
juga dapat dioperasionalkan. Struktur kausal (sebab-
akibat) untuk data yang digunakan disusun dengan 
membuat beberapa asumsi, kemudian dirumuskan 
untuk menggambarkan hasil dari dampak kausal dari 
guncangan (shock) yang terjadi atau disebut juga 
sebagai inovasi. Fungsi impulse response dan variance 
decomposition digunakan untuk meringkas dampak 
kausalitas tersebut (Zivot dan Wang, 2006).

Model vector auto regression (VAR) yang digunakan 
dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan 
transmisi dari nilai tukar rupaih terhadap harga-harga 
pangan di Indonesia dengan fokus pada lima komoditi 
pangan yaitu daging sapi, daging ayam, tepung terigu, 
susu, dan minyak goreng. Dalam model VAR, diasumsikan 
bahwa semua variabel ekonomi bersifat interdependen. 
Model  VAR dapat ditulis sebagai berikut: 

Dimana : 

Yt  :  merupakan dependent variable Y pada waktu t

Xt   :  merupakan dependent variable X pada waktu t

α1i   :  coefficient Y 

β1i   :  merupakan independent variable 

Y t-1   :  merupakan jeda waktu (time-lag) independent 
variable B1i

γ1i is    :  merupakan independent variable 

Xt-1   :  jeda waktu independent variable γ1i

εt :  : merupakan error term

2.2. Data 

Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data 
runtut waktu (time series) berupa data bulanan dari 
harga-harga pangan di Indonesia dari bulan Januari 
2000-Desember 2010 dari Kementerian Perdagangan. 
Sementara untuk data-data yang terkait dengan 
nilai tukar rupiah diakses dari perpustakaan  digital 
Universitas Petra Surabaya. 

III. Hasil

3.1. Hasil Estimasi Pengaruh Nilai Tukar terhadap 
Harga-Harga Pangan

Bagian berikut ini akan membahas hasil estimasi 
pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terhadap 
harga-harga lima komoditas pangan serta akan disajikan 
pula impulse response function (IRF) menunjukan 
respons dari variable endogen di dalam VAR terhadap 
guncangan (shock).  

3.1.1. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Sapi

 Dengan menggunakan lag -1 untuk menguji 
pengaruh nilai tukar terhadap harga daging sapi, 
Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak 
dipengaruhi baik oleh nilai tukar rupah itu sendiri 
maupun oleh harga daging sapi pada lag -1. Pada sisi 
lain, harga daging sapi dipengaruhi oleh nilai tukar 
rupiah pada lag -1 dengan nilai koefisien 0.0779 dan 
secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 1 
persen.

Table 1. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Sapi

VAR Model

Equation

Nilai Tukar Harga Daging Sapi

Lag Coef t-value Coef t-value

Parameter

Nilai Tukar -1 0.1309 [1.4790]  0.0779  [ 
2.0662]*

Harga Daging  Sapi -1 -0.1812 [-0.8843] 0.0465 [ 0.5331]

Log-Likelihood 247.3740 358.4363

* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
***signifikan pada 10 persen
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minyak goreng, bawang merah, dan cabai terdeflasi. 
Selama periode Januari 1984-Januari 1998, harga-harga 
komoditas tersebut telah terdeflasi masing-masing 
sebesar 8,6 persen; 11,1 persen; 6,7 persen; 15,1 persen; 
17,4 persen; 22,3 persen; dan 20,1 persen. Perubahan 
fundamental dalam volatilitas harga-harga pangan 
terjadi setelah era reformasi terjadi sampai dengan 
Juni 2009 dimana harga-harga komoditas tersebut 
terdeflasi sekitar 11,6 persen; 11,4 persen; 11,2 persen; 
20,2 persen; 29,3 persen; 37 persen; and 24,5 persen 
(Sumaryanto, 2009).

Kajian mengenai keterkaitan antara nilai tukar denga 
harga pangan juga telah ditelaah oleh Harri et al 
(2009). Kajian yang dilakukan oleh Harri et al (2009) 
menunjukkan bahwa nilai tukar dapat memberikan 
pengaruh terhadap harga pangan melalui ekspor dan 
impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai tukar 
akan secara langsung memengaruhi harga produk-
produk yang diperdagangkan. 

Efek dari ekspor dan impor terhadap harga-harga 
pangan juga pernah dikaji oleh Peter Rowland (2004) 
menggunakan pendekatan exchange rate pass thorugh 
(ERPT) yang didefinisikan sebagai persentase perubahan 
nilai tukar yang ditransmisikan kepada harga barang 
yang diperdagangkan di dalam negeri.  (Rowland, 2004)

Rowland mendefinisikan ERPT sebagai perubahan 
harga-harga domestik yang diakibatkan oleh 
perubahan dalam perubahan nilai tukar nominal 
yang terjadi sebelum perubahan harga-harga. Studi 
yang dilakukan oleh Rowland menganalisis ERPT di 
Kolombia. Dalam studinya Rowland membandingkan 
penggunaan dua kerangka ekonometrik yang berbeda 
yaitu vector autoregressive (VAR) dan Johansen 
multivariate cointegration. Hasil studi menunjukkan 
bahwa perubahan nilai tukar direspons secara cepat 
oleh harga-harga impor dimana sekitar 80 persen dari 
perubahan tersebut berdampak terhadap harga-harga 
impor untuk jangka waktu 12 bulan. Studi Rowland juga 
menyimpulkan bahwa perubahan dalam nilai tukar 
sekitar 28 persennya bagi harga-harga produsen dan 
sekitar 15 persennya untuk harga-harga konsumen. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa efek ERPT 
terhadap harga produsen adalah moderat dan terhadap 
harga konsumen efeknya sangat terbatas. 

Volatilitas harga-harga pangan dapat memengaruhi baik 
produser maupun konsumen. Dalam kurun waktu dua 
puluh lima tahun terakhir, harga-harga pertanian dunia 
menunjukkan trend harga-harga yang stabil. Harga-
harga pertanian dunia mulai menunjukkan kenaikan 
secara moderat antara 2004 dan 2005 serta mencapai 
puncaknya pada akhir 2007 dan pada musim panas 
2008. Pada periode Oktober 2006 dan Mei-Juni 2008, 
harga-harga komoditas mengalami kenaikan sekitar 3,2 
kali lipat untuk beras; 2,1 kali lipat untuk gandum serta 
2,5 kali lipat untuk jagung  (Blein and Longo,2009).

Masalah volatilitas harga pangan sangat krusial 
mengingat peran penting pangan dalam stabilitas 
politik dan ekonomi. Kejatuhan rejim Orde Baru di 
Indonesia misalnya, ditandai dengan meroketnya 
harga-harga pangan khususnya beras.

Banyak faktor yang memengaruhi volatilitas harga 
pangan. Beberapa faktor internal yang memengaruhi 
harga pangan antara lain kegagalan panen, tingginya 
permintaan terhadap komoditi pangan, dan perubahan 
iklim. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kenaikan harga 
minyak dunia, kebijakan tarif dan kuota ekspor, serta 
pembatasan ekspor juga dapat menjadi penyebab 
terjadinya volatilitas harga pangan baik untuk jangka 
pendek maupun jangka panjang. Inflasi dan perubahan 
nilai tukar juga berkontribusi dalam menentukan 
harga-harga pangan. Mitchell mengemukakan bahwa 
berdasarkan argumen makroekonomi harga-harga 
komoditas pertanian dipengaruhi oleh meningkatnya 
perdagangan, kepemilikan modal, serta perubahan 
kebijakan yang drastis yang menyebabkan perubahan 
dalam neraca perdagangan serta nilai tukar (Mitchell, 
1987).

Dalam tulisan ini, terdapat lima komoditas pangan 
yang akan dianalisis dengan menggunakan metode 
VAR. Komoditas tersebut adalah daging sapi, daging 
ayam, tepung terigu, susu kaleng, dan minyak 
goreng. Pemilihan kelima komoditas pangan tersebut 
didasarkan alasan bahwa untuk daging sapi, tepung 
terigu, dan susu, Indonesia masih mengandalkan impor 
dalam porsi yang relatif. Sementara  untuk minyak 
goreng dan daging ayam sengaja dipilih karena untuk 
kedua produk pangan tersebut Indonesia relatif telah 
mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa 
terlalu bergantung kepada pasokan impor. 
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3.1.5. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Minyak Goreng

Hasil estimasi antara nilai tukar rupiah dengan harga 
minyak goreng menunjukkan bahwa pada saat nilai 
tukar rupiah dijadikan sebagai parameter, nilai  tukar 
rupiah pada lag -1 tidak terpengaruh baik oleh nilai 
tukar rupiah itu sendiri maupun oleh harga minyak 
goreng. Sementara itu, pada saat harga minyak goreng 
dijadikan sebagai parameternya, harga minyak goreng 
tidak memengaruhi nilai tukar rupiah pada lag -1, 
namun memengaruhi harga minyak goreng pada lag 
-1 dengan tingkat kepercayaan 1 persen dengan nilai 
koefisien mencapai -0,2308. 

Table 5. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Minyak Goreng

VAR Model
Equation 1

Nilai Tukar Harga Minyak Goreng
Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters
Nilai Tukar -1  0.1158 [1.3151] -0.0449 [-0.6470]

Harga Minyak 

Goreng

-1 -0.0705 [-0.6421] -0.2308 [-2.6618]*

Log-Likelihood 247.1856 277.9535
* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
*** signifikan pada 10 persen

3.2. Impulse Response Function

Impulse response function (IRF) merupakan bagian 
yang penting dari model VAR karena IRF menunjukan 
respons dari variable endogen di dalam VAR terhadap 
guncangan (shock) pada error term. Dalam analisis IRF 
tersebut, pada bagian di bawah ini akan dijelaskan IRF 
dari harga daging sapi, daging ayam, tepung terigu, 
minyak goreng dan susu kaleng terhadap perubahan 
(shock) yang terjadi yaitu berupa nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar. 

3.2.1. Respons Harga Daging Sapi

Dengan menggunakan 10 (sepuluh) periode waktu 
(bulanan) untuk menganalisis respons harga daging sapi 
terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, 
hasil dari IRF menunjukkan bahwa pada saat terjadi 
guncangan (shock) pada nilai tukar rupiah terhadap dolar, 
maka harga daging sapi akan merespons guncangan 
(shock) tersebut pada periode pertama dan kedua. Atau 

dapat dikatakan bahwa saat terjadi guncangan (shock)  
pada nilai tukar rupiah, maka pada bulan pertama dan 
kedua setelah guncangan (shock) terjadi, harga daging 
sapi akan naik. Pada bulan pertama, guncangan (shock) 
pada nilai tukar akan direspons sebesar 0.002071 atau 
dapat dikatakan bahwa kenaikan nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar sebesar 1 persen, akan menyebabkan 
harga daging sapi naik sebesar 0,21 persen pada bulan 
pertama, dan pada bulan kedua harga daging sapi naik 
sebesar lebih kurang 0,30 persen saat terjadi 1 persen 
kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. 

Pada bulan ketiga sampai dengan bulan kesepuluh, 
respons harga daging sapi terhadap guncangan 
(innovations) dalam nilai tukar akan sangat kecil. Hal 
ini terjadi mengingat masih tingginya ketergantungan 
Indonesia terhadap pasokan daging sapi impor. Sebagai 
ilustrasi, pada tahun 2012, diperkirakan sekitar 15 
persen kebutuhan daging sapi Indonesia masih dipasok 
dari sapi impor. Pada tahun 2011 saja nilai impor daging 
sapi telah mencapai lebih dari Rp.3 Triliun (US$ 321,4 
Juta). Importir utama daging sapi bagi Indonesia adalah 
Australia yang menyuplai sebagian besar kebutuhan 
impor daging sapi Indonesia. 

Terkait dengan respons nilai tukar terhadap perubahan 
dalam harga daging sapi, Gambar 1. menunjukkan 
bahwa saat terjadi guncangan (shock) dalam harga 
daging sapi, respons nilai tukar tidak signifikan. Saat 
terjadi guncangan (shock), dalam bulan kedua nilai 
tukar akan merespons sebesar -0,002790 atau saat harga 
daging sapi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, nilai 
tukar hanya terpengaruh sekitar -0,28 persen. Dalam 
bulan ketiga sampai akhir periode, respons nilai tukar 
terhadap guncangan (shock) dalam harga daging sapi 
cenderung turun dan hampir mendekati nol. 

Gambar 1. IRF Harga Daging Sapi terhadap Guncangan 
(shock) dalam Nilai Tukar
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3.1.2. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Ayam

Table 2 menunjukkan hasil estimasi nilai tukar rupiah 
terhadap harga daging ayam dengan menggunakan 
tiga lag. Untuk nilai tukar rupiah pada semua lag, nilai 
tukar rupiah tidak dipengaruhi (independent) oleh nilai 
tukar rupiah sendiri dan harga daging ayam. Harga 
daging ayam juga tidak dipengaruhi oleh oleh nilai 
tukar pada semua lag.  Sebaliknya, harga daging ayam 
dipengaruhi oleh harga daging ayam pada lag -1 dan 
lag -3. Pada lag -1 harga daging ayam terpengaruh 
dengan tingkat kepercayaan 10 persen dengan nilai 
koefisien 0,1206, sementara pada lag -3 harga daging 
ayam memengaruhi harga daging ayam dengan nilai 
koefisien -0,2739 dengan tingkat kepercayaan 1 persen. 

Table 2. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Ayam

VAR Model
Equation 1

Nilai Tukar Harga Daging Ayam
Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters
Nilai Tukar -1  0.1265 [ 1.3989] 0.1705  [1.6082]

-2 -0.0322 [-.3503] 0.0154 [ 0.1433]

-3 -0.0213 [-.2345] -0.0476 [-0.4459]

Daging Ayam -1 -0.0409 [-0.5533] 0.1206 [1.3903]***

-2  0.0261 [0.3549] -0.1529 [-1.7694]
-3 -0.0503 [-0.7031] -0.2739 [-3.2604]*

Log-Likelihood  243.2429 222.8278

* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
***signifikan pada 10 persen

3.1.3. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Tepung Terigu

Hasil estimasi hubungan antara nilai tukar dengan 
harga tepung terigu ditampilkan dalam Tabel 3. berikut 
ini. Table 4.3. menunjukkkan bahwa harga tepung terigu 
dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada lag -1 dengan 
tingkat kepercayaan 1 persen dengan nilai koefisien 
0.0928. Selain itu, harga tepung terigu juga dipengaruhi 
oleh harga tepung terigu pada lag -1 dengan tingkat 
kepercayaan 1 persen. Hasil ini tidaklah mengherankan 
mengingat Indonesia masih merupakan net importer 
tepung terigu (gandum). Indonesia tergantung dalam 
jumlah yang sangat besar terhadap pasokan gandum 
dunia karena secara agroklimat gandum merupakan 
tanaman sub-tropis. Dengan porsi impor yang sangat 
besar, maka diperkirakan bahwa perubahan nilai 

tukar rupiah akan memberi pengaruh yang signifikan 
terhadap harga terigu di dalam negeri. 

Tabel 3. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Tepung Terigu

VAR Model
Equation 1

Exchange Rate Flour Price
Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters
Exchange Rate -1 0.1187 [1.3531]  0.0928 [2.3924]*

Flour Price -1 -0.1243 [-0.7685]  0.5669 [7.9245]*

Log-Likelihood 247.2765 353.3549

 * signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
***signifikan pada 10 persen

3.1.4. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Susu Kaleng

Dalam tulisan ini pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 
harga susu kaleng juga dicoba untuk diestimasi. Table 
4.4. dibawah ini menjelaskan hasil estimasi tersebut. 
Berdasarkan hasil estimasi tersebut nilai tukar rupiah 
tidak terpengaruh baik oleh nilai tukar rupiah itu sendiri 
maupun oleh harga susu kaleng baik pada lag -1 dan lag 
-2. 

Disisi lain, pada saat harga susu kaleng dijadikan sebagai 
parameter, harga susu kaleng tidak memengaruhi nilai 
tukar rupaih baik di lag -1 atau lag -2. Namun demikian, 
harga susu kaleng memengaruhi harga susu kaleng juga 
di lag -1 dan lag -2 dengan tingkat kepercayaan masing-
masing 10 persen dan 1 persen dengan nilai koefisien 
0.1469 dan  0.3487. 

Table 4. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Susu Kaleng

VAR Model

Equation 1

Nilai Tukar Rupiah Harga Susu Kaleng

Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters

Nila Tukar Rupiah -1  0.1257 [ 1.3881]  0.0233 [ 1.1684]
-2 -0.0289 [-0.3190]  0.0279 [ 1.3933]

Harga Susu kaleng -1 -0.0841 [-.2207]  0.1469 [1.7494]***
-2 -0.0315 [-.0834]  0.3487 [ 4.1805]*

Log-Likelihood  242.2992  435.8197

* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
*** signifikan pada 10 persen



81Edisi 02/Tahun XIX/2013

3.1.5. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Minyak Goreng

Hasil estimasi antara nilai tukar rupiah dengan harga 
minyak goreng menunjukkan bahwa pada saat nilai 
tukar rupiah dijadikan sebagai parameter, nilai  tukar 
rupiah pada lag -1 tidak terpengaruh baik oleh nilai 
tukar rupiah itu sendiri maupun oleh harga minyak 
goreng. Sementara itu, pada saat harga minyak goreng 
dijadikan sebagai parameternya, harga minyak goreng 
tidak memengaruhi nilai tukar rupiah pada lag -1, 
namun memengaruhi harga minyak goreng pada lag 
-1 dengan tingkat kepercayaan 1 persen dengan nilai 
koefisien mencapai -0,2308. 

Table 5. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Minyak Goreng

VAR Model
Equation 1

Nilai Tukar Harga Minyak Goreng
Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters
Nilai Tukar -1  0.1158 [1.3151] -0.0449 [-0.6470]

Harga Minyak 

Goreng

-1 -0.0705 [-0.6421] -0.2308 [-2.6618]*

Log-Likelihood 247.1856 277.9535
* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
*** signifikan pada 10 persen

3.2. Impulse Response Function

Impulse response function (IRF) merupakan bagian 
yang penting dari model VAR karena IRF menunjukan 
respons dari variable endogen di dalam VAR terhadap 
guncangan (shock) pada error term. Dalam analisis IRF 
tersebut, pada bagian di bawah ini akan dijelaskan IRF 
dari harga daging sapi, daging ayam, tepung terigu, 
minyak goreng dan susu kaleng terhadap perubahan 
(shock) yang terjadi yaitu berupa nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar. 

3.2.1. Respons Harga Daging Sapi

Dengan menggunakan 10 (sepuluh) periode waktu 
(bulanan) untuk menganalisis respons harga daging sapi 
terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, 
hasil dari IRF menunjukkan bahwa pada saat terjadi 
guncangan (shock) pada nilai tukar rupiah terhadap dolar, 
maka harga daging sapi akan merespons guncangan 
(shock) tersebut pada periode pertama dan kedua. Atau 

dapat dikatakan bahwa saat terjadi guncangan (shock)  
pada nilai tukar rupiah, maka pada bulan pertama dan 
kedua setelah guncangan (shock) terjadi, harga daging 
sapi akan naik. Pada bulan pertama, guncangan (shock) 
pada nilai tukar akan direspons sebesar 0.002071 atau 
dapat dikatakan bahwa kenaikan nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar sebesar 1 persen, akan menyebabkan 
harga daging sapi naik sebesar 0,21 persen pada bulan 
pertama, dan pada bulan kedua harga daging sapi naik 
sebesar lebih kurang 0,30 persen saat terjadi 1 persen 
kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. 

Pada bulan ketiga sampai dengan bulan kesepuluh, 
respons harga daging sapi terhadap guncangan 
(innovations) dalam nilai tukar akan sangat kecil. Hal 
ini terjadi mengingat masih tingginya ketergantungan 
Indonesia terhadap pasokan daging sapi impor. Sebagai 
ilustrasi, pada tahun 2012, diperkirakan sekitar 15 
persen kebutuhan daging sapi Indonesia masih dipasok 
dari sapi impor. Pada tahun 2011 saja nilai impor daging 
sapi telah mencapai lebih dari Rp.3 Triliun (US$ 321,4 
Juta). Importir utama daging sapi bagi Indonesia adalah 
Australia yang menyuplai sebagian besar kebutuhan 
impor daging sapi Indonesia. 

Terkait dengan respons nilai tukar terhadap perubahan 
dalam harga daging sapi, Gambar 1. menunjukkan 
bahwa saat terjadi guncangan (shock) dalam harga 
daging sapi, respons nilai tukar tidak signifikan. Saat 
terjadi guncangan (shock), dalam bulan kedua nilai 
tukar akan merespons sebesar -0,002790 atau saat harga 
daging sapi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, nilai 
tukar hanya terpengaruh sekitar -0,28 persen. Dalam 
bulan ketiga sampai akhir periode, respons nilai tukar 
terhadap guncangan (shock) dalam harga daging sapi 
cenderung turun dan hampir mendekati nol. 

Gambar 1. IRF Harga Daging Sapi terhadap Guncangan 
(shock) dalam Nilai Tukar
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3.1.2. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Ayam

Table 2 menunjukkan hasil estimasi nilai tukar rupiah 
terhadap harga daging ayam dengan menggunakan 
tiga lag. Untuk nilai tukar rupiah pada semua lag, nilai 
tukar rupiah tidak dipengaruhi (independent) oleh nilai 
tukar rupiah sendiri dan harga daging ayam. Harga 
daging ayam juga tidak dipengaruhi oleh oleh nilai 
tukar pada semua lag.  Sebaliknya, harga daging ayam 
dipengaruhi oleh harga daging ayam pada lag -1 dan 
lag -3. Pada lag -1 harga daging ayam terpengaruh 
dengan tingkat kepercayaan 10 persen dengan nilai 
koefisien 0,1206, sementara pada lag -3 harga daging 
ayam memengaruhi harga daging ayam dengan nilai 
koefisien -0,2739 dengan tingkat kepercayaan 1 persen. 

Table 2. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Daging Ayam

VAR Model
Equation 1

Nilai Tukar Harga Daging Ayam
Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters
Nilai Tukar -1  0.1265 [ 1.3989] 0.1705  [1.6082]

-2 -0.0322 [-.3503] 0.0154 [ 0.1433]

-3 -0.0213 [-.2345] -0.0476 [-0.4459]

Daging Ayam -1 -0.0409 [-0.5533] 0.1206 [1.3903]***

-2  0.0261 [0.3549] -0.1529 [-1.7694]
-3 -0.0503 [-0.7031] -0.2739 [-3.2604]*

Log-Likelihood  243.2429 222.8278

* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
***signifikan pada 10 persen

3.1.3. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Tepung Terigu

Hasil estimasi hubungan antara nilai tukar dengan 
harga tepung terigu ditampilkan dalam Tabel 3. berikut 
ini. Table 4.3. menunjukkkan bahwa harga tepung terigu 
dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada lag -1 dengan 
tingkat kepercayaan 1 persen dengan nilai koefisien 
0.0928. Selain itu, harga tepung terigu juga dipengaruhi 
oleh harga tepung terigu pada lag -1 dengan tingkat 
kepercayaan 1 persen. Hasil ini tidaklah mengherankan 
mengingat Indonesia masih merupakan net importer 
tepung terigu (gandum). Indonesia tergantung dalam 
jumlah yang sangat besar terhadap pasokan gandum 
dunia karena secara agroklimat gandum merupakan 
tanaman sub-tropis. Dengan porsi impor yang sangat 
besar, maka diperkirakan bahwa perubahan nilai 

tukar rupiah akan memberi pengaruh yang signifikan 
terhadap harga terigu di dalam negeri. 

Tabel 3. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Tepung Terigu

VAR Model
Equation 1

Exchange Rate Flour Price
Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters
Exchange Rate -1 0.1187 [1.3531]  0.0928 [2.3924]*

Flour Price -1 -0.1243 [-0.7685]  0.5669 [7.9245]*

Log-Likelihood 247.2765 353.3549

 * signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
***signifikan pada 10 persen

3.1.4. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Susu Kaleng

Dalam tulisan ini pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 
harga susu kaleng juga dicoba untuk diestimasi. Table 
4.4. dibawah ini menjelaskan hasil estimasi tersebut. 
Berdasarkan hasil estimasi tersebut nilai tukar rupiah 
tidak terpengaruh baik oleh nilai tukar rupiah itu sendiri 
maupun oleh harga susu kaleng baik pada lag -1 dan lag 
-2. 

Disisi lain, pada saat harga susu kaleng dijadikan sebagai 
parameter, harga susu kaleng tidak memengaruhi nilai 
tukar rupaih baik di lag -1 atau lag -2. Namun demikian, 
harga susu kaleng memengaruhi harga susu kaleng juga 
di lag -1 dan lag -2 dengan tingkat kepercayaan masing-
masing 10 persen dan 1 persen dengan nilai koefisien 
0.1469 dan  0.3487. 

Table 4. Nilai Tukar Rupiah dan Harga Susu Kaleng

VAR Model

Equation 1

Nilai Tukar Rupiah Harga Susu Kaleng

Lag Coef t-value Coef t-value

Parameters

Nila Tukar Rupiah -1  0.1257 [ 1.3881]  0.0233 [ 1.1684]
-2 -0.0289 [-0.3190]  0.0279 [ 1.3933]

Harga Susu kaleng -1 -0.0841 [-.2207]  0.1469 [1.7494]***
-2 -0.0315 [-.0834]  0.3487 [ 4.1805]*

Log-Likelihood  242.2992  435.8197

* signifikan pada 1 persen,** signifikan pada 5 persen, 
*** signifikan pada 10 persen
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3.2.4.  Respons Harga Susu Kaleng 

Respons harga susu kaleng terhadap terhadap 
guncangan (shock) yang terjadi dalam nilai tukar 
cukup menarik untuk diamati. Terkait respons harga 
susu kaleng terhadap nilai tukar, harga susu kaleng 
memberikan respons sejak bulan pertama hingga 
bulan ketujuh. Pada bulan pertama, respons harga 
susu sebesar 0.000892 atau untuk setiap kenaikan nilai 
tukar sebanyak 1 persen, maka harga susu kaleng naik 
sebesar 0.09 persen. Respons tertinggi ditunjukkan oleh 
harga susu kaleng pada bulan ketiga dengan persentase 
kenaikan sebesar 0,16 persen untuk setiap kenaikan 1 
persen dalam nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. 

Gambar 4. IRF Harga Susu Kaleng terhadap Guncangan 
(shock) dalam Nilai Tukar

Sensitivitas harga susu kaleng terhadap guncangan 
(innovation) dalam nilai tukar seiring dengan 
karakteristik susu yang masih bergantung kepada 
pasokan impor. Setiap tahunnya, total konsumsi susu 
Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2,7 juta liter 
dan sekitar 70 persennya masih diimpor, sedangkan 
sisianya dipenuhi dari produksi susu domestik. 

Eksportir utama susu Indonesia adalah Australia, 
Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2013 
nilai susu impor mencapai sekitar US$ 164,6 juta dengan 
volume impor mencapai sekitar 46 ribu ton. 

Hal menarik lainnya dari Gambar 4 adalah respons harga 
susu kaleng terhadap perubahan dalam harga susu 
kaleng. Pada bulan pertama, respons harga susu kaleng 
terhadap perubahan pada harga susu kaleng adalah 
sebesar 0.008149 atau untuk setiap 1 persen guncangan 
(shock) dalam harga susu kaleng maka harga susu kaleng 
akan naik sebesar 0,81 persen di bulan pertama. Pada 
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bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh fluktuasi 
dalam respons harga susu kaleng terhadap guncangan 
(shock) masih terus terjadi. Di bulan kedua harga susu 
kaleng akan naik sekitar 0,12 persen dan sekitar 0,3 
persen di bulan ketiga. 

3.2.5.  Respons Harga Minyak Goreng

Gambar 5 menjelaskan respons harga minyak goreng 
terhadap guncangan (shock) yang terjadi dalam 
nilai tukar. Dari gambar tersebut yang responsnya 
cukup signifikan adalah respons nilai tukar terhadap 
perubahan pada nilai tukar serta respons harga minyak 
goreng terhadap perubahan pada harga minyak goreng 
itu sendiri. 

Respons harga minyak goreng terhadap guncangan 
yang terjadi pada harga minyak goreng akan terjadi 
pada bulan pertama dan bulan kedua. Pada bulan 
pertama, guncangan dalam harga minyak goreng 
sebesar 1 persen akan menyebabkan harga minyak 
goreng di bulan pertama naik sekitar 2,87 persen. 
Namun demikian, di bulan berikutnya respons harga 
minyak goreng akan negatif atau pada bulan kedua 
harga minyak goreng akan turun sekitar 0,67 persen. 

Pada saat terjadi guncangan (shock) dalam nilai tukar, 
respons harga minyak goreng tidak terlalu signifikan. 
Harga minyak goreng hanya sedikit terpengaruh 
pada bulan pertama dan kedua. Hal ini terjadi karena 
Indonesia tidak tergantung terhadap impor minyak 
goreng mengingat banyaknya substitusi minyak goreng 
yang dapat dimanfaatkan di Indonesia meskipun 
Indonesia masih mengimpor minyak goreng dari 
beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Amerika 
Serikat dan Singapura. 

Gambar 5. IRF Harga Minyak Goreng terhadap 
Guncangan (shock) dalam Nilai Tukar
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3.2.2. Respons Harga Daging Ayam 

Impulse response function dari estimasi nilai tukar 
terhadap harga daging ayam ditmpilkan pada Gambar 
2 di bawah ini. Dengan menggunakan periode sepuluh 
bulan untuk melihat responsnya, maka respons harga 
daging ayam terhadap guncangan (shock) dalam nilai 
tukar tidaklah signifikan. Respons harga daging ayam 
relatif kecil dan terjadi pada bulan kedua dan keempat. 
Pada bulan keempat, harga daging ayam akan naik 
sekitar 0,66 persen saat terjadi 1 persen guncangan 
dalam nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, sementara 
pada bulan keempat, untuk setiap 1 persen guncangan 
(shock) dalam nilai tukar, maka harga daging ayam akan 
turun sebesar -0,3 persen. Respons yang relatif kecil ini 
mungkin terkait dengan fakta bahwa Indonesia tidak 
terikat dengan impor daging ayam dalam jumlah yang 
relatif besar atau bisa dikatakan Indonesia sudah mampu 
memenuhi kebutuhan daging ayam dari pasokan dalam 
negerinya.  

Sampai saat ini, Indonesia telah mampu memenuhi 
kebutuhan sendiri daging ayamnya tanpa 
mengandalkan pasokan daging ayam impor. Selama 
2004-2008 misalnya, berdasarkan Statistik dan Informasi 
2009 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, impor daging 
ayam rata-rata hanya sekitar 2.900 ton. Porsi impor yang 
relatif kecil ini membuat perubahan dalam nilai tukar 
Rupiah terhadap Dolar AS tidak memberikan efek yang 
signifikan terhadap harga daging ayam. Dari Gambar 2 
juga nampak bahwa fluktuasi harga daging ayam lebih 
banyak disebabkan oleh guncangan pada harga daging 
ayam itu sendiri sebagaimana terlihat pada grafik ketiga 
(kanan bawah).  

Gambar 2. IRF Harga Daging Ayam terhadap 
Guncangan (shock) dalam Nilai Tukar
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3.2.3.  Respons Harga Tepung Terigu 

Untuk IRF harga tepung terigu terhadap perubahan nilai 
tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Gambar 3 menyajikan 
gambaran bahwa respons nilai tukar terhadap inovasi 
(shock) dalam harga tepung terigu tidaklah signifikan. 
Sementara itu, untuk respons harga tepung terigu 
terhadap guncangan (shock) dalam nilai tukar terjadi 
pada bulan kedua sampai dengan bulan keenam. Dalam 
bulan kedua, guncangan (shock) sebesar 1 persen 
dalam nilai tukar akan direspons sebesar 0.003428 atau 
untuk setiap kenaikan nilai tukar sebesar 1 persen, maka 
harga tepung terigu akan naik sebesar 0,34 persen. Hal 
ini terjadi -seperti halnya harga daging – karena masih 
tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan 
tepung terigu impor. Diperkirakan pada tahun 2009 
sekitar 16,24 persen kebutuhan tepung terigu Indonesia 
masih diimpor. Persentase tepung terigu impor 
naik menjadi sekitar 17,37 persen pada tahun 2010. 
Bersama-sama dengan Korea Selatan, Cina, dan Jepang, 
Indonesia menjadi pengimpor sekitar 57,9 persen dari 
impor tepung terigu dunia. 

Hal lainnya yang menarik dari Gambar 3 adalah respons 
harga tepung terigu terhadap guncangan (shock) pada 
harga tepung terigu. Respons harga tepung terigu 
terhadap perubahan dalam harga tepung terigu cukup 
signifikan khususnya pada bulan pertama sampai 
dengan bulan ketujuh. Pada bulan pertama, saat terjadi 
kenaikan harga tepung terigu sebesar 1 persen, maka 
akan diikuti dengan kenaikan harga tepung terigu 
sebesar 1,61 persen. Pada bulan kedua serta ketiga 
harga tepung terigu akan naik masing-masing sekitar 
0,9 persen dan 0,5 persen. 

Gambar 3. IRF Harga Tepung Terigu terhadap 
Guncangan (shock) dalam Nilai Tukar
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3.2.4.  Respons Harga Susu Kaleng 

Respons harga susu kaleng terhadap terhadap 
guncangan (shock) yang terjadi dalam nilai tukar 
cukup menarik untuk diamati. Terkait respons harga 
susu kaleng terhadap nilai tukar, harga susu kaleng 
memberikan respons sejak bulan pertama hingga 
bulan ketujuh. Pada bulan pertama, respons harga 
susu sebesar 0.000892 atau untuk setiap kenaikan nilai 
tukar sebanyak 1 persen, maka harga susu kaleng naik 
sebesar 0.09 persen. Respons tertinggi ditunjukkan oleh 
harga susu kaleng pada bulan ketiga dengan persentase 
kenaikan sebesar 0,16 persen untuk setiap kenaikan 1 
persen dalam nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. 

Gambar 4. IRF Harga Susu Kaleng terhadap Guncangan 
(shock) dalam Nilai Tukar

Sensitivitas harga susu kaleng terhadap guncangan 
(innovation) dalam nilai tukar seiring dengan 
karakteristik susu yang masih bergantung kepada 
pasokan impor. Setiap tahunnya, total konsumsi susu 
Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2,7 juta liter 
dan sekitar 70 persennya masih diimpor, sedangkan 
sisianya dipenuhi dari produksi susu domestik. 

Eksportir utama susu Indonesia adalah Australia, 
Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2013 
nilai susu impor mencapai sekitar US$ 164,6 juta dengan 
volume impor mencapai sekitar 46 ribu ton. 

Hal menarik lainnya dari Gambar 4 adalah respons harga 
susu kaleng terhadap perubahan dalam harga susu 
kaleng. Pada bulan pertama, respons harga susu kaleng 
terhadap perubahan pada harga susu kaleng adalah 
sebesar 0.008149 atau untuk setiap 1 persen guncangan 
(shock) dalam harga susu kaleng maka harga susu kaleng 
akan naik sebesar 0,81 persen di bulan pertama. Pada 
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bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh fluktuasi 
dalam respons harga susu kaleng terhadap guncangan 
(shock) masih terus terjadi. Di bulan kedua harga susu 
kaleng akan naik sekitar 0,12 persen dan sekitar 0,3 
persen di bulan ketiga. 

3.2.5.  Respons Harga Minyak Goreng

Gambar 5 menjelaskan respons harga minyak goreng 
terhadap guncangan (shock) yang terjadi dalam 
nilai tukar. Dari gambar tersebut yang responsnya 
cukup signifikan adalah respons nilai tukar terhadap 
perubahan pada nilai tukar serta respons harga minyak 
goreng terhadap perubahan pada harga minyak goreng 
itu sendiri. 

Respons harga minyak goreng terhadap guncangan 
yang terjadi pada harga minyak goreng akan terjadi 
pada bulan pertama dan bulan kedua. Pada bulan 
pertama, guncangan dalam harga minyak goreng 
sebesar 1 persen akan menyebabkan harga minyak 
goreng di bulan pertama naik sekitar 2,87 persen. 
Namun demikian, di bulan berikutnya respons harga 
minyak goreng akan negatif atau pada bulan kedua 
harga minyak goreng akan turun sekitar 0,67 persen. 

Pada saat terjadi guncangan (shock) dalam nilai tukar, 
respons harga minyak goreng tidak terlalu signifikan. 
Harga minyak goreng hanya sedikit terpengaruh 
pada bulan pertama dan kedua. Hal ini terjadi karena 
Indonesia tidak tergantung terhadap impor minyak 
goreng mengingat banyaknya substitusi minyak goreng 
yang dapat dimanfaatkan di Indonesia meskipun 
Indonesia masih mengimpor minyak goreng dari 
beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Amerika 
Serikat dan Singapura. 

Gambar 5. IRF Harga Minyak Goreng terhadap 
Guncangan (shock) dalam Nilai Tukar
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3.2.2. Respons Harga Daging Ayam 

Impulse response function dari estimasi nilai tukar 
terhadap harga daging ayam ditmpilkan pada Gambar 
2 di bawah ini. Dengan menggunakan periode sepuluh 
bulan untuk melihat responsnya, maka respons harga 
daging ayam terhadap guncangan (shock) dalam nilai 
tukar tidaklah signifikan. Respons harga daging ayam 
relatif kecil dan terjadi pada bulan kedua dan keempat. 
Pada bulan keempat, harga daging ayam akan naik 
sekitar 0,66 persen saat terjadi 1 persen guncangan 
dalam nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, sementara 
pada bulan keempat, untuk setiap 1 persen guncangan 
(shock) dalam nilai tukar, maka harga daging ayam akan 
turun sebesar -0,3 persen. Respons yang relatif kecil ini 
mungkin terkait dengan fakta bahwa Indonesia tidak 
terikat dengan impor daging ayam dalam jumlah yang 
relatif besar atau bisa dikatakan Indonesia sudah mampu 
memenuhi kebutuhan daging ayam dari pasokan dalam 
negerinya.  

Sampai saat ini, Indonesia telah mampu memenuhi 
kebutuhan sendiri daging ayamnya tanpa 
mengandalkan pasokan daging ayam impor. Selama 
2004-2008 misalnya, berdasarkan Statistik dan Informasi 
2009 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, impor daging 
ayam rata-rata hanya sekitar 2.900 ton. Porsi impor yang 
relatif kecil ini membuat perubahan dalam nilai tukar 
Rupiah terhadap Dolar AS tidak memberikan efek yang 
signifikan terhadap harga daging ayam. Dari Gambar 2 
juga nampak bahwa fluktuasi harga daging ayam lebih 
banyak disebabkan oleh guncangan pada harga daging 
ayam itu sendiri sebagaimana terlihat pada grafik ketiga 
(kanan bawah).  

Gambar 2. IRF Harga Daging Ayam terhadap 
Guncangan (shock) dalam Nilai Tukar
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3.2.3.  Respons Harga Tepung Terigu 

Untuk IRF harga tepung terigu terhadap perubahan nilai 
tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Gambar 3 menyajikan 
gambaran bahwa respons nilai tukar terhadap inovasi 
(shock) dalam harga tepung terigu tidaklah signifikan. 
Sementara itu, untuk respons harga tepung terigu 
terhadap guncangan (shock) dalam nilai tukar terjadi 
pada bulan kedua sampai dengan bulan keenam. Dalam 
bulan kedua, guncangan (shock) sebesar 1 persen 
dalam nilai tukar akan direspons sebesar 0.003428 atau 
untuk setiap kenaikan nilai tukar sebesar 1 persen, maka 
harga tepung terigu akan naik sebesar 0,34 persen. Hal 
ini terjadi -seperti halnya harga daging – karena masih 
tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan 
tepung terigu impor. Diperkirakan pada tahun 2009 
sekitar 16,24 persen kebutuhan tepung terigu Indonesia 
masih diimpor. Persentase tepung terigu impor 
naik menjadi sekitar 17,37 persen pada tahun 2010. 
Bersama-sama dengan Korea Selatan, Cina, dan Jepang, 
Indonesia menjadi pengimpor sekitar 57,9 persen dari 
impor tepung terigu dunia. 

Hal lainnya yang menarik dari Gambar 3 adalah respons 
harga tepung terigu terhadap guncangan (shock) pada 
harga tepung terigu. Respons harga tepung terigu 
terhadap perubahan dalam harga tepung terigu cukup 
signifikan khususnya pada bulan pertama sampai 
dengan bulan ketujuh. Pada bulan pertama, saat terjadi 
kenaikan harga tepung terigu sebesar 1 persen, maka 
akan diikuti dengan kenaikan harga tepung terigu 
sebesar 1,61 persen. Pada bulan kedua serta ketiga 
harga tepung terigu akan naik masing-masing sekitar 
0,9 persen dan 0,5 persen. 

Gambar 3. IRF Harga Tepung Terigu terhadap 
Guncangan (shock) dalam Nilai Tukar
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IV. Kesimpulan

Hubungan nilai tukar dengan harga beberapa 
komoditas pangan (daging sapi, daging ayam, tepung 
terigu, susu kaleng, serta minyak goreng) yang disajikan 
menunjukkan variasi yang berbeda. Berdasarkan hasil 
regresi yang dilakukan, nilai tukar hanya memengaruhi 
harga daging sapi dan harga tepung terigu. Hal ini tidak 
mengherankan mengingat untuk kedua komoditas 
pangan tersebut, Indonesia masih mengandalkan impor 
dalam porsi yang besar khususnya untuk tepung terigu. 

Terkait dengan IRF, hasil studi menunjukkan bahwa 
komoditi-komoditi yang masih memiliki kandungan 
impor yang tinggi seperti daging sapi, tepung terigu 
dan susu kaleng, menunjukkan respons yang signifikan 
terhadap guncangan (shock) yang terjadi pada nilai 
tukar. Sementara itu, untuk komoditi lainnya seperti 
daging ayam dan minyak goreng, keduanya hanya 
menunjukkan respons hanya saat terjadi kenaikan pada 
harga-harga daging ayam dan minyak goreng.  
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